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Kata Pengantar 
Dalam upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi maka salah satu program 
yang diliuncurkan Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 adalah Program Keluarga Harapan (PKH). 
Tujuan umum program ini adalah untuk menyiapkan secara dini sumber daya manusia dengan cara 
meningkatkan akses masyarakat tidak mampu pada pelayanan dasar khususnya kesehatan dan 
pendidikan dasar. Untuk jangka pendek, melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah 
tangga sangat miskin (RTSM), program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. 
Untuk jangka panjang, melalui persyaratan yang ditentukan diharapkan akan terjadi perubahan pola 
pikir dan perilaku yang mengarah pada  perbaikan status kesehatan anak-anak dan ibu hamil, serta 
perbaikan tingkat pendidikan  anak-anak RTSM, sehingga secara berangsur rantai kemiskinan dapat 
diputus. Program ini merupakan program nasional yang  dicanangkan berlanjut hingga tahun 2015. 
Untuk menentukan RTSM yang memenuhi kriteria PKH, pemerintah menugaskan Badan Pusat 
Statistik (BPS) melakukan pendataan RTSM. Bersamaan denngan pendataan RTSM, BPS juga 
melakukan pendataan keberadaan fasilitas kesehatan dan pendidikan dasar di wilayah-wilayah 
kecamatan terpilih SPDKP. Pendataan  dilakukan secara bertahap melalui survei dengan nama Survei 
Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP). Pada tahun 2007, SPDKP dilaksanakan dalam 
dua putaran, yaitu Putaran 1 untuk mendapatkan sekitar 500.000 RTSM calon penerima  PKH tahun 
2007 dan  Putaran 2 untuk mendapatkan sekitar 700.000 RTSM calon penerima PKH 2008. 
Salah satu harapan atau tuntutan dalam pelaksanaan SPDKP adalah agar data yang dihasilkan 
bebas dari kesalahan. Oleh karena itu, BPS sebagai lembaga yang dipercaya melaksanakan 
pendataan telah berupaya melakukan pekerjaan ini sebaik-baiknya dengan memaksimumkan 
koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Laporan pelaksanaan SPDKP 2007 diterbitkan dalam 2 
(dua) buku, buku pertama (buku ini) memuat penjelasan teknis SPDKP dan buku kedua memuat 
tahapan pelaksanaan SPDKP dalam gambar. Kedua laporan ini dimaksudkan untuk memberikan 
gambaran mengenai proses pelaksanaan kegiatan SPDKP, mulai dari tahap persiapan sampai 
dengan tahap evaluasi data. Laporan ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi 
para pelaksana kegiatan pendataan mikro kemiskinan ke depan. 
Keberhasilan pelaksanaan SPDKP 2007 tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, baik di pusat 
maupun di daerah, khususnya Pemerintah Daerah. Untuk itu, kepada semua pihak telah berperan 
dalam kegiatan SPDKP disampaikan penghargaan dan terima kasih. Penghargaan khusus diberikan 
kepada Tim Teknis SPDKP BPS yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran sepenuhnya dari 
awal kegiatan SPDKP hingga selesainya laporan ini. Akhirnya BPS senantiasa menerima saran 
konstruktif dari semua pihak demi perbaikan laporan serupa di masa datang. 
Jakarta, 4 Desember 2007 
Kepala Badan Pusat Statistik 
 
 
Dr. Rusman Heriawan 
NIP. 340003999 
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Pendahuluan 
 
1.1 Latar Belakang 
Salah satu tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar (UUD) 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah secara terus menerus telah melaksanakan 
berbagai macam program pembangunan, baik program pembangunan jangka panjang, jangka 
menengah, maupun jangka pendek.  
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya pemerintah adalah melakukan 
investasi kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan 
kesehatan anak. Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga sangat terkait dengan tingkat pendidikan, 
kesehatan, dan nutrisi anggotanya.  
Rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga menyebabkan rendahnya penghasilan, 
sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya, untuk tingkat 
minimal sekalipun. Di sisi lain, tidak memadainya pemeliharaan kesehatan ibu yang sedang 
mengandung dapat menyebabkan kematian ibu saat melahirkan dan buruknya kondisi kesehatan bayi 
yang dilahirkan. Lebih lanjut, kurangnya biaya menyebabkan tumbuh kembang anak, terutama usia 0-
5 tahun tidak maksimal. Ketidakmampuan ekonomi rumah tangga membatasi kapasitas belajar anak di 
sekolah, dan dapat menyebabkan anak putus sekolah atau bahkan sama sekali tidak mengenyam 
bangku sekolah. Sebagian anak-anak ini tidak dapat bersekolah karena mereka harus bekerja 
membantu mencari nafkah orang tuanya. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya 
manusia generasi penerus bangsa. Tanpa adanya perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan 
nutrisi, kondisi yang sama berulang kembali pada generasi berikutnya sehingga menyebabkan 
masyarakat senantiasa terjerat pada lingkaran kemiskinan (Gambar 1.1).   
Agar berbagai pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar dapat ditujukan langsung kepada 
masyarakat lapisan bawah, perlu dipahami persoalan yang menjadikan penyebab lemahnya 
keterkaitan antara sisi permintaan (demand) dari masyarakat dan sisi penyediaan (supply) layanan 
pendidikan dan kesehatan. Pada sisi permintaan, terdapat tiga penyebab utama, yaitu: 
(1) Ketidaktahuan, ketidakpedulian, maupun kesalahpahaman masyarakat terhadap pentingnya 
pemeliharaan kesehatan dan pendidikan karena rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan 
akses yang terbatas kepada informasi kesehatan dan pendidikan, 
(2) Ketidakmampuan keuangan masyarakat untuk membiayai perawatan kesehatan maupun 
pendidikan bagi anggota keluarganya, 
(3) Ketidakmampuan masyarakat untuk secara konsisten menjaga kelanjutan pemeliharaan 
kesehatan dan pendidikan bagi anggota keluarganya. 
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Pada sisi penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat terkait dengan tiga aspek 
penyebab utama, yaitu: 
(1) Harga pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terlalu tinggi. Seringkali standar layanan 
kesehatan dan pendidikan juga tidak seragam mengurangi minat masyarakat untuk 
memanfaatkannya, 
(2) Lokasi dari fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih terlalu jauh dari tempat 
tinggal, 
(3) Waktu penyediaan/pemberian pelayanan kesehatan dan pendidikan yang kurang sesuai  dengan 
pola aktivitas masyarakat, sehingga harus berkompetisi dengan waktu kegiatan lainnya yang sulit 
ditinggalkan. 
 
 
Gambar 1.1 
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Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum, pemerintah saat ini merumuskan suatu 
strategi pembangunan ekonomi holistik yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat yang 
dikenal dengan nama Strategi Tiga Jalur (Triple Track Strategy) 2004-2009, yaitu strategi ekonomi 
yang: 
(1) Pro-Pertumbuhan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengutamakan investasi dan 
ekspor, 
(2) Pro-Tenaga Kerja, yaitu menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja, 
(3) Pro-Rakyat Miskin, yaitu merevitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan, dan ekonomi perdesaan 
untuk mengurangi kemiskinan serta beberapa program lain yang langsung menyentuh 
masyarakat miskin.  
Strategi tiga jalur  ini menjadi landasan dari empat pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan 
yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2007, yaitu: 
(1) Mendorong pertumbuhan yang berkualitas, 
(2) Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, 
(3) Pemberdayaan masyarakat, 
(4) Penyempurnaan dan pengembangan sistim perlindungan sosial. 
Wujud realisasi dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui  program nasional 
penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2007 program penanggulangan kemiskinan mencakup 19 
program, antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga 
Harapan (PKH), Program Asuransi untuk orang miskin (Askeskin), Program Wajib Belajar 9 tahun, 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Infrastruktur Pedesaan.  
Program Keluarga Harapan merupakan program penangulangan kemiskinan baru, yang dimulai 
pada tahun 2007, dan dicanangkan berlanjut hingga 2015. Program ini merupakan upaya pemerintah 
untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara 
pemberian Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) kepada RTSM yang memenuhi salah satu atau lebih 
kriteria berikut, yaitu: 1) ada balita (anak usia dibawah 5 tahun), 2) ada anak usia sekolah dasar dan 
sekolah lanjutan tingkat pertama (usia antara 5-17 tahun), dan 3) ada wanita hamil usia 10-49 tahun.  
Untuk jangka pendek, BTB yang diberikan melalui PKH diharapkan dapat mengurangi beban 
pengeluaran RTSM yang memenuhi kriteria PKH. Namun demikian, RTSM yang menerima bantuan 
tunai tersebut dipersyaratkan untuk secara rutin memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita ke 
fasilitas kesehatan, dan menyekolahkan anak usia 5-17 tahun ke sekolah dasar (SD) atau ke sekolah 
lanjutan tingkat pertama (SLTP) di wilayah kecamatan tempat tinggal RTSM tersebut. 
Untuk jangka panjang, PKH mempunyai tujuan pembangunan kapabilitas dasar manusia 
sehingga terjadi pemotongan pewarisan kemiskinan antar generasi. Dalam kerangka tersebut program 
ini juga dirancang untuk mempercepat pencapaian penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 
Tahun dengan mengurangi kasus pekerja. 
PKH berlangsung dalam jangka panjang. Setiap RTSM yang memenuhi kriteria PKH akan 
menerima bantuan selama 6 (enam) tahun, dan selanjutnya apabila memenuhi syarat diharapkan 
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dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2015 jumlah penerima BTB melalui 
PKH direncanakan berkisar 6.500.000 RTSM. 
Untuk menentukan calon penerima BTB melalui PKH, BPS ditugaskan oleh pemerintah untuk 
melakukan pendataan RTSM melalui Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) 
yang dilakukan secara bertahap.Untuk tahap pertama tahun 2007, BPS melakukan pendataan SPDKP 
dalam dua putaran. Pendataan SPDKP 2007 putaran pertama telah dilakukan pada bulan April-Juli 
2007 untuk mendapatkan  sekitar 500.000 RTSM calon penerima PKH tahun 2007 di 356 kecamatan 
terpilih, yang tersebar di 49 kabupaten/kota dan 7 provinsi. Pendataan SPDKP 2007 putaran kedua 
dilakukan pada bulan Agustus-Nopember 2007 untuk mendapatkan sekitar 700.000 RTSM calon 
penerima bantuan PKH tahun 2008 di 615 kecamatan terpilih, yang tersebar di 97 kabupaten/kota dan 
15 provinsi. Di samping melakukan pendataan RTSM calon penerima PKH, pada waktu yang sama 
juga dilakukan pendataan fasilitas kesehatan dan pendidikan dasar setingkat SD dan SLTP di 
kecamatan-kecamatan terpilih PKH. Laporan ini menyajikan proses pelaksanaan SPDKP secara 
keseluruhan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi data hasil lapangan. 
1.2 Tujuan Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan  
1.2.1 Tujuan Umum 
Mendapatkan data RTSM calon penerima BTB serta data fasilitas kesehatan dan pendidikan 
dasar untuk PKH tahun 2007 dan 2008. 
1.2.2 Tujuan Khusus 
(1) Menyediakan keterangan demografi, pendidikan dan kesehatan setiap anggota  rumah tangga 
(ART) serta keterangan perumahan RTSM yang memenuhi kriteria PKH; 
(2) Menyediakan keterangan tentang keberadaan pelayanan dasar kesehatan  bagi anak balita (bayi 
dibawah usia 5 tahun) dan ibu hamil, seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), 
Polindes, Klinik Desa, Bidan Desa, Mantri Kesehatan, Posyandu, bagi anak dan ibu hamil pada 
RTSM di wilayah tempat tinggal RTSM; 
(3) Menyediakan keterangan tentang keberadaan pelayanan dasar pendidikan SD dan SLTP 
sederajat, bagi anak usia sekolah 5-17 tahun. 
1.3 Landasan Hukum 
Pelaksanaan Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007 didasarkan pada: 
(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. 
(3) Peraturan Presiden No.19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007. 
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Perencanaan 
 
 
Perencanaan suatu kegiatan memegang peran kunci dan menentukan dalam kelancaran masing-
masing sub-kegiatan serta koordinasi pelaksanaan antar sub-kegiatan yang terkait. Bab ini membahas 
berbagai aspek perencanaan teknis dan administrasi kegiatan SPDKP 2007, yang mencakup: 1) 
perencanaan metodologi, 2) pemilihan wilayah, 3) proses penentuan RTSM layak PKH dengan PMT, 
4) metode pengolahan data, 5) verifikasi data hasil lapangan, 6) pengaturan jadual dalam mekanisme 
pendataan, 7) pembiayaan, 8) koordinasi BPS Pusat dengan BPS Daerah, 9) koordinasi BPS Provinsi 
dengan BPS Kabupaten/kota, 10) jadual kegiatan SPDKP. 
2.1 Perencanaan Metodologi 
2.1.1 Penyusunan Instrumen 
Draft Instrumen, khususnya kuesioner-kuesioner yang akan digunakan dalam pelaksanaan 
SPDKP, telah disiapkan sejak Agustus 2006. Kuesioner-kuesioner tersebut  pertama kali dibahas 
secara bertahap oleh Tim Teknis SPDKP BPS, dan selanjutnya disempurnakan melalui  rapat-rapat 
lintas depertemen (interdep) yang dihadiri peserta dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas), Departemen Sosial (Depsos), Departemen Kesehatan (Depkes), Departemen Pendidikan 
Nasional (Depdiknas), Departemen Agama (Depag) dan Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan 
Rakyat (Menko Kesra).  
Untuk mengidentifikasi variabel sosial ekonomi yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk 
mengukur tingkat kesejahteraan atau kondisi ekonomi suatu rumah tangga dilakukan analisis awal 
dengan menggunakan data Susenas 2002-2005 dan Podes 2005. Prosesnya dilakukan dengan 
menggunakan model Proxy Means Test (PMT)1melalui tahapan berikut: 
 
 
 
 
                                               
1 Proxy Means Test (PMT) adalah suatu model ekonometrik yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kondisi 
ekonomi suatu rumah tangga dengan menggunakan variabel non moneter yang dikumpulkan dalam SPDKP. Model ini dibangun dengan 
mengkaitkan variabel pengeluaran moneter dengan variabel non moneter dari survei yang mengumpulkan kedua variabel tersebut, seperti 
Susenas. Parameter estimasi dari model selanjutnya digunakan untuk mengestimasi pengeluaran rumah tangga berdasarkan variabel non 
moneter yang dikumpulkan melalui SPDKP. Model PMT dapat digunakan dalam tahap perencanaan untuk penyusunan kuesioner rumah 
tangga dan pemilihan wilayah, serta dalam tahap evaluasi data untuk mengidentifikasi adanya kesalahan memasukkan rumah tangga yang 
tidak layak PKH (inculsion error). 
 
2 
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
        
Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan: Laporan Teknis Pelaksanaan  6 
(1) Menentukan tingkat konsumsi per kapita dengan menggunakan model sebagai berikut: 
  Z =  iXi. iYi 
  Dimana: Z =  konsumsi per kapita 
 Xi  = variabel demografik dan sosio-ekonomi dari Susenas 2002-2005   
Yi = variabel dari Podes 2005 
i = koefisien variabel Susenas 
 i = koefisien variabel Podes 
(2) Melakukan estimasi untuk tingkat provinsi yang dilakukan melalui dua tahap: melalui Tukey 
Grouping Test dan Analisis Komponen Utama. Tujuannya adalah untuk membuat model 
per provinsi mengingat model yang dibuat secara nasional dipandang tidak cukup baik 
menangkap kondisi kemiskinan di tingkat lokal 
(3) Menentukan titik cut-off kemiskinan untuk masing-masing provinsi sehingga diperoleh 
rumah tangga di bawah garis kemiskinan (miskin) dan di atas garis kemiskinan. (tidak 
miskin). Penentuan cut-off ini memperhitungkan kesalahan perhitungan yang terjadi akibat 
inclusion dan exclusion errors, yang selalu dihasilkan pada setiap model. Exclusion error 
adalah persentase masuknya penduduk miskin yang semula tidak diperhitungkan oleh 
model, sementara inclusion error adalah persentase masuknya penduduk tidak miskin yang 
semula diperhitungkan sebagai penduduk miskin. 
Proses yang dilakukan pada tahap (1) sampai (3) di atas menghasilkan informasi tentang 
determinan atau faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kemiskinan. Berdasarkan informasi 
ini, selanjutnya dikembangkan kuesioner pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan 
verifikasi RTSM hasil PSE05. 
Sebagai upaya untuk menghasilkan data yang bermutu tinggi (idealnya data tanpa kesalahan) Tim 
Teknis SPDKP BPS melakukan  dua kali uji coba instrumen dan mekanisme pendataan di lapangan. 
Kuesioner-kuesioner (Lampiran 1-3) yang diujicobakan mencakup: 
(1) Kuesioner listing (Daftar SPDKP07.LS) untuk memverifikasi RTSM yang layak memperoleh 
bantuan PKH. Daftar SPDKP07.LS adalah daftar nama kategori RTSM dan sebagian Ruma 
Miskin (RTM) dari hasil PSE052 yang sudah tercetak (pre-printed). Variabel yang diverifikasi 
mencakup variabel-variabel kemiskinan yang dapat dilihat secara kasat mata. Apabila setelah 
verifikasi suatu  rumah tangga tidak layak RTSM maka rumah tangga tersebut dicoret dari Daftar 
SPDKP.LS. Apabila setelah diverifikasi petugas pencacah masih ragu, maka petugas pencacah 
harus melakukan wawancara dengan responden untuk menanyakan kemampuan  dalam 
pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. Apabila sudah yakin bahwa  rumah tangga yang 
diverifikasi benar-benar RTSM, maka petugas pencacah juga harus menanyakan apakah RTSM 
tersebut layak menerima bantuan PKH, yaitu memenuhi paling tidak satu kriteria PKH, yaitu ada 
balita (anak usia dibawah 5 tahun), ada anak usia sekolah SD/SLTP (usia 5-17 tahun),  dan ada 
wanita hamil usia 10-49 tahun.  
                                               
2 Data PSE05 adalah data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin pada tahun 
2005-2006, dengan tanpa syarat sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2005. Data PSE05 
dikategorikan atas: 1) Rumah Tangga Sangat Miskin, 2) Rumah Tangga Miskin, dan 3) Rumah Tangga Hampir Miskn. 
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(2) Kuesioner Penyisiran (Daftar SPDKP07.SW) untuk menyisir adanya RTSM yang layak 
memperoleh bantuan PKH diluar  RTSM yang tercantum dalam Daftar SPDKP.LS. Daftar 
SPDKP07.SW mencakup daftar nama sebagian  kategori RTM dari hasil PSE05 yang sudah 
tercetak (pre-printed), dan daftar nama  lain yang ditemukan pada saat penyisiran di lapangan dan 
diduga RTSM.  
(3) Kuesioner pencacahan RTSM yang memenuhi kriteria PKH (Daftar SPDKP07.RT). digunakan 
untuk mendapatkan keterangan-keterangan berikut: 
(a) Keterangan ART yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, 
tanggal lahir, umur, status perkawinan, pendidikan, dan kecacatan.   
(b) Nama dan alamat tempat pelayanan kesehatan bila memeriksakan balita/kehamilan atau 
nama dan alamat tempat pelayanan kesehatan yang diinginkan bila dia belum 
memeriksakannya.   
(c) Nama dan alamat sekolah bila ada ART yang sekolah atau nama dan alamat sekolah yang 
diinginkan bila ART tidak sekolah. 
(d) Keterangan pekerja anak menurut lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan jumlah jam kerja 
dalam seminggu. 
(e) Keterangan perumahan dan rumah tangga 
 Keterangan perumahan dan rumah tangga yang dicakup hanya variabel-variabel yang 
dapat dilihat secara kasat mata dan tingkat akurasinya tinggi, seperti luas lantai, jenis 
lantai, jenis dinding. Variabel-variabel kemiskinan dari PSE05 yang tidak dapat dilihat 
secara kasat mata, seperti frekuensi makan dalam sehari, frekuensi makan 
daging/ayam/susu dalam seminggu, pembelian pakaian dalam setahun untuk setiap ART, 
kemampuan berobat ke puskesmas atau poliklinik, dan kepemilikan aset tidak digunakan 
dalam verifikasi karena sulit dijamin akurasinya 
(4) Kuesioner pendataan fasilitas dasar kesehatan dan pendidikan (Daftar SPDKP07.Desa) 
digunakan untuk mengumpulkan data fasilitas kesehatan dan pendidikan di wilayah kecamatan 
terpilih PKH. Data yang dikumpulkan meliputi: 
(a) Daftar nama dan alamat sekolah (SD/sederajat dan SMP/sederajat) yang ada di setiap 
desa, baik negeri maupun swasta yang terakreditasi, termasuk data yang terkait dengan 
infrastrukturnya, 
(b) Daftar nama dan alamat tempat pelayanan kesehatan di setiap desa, seperti;  Puskesmas, 
Pustu, Pusling, Polindes, Bidan praktek, Mantri dan Posyandu, termasuk data yang terkait 
dengan infrastrukturnya. 
Kegiatan uji coba SPDKP dilakukan selama bulan Oktober-Nopember 2006. Pembiayaan kedua 
uji coba SPDKP tersebut memanfaatkan sisa dana  kegiatan PSE05, karena masih terkait dengan 
kegiatan PSE05.  
Uji coba SPDKP pertama dilaksanakan pada Oktober 2006 di Desa Sukatani, Kecamatan 
Ngamprah, Kabupaten Bandung. Dalam uji coba ini dilakukan verifikasi terhadap 325 RTSM hasil 
PSE05 yang sudah tercetak pada Daftar SPDKP07.LS. Apabila berdasarkan verifikasi suatu rumah 
tangga adalah RTSM dan memenuhi kriteria PKH, maka RTSM tersebut akan dicacah dengan Daftar 
SPDKP.RT. Di samping itu, dalam uji coba ini juga dilakukan pendataan seluruh pelayanan dasar 
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kesehatan dan pendidikan yang ada di wilayah kecamatan Ngamprah. Sedangkan uji coba kedua 
yang dilaksanakan pada Nopember 2007 di Kabupaten Gresik hanya untuk kegiatan penyisiran.  
Dalam uji coba, verifikasi data RTSM dilakukan secara tim, penyisiran dilakukan oleh koordinator 
tim, dan verifikasi fasilitas kesehatan dilakukan secara individu oleh Petugas Pencacah (PCL) setelah 
menerima daftar fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terlebih dahulu dikompilasi oleh Pembantu 
Koordinator Statistik Kecamatan (PKSK) atau Pemeriksa Lapangan (PML) dari sumber terkait yaitu 
Diknas Kecamatan dan Puskesmas. 
Beberapa temuan penting dari hasil kedua uji coba tersebut adalah: 
(1) Pada Uji Coba di Desa Sukatani, Kabupaten Bandung terdapat ketidaksesuaian isian variabel dari 
325 RTSM dengan tingkat ketidaksesuaian  antara 4,52 % sampai dengan 42,08 %. 
Ketidaksesuaian tertinggi terjadi pada variabel kemiskinan yang dapat dilihat secara kasat mata 
dan seharusnya relatif tidak berubah, yaitu variabel isian luas lantai per kapita dengan tingkat 
ketidaksesuaian sebesar 42,08 %, diikuti variabel sumber air minum dengan tingkat 
ketidaksesuaian sebesar 37,10%.  Ini mengindikasikan bahwa pendataan secara tim pada Uji 
Coba SPDKP lebih baik dari hanya seorang petugas pada PSE05, 
(2) Metode penyisiran pada Uji Coba di Kabupaten Gresik yang dilakukan secara terbuka ternyata 
tidak begitu efektif, khususnya di wilayah-wilayah tidak kondusif. Oleh karena itu, penyisiran 
sebaiknya dilakukan secara diam-diam, tetapi petugas pendata diminta secara aktif  berkeliling di 
seluruh wilayah SLS terpilih. 
(3) Ditemukan RTSM yang anaknya sudah sekolah di SD pada usia 5 tahun, dan masih sekolah di 
SLTP pada usia 18 tahun. Oleh karena itu, batas usia anak sekolah wajib belajar 6-15 tahun 
kurang relevan. 
(4) Pengumpulan data fasilitas dasar kesehatan dan pendidikan di tingkat kecamatan tersedia di 
Puskesmas untuk fasilitas kesehatan dan di Diknas Kecamatan untuk fasilitas pendidikan ternyata 
cukup efektif. Oleh karena itu sebelum verifikasi data fasilitas kesehatan dan pendidikan di 
lapangan, perlu dilakukan pengumpulan data fasilitas dasar kesehatan dan pendidikan akan lebih 
efektif apabila melalui kedua sumber tersebut. 
Temuan-temuan dari kedua uji coba ini selanjutnya dipergunakan dalam penyempurnaan 
kuesioner dan mekanisme pendataan lapangan SPDKP 2007 Putaran 1. Penyempurnaan kuesioner 
pada SPDKP 2007 Putaran 2 juga dilakukan setelah pelaksanaan SPDKP 2007 Putaran 1. 
Perubahan-perubahan pada kuesioner SPDKP 2007 putaran 1 dapat dilihat pada lampiran 4-7, 
sedangkan perubahan-perubahan kuesioner SPDKP 2007 putaran 2 dapat dilhatat pada lampiran 8-
10.  
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2.1.2 Metode Pengumpulan Data  RTSM yang Memenuhi Kriteria PKH 
Untuk pendataan RTSM yang memenuhi kriteria  PHK, digunakan mekanisme pendataan seperti 
pada Gambar 2.1 berikut: 
 
 
Gambar 2.1 
Mekanisme Pendataan pada satu SLS 
 
KEGIATAN  LISTING  PENYISIRAN  PENCACAHAN RTSM 
       
Uraian 
Kegiatan 
 VERIFIKASI: 
 - status kemiskinan, 
 - persyaratan PKH: 
   IBU HAMIL, BALITA, 
   USIA SEKOLAH 
  VERIFIKASI: 
- status kemiskinan, 
- persyaratan PKH: 
   IBU HAMIL, BALITA, 
   USIA SEKOLAH 
 PENCACAHAN: 
 - RT Sangat Miskin 
 - Setiap ART terutama 
   IBU HAMIL,  BALITA,  
   ANAK USIA SEKOLAH 
       
Petugas: 
1 Tim  
3 Petugas 
 KORTIM  KORTIM  KORTIM 
 PCL 1 
PCL 2 
   PCL 1 
PCL 2 
       
Daftar yang 
digunakan  Daftar SPDKP07.LS  Daftar SPDKP07.SW  Daftar SPDKP07.RT 
  
Petugas pencacah (PCL) RTSM adalah tim yang terdiri dari satu orang Koordinator Tim (Kortim) 
dan dua orang PCL dengan mekanisme Tim secara bersama melakukan verifikasi RTSM hasil 
pendataan PSE tahun 2005 yang terdapat dalam Daftar SPDKP07-LS. Semua RTSM tersebut wajib 
dikunjungi oleh tim agar penilaian kelayakan rumah tangga tersebut sebagai RTSM dapat dilakukan 
secara lebih akurat. Penilaian kelayakan rumah tangga sebagai RTSM didasarkan pada kemampuan 
ekonomi rumah tangga tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya RTSM 
dicacah dengan menggunakan Daftar SPDKP07.RT Pencacahan RTSM dilakukan setelah verifikasi 
Daftar SPDKP07.LS selesai pada suatu SLS3.  
Penentuan kemampuan rumah tangga merujuk pada kemampuan ekonomi. Suatu rumah tangga 
disebut mampu adalah apabila rumah tangga tersebut memenuhi paling tidak tiga kriteria berikut ini.  
(a) Mampu menyediakan makan untuk ART (ada lauk yang berasal dari hewani, misal ayam, 
telor, daging) sebanyak 3 kali dalam sehari,  
(b) Mampu membiayai pengobatan dan perawatan secara medis bila ada ART yang sakit 
(termasuk transportasi ke fasilitas kesehatan, tidak termasuk yang menerima subsidi dari 
pemerintah yaitu askeskin/gakin), 
                                               
3 SLS adalah satuan lingkungan setempat (lokal), yaitu suatu wilayah pemukiman di bawah desa/kelurahan di mana biasanya ada suatu 
lembaga yang menjadi pengurus sebagai penghubung langsung antara aparat desa/kelurahan dengan penduduk/rumah tangga. Nama SLS 
berbeda-beda, biasanya di perkotaan disebut dengan rukun tetangga (RT), di perdesaan cukup bervariasi seperti Dukuh, Kampung, 
Lingkungan, Jurong, Banjar, dan lain-lain.  
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(c) Mampu membeli pakaian baru minimal 1 pasang untuk ART setiap tahun (tidak termasuk 
yang memiliki baju dari pemberian orang lain), 
(d) Mampu menyekolahkan anak/ART dengan biaya sendiri pada jenjang menengah (SMA dan 
sederajat), 
(e) Memiliki aset/barang berharga yang bisa dijual cepat dengan nilai di atas Rp. 500.000, 
sehingga dapat digunakan untuk biaya hidup minimal selama 3 bulan ke depan, misalkan 
memiliki tanah, sawah, rumah lain, ternak besar, perhiasan emas, mobil, motor, kulkas, TV 
berwarna ukuran 21 inch ke atas, dan lain-lain. 
Untuk dapat menentukan kemampuan ekonomi  sesuai dengan kriteria di atas, diperlukan 
wawancara dengan KRT atau ART lainnya. Petugas juga dapat mengamati aset/barang berharga 
yang secara jelas ada di rumah responden.  
Setelah petugas dapat menentukan bahwa yang didata bukan rumah tangga mampu secara 
ekonomi, petugas harus menentukan apakah rumah tangga ini RTSM atau bukan. Keputusan yang 
diambil harus didasarkan pada kesepakatan antara Kortim dan dua orang PCL. Penentuan RTSM 
lebih ditekankan pada keputusan tim yang didasarkan pada beberapa panduan. Panduan yang 
ditetapkan bersifat fleksibel, artinya tidak kaku harus mengikuti kriteria tertentu. Kortim dan PCL 
secara bersama-sama harus dapat mengkombinasikan pandangannya terhadap 2 hal, yaitu 
kemampuan ekonomi  dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pengamatan secara fisik terhadap 
keterbatasan bangunan tempat tinggal dan akses lainnya.  
Dari sisi kemampuan ekonomi, RTSM adalah yang rumah tangga yang kondisi kehidupannya 
sangat kekurangan, dalam hal pendapatan, akses ke fasilitas kesehatan, dan pendidikan dasar.  
Dari sisi kondisi fisik serta fasilitas tempat tinggal RTSM biasanya tinggal pada rumah yang tidak 
layak dari segi luas dan kualitas fisik bangunan tempat tinggal. 
Selain kondisi di atas penilaian RTSM dapat juga didasarkan pada akses terhadap kredit dan 
pekerjaan. Jika suatu RT mendapatkan kredit sebagai modal usaha atau jika KRT/ART memiliki 
pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, dapat dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan. 
Pada akhirnya, keputusan untuk menyatakan  sangat miskin atau tidak, harus didasarkan pada 
karakteristik  secara menyeluruh, bukan secara parsial.  
Untuk menjamin data yang bebas kesalahan, kegiatan pendataan RTSM diawasi secara berlapis 
oleh PML dan Tim Task Force Kecamatan. Tim Task Force BPS kabupaten/Kota, BPS Provinsi dan 
BPS juga melakukan pengawasan secara sampel. 
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2.1.3 Metode Pengumpulan Data Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan 
Metode pengumpulan data fasilitas kesehatan dan pendidikan dapat dilihat pada mekanisme 
pendataan seperti pada Gambar 2.2 berikut: 
 
Gambar 2.2 
Mekanisme Pendataan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan di Kecamatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk memudahkan pendataan, PKSK atau PML pada tahap awal mengunjungi Cabang Dinas 
Pendidikan tingkat kecamatan untuk meminta/mencatat semua nama dan alamat sekolah 
(SD/sederajat dan SMP/sederajat). Disamping mendatangi Kantor Cabang Dinas Pendidikan, 
PKSK/PML juga mendatangi kantor kecamatan atau Kantor Departeman Agama untuk melengkapi 
daftar nama dan alamat sekolah yang berada di bawah lingkup Departemen Agama. Selanjutnya 
PKSK/PML mengunjungi puskesmas untuk meminta/mencatat semua nama dan alamat tempat 
pelayanan kesehatan di tiap desa, seperti puskesmas, pustu, pusling, polindes, bidan praktek, mantri  
kesehatan dan posyandu. Dengan berbekal kedua daftar tersebut, pencacah (PCL)  memverifikasi 
keberadaan sekolah dan tempat pelayanan kesehatan yang ada di desa. Pendataan fasilitas 
kesehatan dan pendidikan ini juga diawasi oleh PML dan Tim Task Force Kecamatan.  
2.2 Pemilihan Wilayah 
PKH akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap mulai tahun anggaran 2007 
hingga tahun anggaran 2015, dengan target sasaran sebesar 6.500.000 RTSM . Untuk itu diperlukan 
suatu mekanisme pemilihan wilayah sehingga secara bertahap BPS mampu menyediakan data RTSM 
layak PKH.  
 
PCL 2 
PCL 1 Kantor Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan 
PKSK/PML 
PUSKESMAS PCL 3 
 
Pendataan 
Fasilitas 
Kesehatan 
dan 
Pendidikan  
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2.2.1 Pemilihan Wilayah Putaran 1 
PKH dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap. Pada tahap pertama tahun 2007 
sifatnya masih uji coba, sebanyak 356 kecamatan ditetapkan sebagai wilayah pelaksanaan PKH yang 
tersebar di 49 kabupaten/kota di 7 provinsi.  Hasil dari pendataan di 356 kecamatan tersebut 
diharapkan diperoleh sekitar 500.000 RTSM yang akan memperoleh manfaat PKH. Tidak semua 
kecamatan di suatu kabupaten/kota terpilih, namun demikian semua desa/kelurahan di kecamatan 
terpilih dicakup dalam pendataan. Pemilihan Kecamatan sebagai wilayah didasarkan atas beberapa 
pertimbangan, yaitu: 
(1) Adanya komitmen daerah,  
(2) Tingginya angka kemiskinan,  
(3) Tingginya angka gizi buruk, 
(4) Rendahnya angka transisi dari SD ke SMP, serta  
(5) Ketersediaan sarana dan prasarana (supply) baik pendidikan maupun kesehatan yang diperlukan 
untuk mengantisipasi kenaikan demand dari individu yang perlu diberi investasi.   
Tahap awal penentuan lokasi SPDKP 2007 putaran 1 dilakukan berdasarkan geographical 
targetting, dengan menggunakan data penerima BLT hasil PSE05. Proses penentuan lokasi adalah 
sebagai berikut:  
(1) Memilih rumah tangga miskin dengan anak usia 0-15 tahun dan atau terdapat ibu hamil, 
(2) Merangking rumah tangga miskin tersebut berdasarkan tingkat kemiskinannya dengan 
menggunakan PMT, 
(3) Menentukan titik cut-off kemiskinan dengan mengkombinasikan peta kemiskinan dan tingkat 
nutrisi untuk mendapatkan kuota jumlah penerima manfaat di tingkat kecamatan, 
(4) Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas kesehatan (misal jumlah puskesmas, jumlah posyandu, 
jumlah bidan), dan pendidikan (misal jumlah sekolah SD/MI, jumlah sekolah SMP/MTs, jumlah 
penyelenggara Paket A/Paket B) di tingkat kecamatan atas informasi yang diperoleh dari data 
Podes 2005, 
(5) Mengidentifikasi output program kesehatan (misal angka cakupan imunisasi, angka persalinan 
dengan bantuan tenaga kesehatan) dan pendidikan (misal; angka partisipasi sekolah, angka 
transisi sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs) di tingkat kecamatan, 
(6) Membentuk score ketersediaan fasilitas. Score ini merupakan komposit dari ketersediaan fasilitas 
kesehatan dan pendidikan yang diperoleh dari tahap 4 di atas dan dilakukan pembobotan untuk 
tingkat kabupaten/kota, 
(7) Membentuk score output program pendidikan dan kesehatan. Score ini merupakan komposit dari 
ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang diperoleh dari tahap 5 di atas dan dilakukan 
pembobotan untuk tingkat kabupaten/kota. 
Proses yang dihasilkan dari tahap 1 sampai 7 di atas menghasilkan kerangka sampel yang berisi 
nama-nama kabupaten/kota dan kecamatan yang layak sebagai daerah uji coba SPDKP putaran 1 
(menurut alasan metodologi). Setelah penentuan wilayah berdasarkan model PMT. Selanjutnya 
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kabupaten/kota dan kecamatan terpilih SPDKP 2007 putaran 1 dipilih berdasarkan keputusan rapat 
interdep dan komitmen daerah. 
Jumlah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan untuk pelaksanaan SPDKP tahun 2007 
Putaran 1, menurut provinsi dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:   
 
Tabel 2.1 
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan terpilih 
SPDKP Tahun 2007 Putaran 1 menurut Provinsi 
 
Provinsi Kabupaten/ Kota Kecamatan Desa 
1. Sumatera Barat 1 2 6 
2. DKI Jakarta 1 3 18 
3. Jawa Barat 12 73 903 
4. Jawa Timur 21 192 2.627 
5. Nusa Tenggara Timur 7 42 602 
6. Sulawesi Utara 5 31 338 
7. Gorontalo 2 5 57 
Jumlah 49 348 4.551 
2.2.2 Pemilihan Wilayah Putaran 2 
Pendataan SPDKP putaran 2 ditargetkan untuk memperoleh 700.000 RTSM calon penerima 
manfaat PKH pada tahun 2008. Target tersebut dipenuhi dari 15 provinsi, yang terdiri dari 6 provinsi 
terpilih SPDKP putaran 1 (kecuali Provinsi Sumbar) sedangkan sisanya yaitu Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam, Sumatera Utara, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, 
Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Dari 15 provinsi tersebut selanjutnya dipilih 
sebanyak 97 kabupaten/kota dan 615 kecamatan. 
Berbeda dengan pemilihan wilayah SPDKP 2007 putaran 1, pemilihan wilayah SPDKP 2007 
putaran 2 tidak dilakukan dengan model PMT tetapi hanya berdasarkan pertimbangan berikut: 
(1) Kabupaten/kota dengan kemiskinan tinggi, 
(2) Perjanjian debt swap dengan pemerintah Italia untuk wilayah korban bencana Tsunami, yaitu 
Aceh dan Nias,  
(3) Wilayah bencana, seperti D.I Yogyakarta, Klaten, Ciamis, dan Cilacap, 
(4) Perluasan kecamatan pada kabupaten/kota dari kabupaten/kota terpilih SPDKP Putaran 1. 
Jumlah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan untuk pelaksanaan SPDKP tahun 2007 
Putaran 2, menurut provinsi dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:   
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Tabel 2.2 
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan terpilih  
SPDKP Tahun 2007 Putaran 2 menurut Provinsi 
 
Provinsi Kabupaten/ Kota Kecamatan Desa 
1. Nanggroe Aceh Darussalam 4 25 477 
2. Sumatera Utara 4 41 787 
3. DKI Jakarta 3 11 67 
4. Jawa Barat 15 77 620 
5. Jawa Tengah 13 137 2.122 
6. D.I. Yogyakarta 5 78 438 
7. Jawa Timur 22 100 1.306 
8. Banten 2 8 85 
9. Nusa Tenggara Barat 2 5 47 
10. Nusa Tenggara Timur 7 29 334 
11. Kalimantan Selatan 5 31 484 
12. Sulawesi Utara 5 23 276 
13. Sulawesi Tengah 3 15 190 
14. Gorontalo 4 17 167 
15. Papua Barat 3 18 133 
Jumlah 97 615 7.553 
 
Daftar nama kabupaten/kota dan kecamatan yang dicakup dalam SPDKP tahun 2007 Putaran 1 
dan 2 beserta hasil pendataan RTSM layak PKH, fasilitas pendidikan dan kesehatan disajikan pada 
Lampiran 15-16.  
2.3 Metode Pengolahan Data 
Telah disebutkan bahwa di tingkat daerah pendataan dalam rangka SPDKP mencakup rangkaian 
kegiatan dari hulu (pelatihan petugas) sampai dengan hilir (pengiriman database hasil pengolahan ke 
BPS u.p. Direktorat Sistem Informasi Statistik). Mekanisme pengaturan jadual dan mekanisme 
pendataan ban berjalan yang diadopsi dalam pendataan ini mencakup tiga kegiatan besar yang 
dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan yaitu (i) pengumpulan data di lapangan, (ii) 
pengolahan data di BPS kabupaten/kota, dan (iii) validasi data hasil pengolahan ke lapangan pada 
awal pengumpulan data. 
Secara umum kegiatan pengolahan data utamanya merupakan tanggung jawab BPS 
kabupaten/kota dengan dukungan oleh BPS provinsi. Rangkaian kegiatan dalam rangka pengolahan 
data di BPS kabupaten/kota meliputi 3 tahapan sebagai beikut: 
(1) Tahapan Pra-komputer merupakan penanganan dan pengorganisasian dokumen sebelum 
pelaksanaan perekaman (entry data) meliputi: penerimaan, batching, dan editing, 
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
 Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan:  Laporan Teknis Pelaksanaan 15 
(2) Tahapan Komputer merupakan proses pemindahan data dari dokumen ke dalam media 
penyimpan yang dilanjutkan dengan kompilasi kumpulan rekaman data sehingga menjadi sistem 
database agar terjadi kemudahan dalam penggunaan lebih lanjut dari data yang dihasilkan, 
(3) Tahapan Pasca-komputer merupakan kegiatan lanjut dalam rangka menghasilkan database yang 
akurat dan berkualitas meliputi tabulasi untuk keperluan validasi, verifikasi dan pengecekan ulang 
ke responden (lapangan). 
2.4 Verifikasi Data Hasil Pengolahan  
Kegiatan yang juga penting dalam menentukan kualitas dan akurasi data adalah pengecekan 
kembali atas data yang sudah selesai diolah pada responden baik RTSM maupun pelayanan. 
Pengecekan kembali ke RTSM dimaksudkan untuk memastikan jumlah ART yang memenuhi kriteria 
penerima BTB serta jenis dan alamat pelayanan yang diakses oleh setiap ART. Pengecekan hasil 
pengolahan data pelayanan dimaksudkan untuk memastikan alamat serta karakteristik pokok seperti 
kapasitas (daya tampung) pelayanan dan terutama kelebihan daya tampung untuk penempatan RTSM 
memperoleh pelayanan. Verifikasi data hasil lapangan ke responden dilakukan segera setelah tabulasi 
untuk keperluan verifikasi ini diperoleh.  
Jenis-jenis daftar yang digunakan dalam verifikasi data hasil pengolahan adalah : 
(1) SPDKP07.VRT, yaitu daftar nama RTSM dan ART RTSM tercetak (pre-printed) hasil pendataan 
SPDKP07.RT 
(2) SPDKP07.VLD, yaitu daftar nama pengguna fasilitas pendidikan (pre-printed) hasil         
pendataan SPDKP07.DESA 
(3) SPDKP07.VLK, yaitu daftar nama pengguna fasilitas kesehatan (pre-printed) hasil pendataan 
SPDKP07.DESA 
 Pelaksana validasi data ke lapangan adalah tim Task Force kecamatan dan kabupaten/kota. 
Untuk wilayah-wilayah yang ditentukan secara acak, Task Force dari BPS Provinsi dan BPS 
melakukan verifikasi langsung ke responden.  
2.5 Finalisasi Master Data Base SPDKP 
Master data base SPDKP 2007 mencakup dua jenis data, yaitu 1) data base fasilitas kesehatan 
dan pendidikan, dan 2) data base RTSM layak PKH. Data base fasilitas kesehatan dan pendidikan 
hasil verifikasi pengolahan pada prinsipnya dianggap sudah final, tetapi data data RTSM layak PKH 
hasil verifikasi pengolahan masih dianggap belum final. Sebelum data base tersebut diserahkan ke 
UP-PKH Pusat masih dilakukan evaluasi kemungkinan adanya inclusion error (kesalahan 
memasukkan rumah tangga yang tidak layak PKH). Eavluasi inclusion error dilakukan dengan 
menggunakan PMT seperti dijelaskan pada Sub Bab 2.1. Rumah tangga-rumah tangga yang diduga 
sebagai inclusion error tersebut selanjutnya di verifikasi kembali di lapangan untuk mendapatkan data 
base RTSM layak PKH final. Proses finallisasi data base RTSM layak PKH  adalah sebagai berikut: 
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(1) Merangking data rumah tangga hasil SPDKP tersebut berdasarkan estimasi pengeluaran rumah 
tangga melalui PMT 
Mekanisme pembangunan model PMT dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 
(a) Membangun suatu model regresi yang menghubungkan antara variabel pengeluaran  dengan 
variabel lain. Dalam hal ini, variabel pengeluaran  diperoleh dari data Susenas sedangkan variabel 
lain digunakan data Susenas dan Podes. Agar model regresi tersebut dapat diterapkan pada data 
PSE05 dan SPDKP, maka variabel bukan moneter yang digunakan adalah terbatas pada variabel-
variabel yang ada pada data PSE05 dan SPDKP07. 
(b) Koefisien regresi yang diperoleh dari tahap pertama, selanjutnya digunakan sebagai model untuk 
memprediksi  besarnya pengeluaran  dengan menggunakan variabel bukan  pengeluaran dari 
PSE05 atau SPDKP. Tahap kedua ini akan menghasilkan variabel turunan yaitu pengeluaran per 
kapita  dari PSE05 dan SPDKP. Variabel pengeluaran ini selanjutnya dimasukkan (diimputasi) pada 
data set PSE05 dan SPDKP. Hasil imputasi pada data SPDKP dapat digunakan sebagai alat 
evaluasi untuk mendeteksi inclusion errors. 
(2) Melakukan verifikasi kembali rumah tangga yang melebihi batas perkiraan garis kemiskinan 
(inclusion error) ke lapangan. 
(3) Menyempurnakan data RTSM layak PKH dalam data base berdasarkan hasil verifikasi lapangan. 
(4) Menyerahkan data base RTSM layak PKH bersama data base pelayanan kesehatan dan 
pendidikan ke UP-PKH Pusat. 
2.6 Pengaturan Jadual dalam Mekanisme Pendataan: Metode Ban Berjalan 
Untuk menjamin penyelesaian pendataan secara tepat waktu pada tingkat kabupaten/kota, yang 
meliputi kegiatan pencacahan, pemeriksaan dokumen, perekaman dokumen, validasi hasil 
pengolahan, dan verifikasi hasil pendataan secara tepat waktu, maka penjadualan pelaksanaan dan 
penyelesaian untuk setiap kegiatan tersebut sudah ditentukan sehingga seluruh kegiatan dapat 
diselesaikan dalam 3-4 HARI. Mekanisme ini disebut dengan Mekanisme Ban Berjalan. Untuk lokasi-
lokasi dengan transportasi yang mudah hal ini dapat dilakukan, namun dibutuhkan tingkat disiplin yang 
tinggi dari tim Task Force (TF). Tim TF, baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun kecamatan turun 
langsung ke lapangan melihat pencacahan secara umum dan sedapat mungkin memecahkan 
permasalahan yang timbul di lapangan. Secara diagram waktu proses penyelesaian pendataan adalah 
seperti pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut: 
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Tabel 2.3 
Pengaturan Jadual Penyelesaian Pendataan per SLS 
Hari – 1 Hari – 2 Hari – 3 Hari – 4 Hari - 5 Hari  6-20 
LISTING 
(SPDKP.LS) 
SWEEPING 
(SPDKP.SW) 
Pencacahan 
RTSM  
(SPDKP.RT) 
di SLS # 1- 3 
LISTING (SPDKP.LS) 
SWEEPING 
(SPDKP.SW)  
Pencacahan RTSM  
(SPDKP.RT) 
di SLS #  4-6  
LISTING (SPDKP.LS) 
SWEEPING (SPDKP.SW) 
Pencacahan RTSM  
(SPDKP.RT) 
di SLS #  7- 9  
LISTING (SPDKP.LS) 
SWEEPING 
(SPDKP.SW)  
Pencacahan RTSM  
(SPDKP.RT) 
di SLS # 10-12  
DST DST 
  Periksa dokumen   SPDKP SLS # 1-3 
Periksa dokumen        
SPDKP SLS # 4-6 
 Periksa dokumen       
SPDKP SLS # 7-9 
Periksa dokumen       
SPDKP SLS # 10-12  DST 
  
Kirim dokumen  SPDKP 
SLS # 1-6   ke BPS 
kabupaten/kota 
DST 
 Kirim dokumen  SPDKP 
SLS # 7-12 ke BPS 
kabupaten/kota 
DST 
  
Terima, Batching,  Editing 
dokumen SPDKP  
SLS # 1-6 
DST 
Terima, Batching,  Editing 
dokumen SPDKP  
SLS # 7-12 
DST 
  
Perekaman data dokumen 
SPDKP SLS # 1-6 
di BPS kabupaten/kota 
Perekaman data 
dokumen SPDKP  
SLS # 1-6 
di BPS kabupaten/kota 
Perekaman data dokumen 
SPDKP SLS # 7-12 
di BPS kabupaten/kota 
Perekaman data 
dokumen SPDKP  
SLS # 7-12 
di BPS kabupaten/kota 
 * Mekanisme pendataan menggunakan metode ban berjalan, yaitu pengolahan data dilakukan segera setelah dokumen hasil pencacahan diterima   di 
pusat pengolahan data. Dalam minggu yang sama, dokumen hasil pencacahan sudah harus dilakukan perekaman (entry)  
Tabel 2.4 
Pengaturan Jadual Validasi Pendataan per SLS 
Hari - 7 Hari – 8 Hari  9-14 Hari  15-20 Hari 21 - 30  Hari 31 dst 
DST  
Tabulasi data untuk 
Verifikasi per 
desa/kelurahan. 
Penyajian dibuat per 
kecamatan secara utuh  
Pengambilan Hasil 
Tabulasi data untuk 
Verifikasi oleh Task 
Force kecamatan 
     
   
Pengecekan pada 
responden (RTSM dan 
fasilitas pelayanan) 
Updating database hasil 
pengecekan lapangan di 
BPS kabupaten/kota 
Pengiriman data 
base SPDKP per 
kecamatan utuh ke BPS 
[Dit. SIS] dan BPS 
Provinsi 
Pengiriman bertahap 
database SPDKP per 
kabupaten utuh ke 
UP-PKH Pusat 
   
Finalisasi database 
SPDKP 
[RTSM dan fasilitas] 
per kecamatan 
Kompilasi data 
base SPDKP 
di BPS Provinsi 
 
Pengaturan jadual penyelesaian pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 tersebut juga diberlakukan dalam 
pendataan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di setiap desa/kelurahan. Setiap PCL-DESA 
akan mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang ada pada 4-6 desa. Setiap 3 
PCL-DESA akan didampingi satu pengawas/pemeriksa (PML-DESA). 
2.7 Pembiayaan 
Pembiayaan yang tersedia untuk kegiatan SPDKP Tahap I (tahun 2007) sebesar        Rp 134,4 
milyar ditampung dalam DIPA 54 BPS Pusat tahun 2007 pada MAK 521119 Belanja Barang 
Operasional dalam bentuk paket pembiayaan karena sampai DIPA anggaran 54 ditandatangan 
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cakupan wilayah PKH belum dapat ditentukan yang berakibat alokasi anggaran untuk masing-masing 
lokasi pendataan tidak dapat ditentukan.  
Kegiatan SPDKP 2007 dilaksanakan dalam 2 putaran yaitu putaran 1 pada Januari-Juni 2007 dan 
putaran 2 pada Juli-Desember 2007, penjelasan pembiayaan untuk masing-masing putaran sebagai 
berikut  : 
 Putaran 1 sesuai kesepakatan Tim Interdep lokasi pendataan ditetapkan di 7 Provinsi, 49 
kabupaten/kota, 348 kecamatan dan di 4.551 desa. Dengan dasar hitung jumlah wilayah 
administrasi, target RTSM, alokasi sampel, dan jumlah petugas untuk memperoleh 500.000 
RTSM diperlukan pendataan terhadap 700.000 rumahtangga dengan biaya sebesar Rp 54,0 
milyar terdiri dari biaya pusat Rp 7,4 milyar dan biaya daerah Rp 46,6 milyar. Realisasi RTSM 
hasil putaran 1 tidak sesuai dengan target yaitu rencana diperoleh data 500.000 RTSM hanya 
diperoleh sebanyak 403.362 RTSM. Alokasi sampel, target RTSM, biaya untuk masing-masing 
BPS Propinsi dan data final RTSM seperti pada Tabel 2.5. 
 
Tabel 2.5 
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan,  
dan Biaya SPDKP 2007 Putaran 1 
 
No. Provinsi Kab/Kota Kec. Desa Target RTSM 
Biaya POK 
Final (000 Rp) 
1. Sumatera Barat 1 2 6 3.053 510.000 
2. DKI Jakarta 1 3 18 8.512 976.000 
3. Jawa Barat 12 73 903 98.524 8.804.000 
4. Jawa Timur 21 192 2.627 394.467 24.644.000 
5. NTT 7 42 602 83.723 8.016.000 
6. Sulawesi Utara 5 31 338 15.177 2.724.000 
7. Gorontalo 2 5 57 5.316 906.000 
 Jumlah 49 348 4.551 518.771 46.580.000 
 
 Putaran 2 lokasi pendataan yang ditetapkan berdasarkan tingkat kemiskinan, bencana alam, dan 
program Debt Swap diperoleh 15 provinsi, 97 kabupaten/kota, 615 kecamatan, dan 7.533 desa. 
Dengan dasar hitung jumlah wilayah administrasi, target RTSM, alokasi sampel, dan jumlah 
petugas untuk memperoleh 700.000 RTSM diperlukan pendataan terhadap 1.000.000 
rumahtangga dengan biaya sebesar Rp 80,4 milyar terdiri dari biaya pusat Rp 7,0 milyar dan 
biaya daerah Rp 73,4 milyar. Realisasi RTSM hasil putaran 2 tidak sesuai dengan target yaitu 
rencana diperoleh data 700.000 RTSM sampai dengan akhir Desember 2007 hanya diperoleh 
sebanyak 576.735 RTSM. Alokasi sampel, target RTSM, biaya untuk masing-masing BPS 
Propinsi dan data final RTSM seperti pada Tabel 2. 6.  
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Tabel 2.6 
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan,  
dan Biaya SPDKP 2007 Putaran 2 
 
No. Provinsi Kab/ Kota Kec. Desa 
Target 
RTSM 
Biaya POK 
Final (000 Rp) 
1. NAD 4 25 477 11.815 2.561.000 
2. Sumatera Utara 4 41 787 69.216 6.260.000 
3. DKI Jakarta 3 11 67 13.408 2.329.000 
4. Jawa Barat 15 77 620 67.719 8.125.000 
5. Jawa Tengah 13 137 2.122 225.081 17.189.000 
6. D.I. Yogyakarta 5 78 438 69.820 5.888.000 
7. Jawa Timur 22 100 1.306 139.436 11.826.000 
8. Banten 2 8 85 10.819 1.423.000 
9. NTB 2 5 47 12.316 1.233.000 
10. NTT 7 29 334 34.919 4.638.000 
11. Kalsel  5 31 484 19.884 3.190.000 
12. Sulawesi Utara 5 23 276 11.685 2.456.000 
13. Sulawesi Tengah 3 15 190 10.389 1.770.000 
14. Gorontalo 4 17 167 14.270 2.259.000 
15. Papua Barat 3 18 133 10.211 2.301.000 
 Jumlah 97 615 7.553 720.988 73.448.000 
 
Selanjutnya SKPA Anggaran 54 BPS Provinsi ditransfer pada masing-masing BPS 
Kabupaten/Kota secara bertahap dengan uang muka cabang.   Pembiayaan SPDKP 2007 secara 
umum dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan persiapan, pencacahan, pengolahan data, dan 
verifikasi.  Alokasi untuk BPS Pusat digunakan untuk pembiayaan: percetakan dan pengiriman 
dokumen, pengolahan datapelatihan Instruktur Utama (Intama) dan Instruktur Nasional (Innas), 
supervisi lapangan, dan rapat koordinasi.  Alokasi untuk BPS Provinsi digunakan untuk: pelatihan 
petugas pendataan, upah pencacahan, pengolahan data, supervisi lapangan 
2.8 Koordinasi BPS Pusat dengan BPS Daerah 
Dalam rangka pelaksanaan PKH tahun 2007, Pimpinan BPS memandang perlu 
menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SPDKP tahun 2007 yang 
melibatkan peserta dari BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota yang terkait dengan 
pendataan SPDKP dan mengundang Bappenas dan Depsos sebagai pembicara. Selama pelaksanaan 
SPDKP tahun 2007, Rakornas telah telah dua kali dilaksanakan yaitu Rakornas pertama pada tanggal 
11-14 Maret 2007 untuk persiapan pelaksanaan pendataan SPDKP Putaran 1 dan Rakornas kedua 
pada tanggal 24-27 Juli 2007 untuk persiapan pelaksanaan pendataan SPDKP Putaran 2 yang 
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keduanya bertempat di Surabaya, Jawa Timur.  Tujuan diselenggarakan Rakornas SPDKP adalah 
memberikan arahan, menyamakan persepsi, memperoleh umpan balik, dan merumuskan solusi 
terbaik terhadap berbagai tantangan dan kendala yang mungkin akan dihadapi pada pelaksanaan 
SPDKP, utamanya pelaksanaan SPDKP Putaran 1 dan 2.  Acara penyelenggaraan Rakornas dalam 
bentuk rapat pleno dan rapat komisi, sedangkan materi disiapkan oleh BPS yang meliputi materi teknis 
dan administrasi keuangan kegiatan SPDKP 2007.   
Dengan diselenggarakannya Rakornas semacam ini diperoleh kesepakatan bersama antar jajaran 
BPS, baik jajaran BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota mengenai implementasi 
pendataan  RTSM.  Peserta juga dapat memahami pentingnya tugas BPS pada pelaksanaan SPDKP.  
Demi tertib administrasi dan akuntabilitas kegiatan, peserta juga dibekali pemahaman mengenai tata 
laksana administrasi dan anggaran yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan program dan 
kegiatan BPS terutama dengan peraturan-peraturan yang baru dalam pengelolaan anggaran. 
2.9 Koordinasi BPS Provinsi dengan BPS Kabupaten/Kota 
Koordinasi tingkat provinsi dilaksanakan oleh BPS Provinsi yang terkait dengan pendataan 
SPDKP 2007 untuk mengoptimalkan kegiatan pendataan lapangan dalam bentuk  Rapat Koordinasi 
Daerah (Rakorda). Rakorda ini diselenggarakan oleh BPS Provinsi yang wilayahnya terpilih baik pada 
Putaran 1 dan Putaran 2.  Koordinasi tingkat provinsi melibatkan dinas yang terkait PKH seperti Dinas 
Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Biro Kesejahteraan Rakyat . 
Pada tingkat kabupaten/kota, BPS Kabupaten/Kota melakukan koordinasi kegiatan SPDKP  
dengan melibatkan Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Ekonomi dan Pemerintahan, Dinas Pendidikan, 
Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya.  Bahkan beberapa BPS Kabupaten/Kota 
melakukan koordinasi dengan instansi terkait sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. 
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2.10  Jadual Kegiatan 
Untuk kelancaran pelaksanaan semua rangkaian kegiatan SPDKP 2007 telah disusun jadual 
kegiatan pada putaran 1 dan 2 sebagai berikut: 
 
No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan 
Putaran 1 Putaran 2 
1. Uji Coba Instrumen di Bandung 19 - 26 Desember 2006 - 
2. Rakor Nasional SPDKP  12 - 14 Maret 2007 24 - 27 Juli 2007 
3. Rakor Provinsi Minggu III-IV Maret 
2007 
Minggu I Agustus 2007 
4. Pencetakan Dokumen Minggu I Maret 2007 Minggu III Juli 2007 
5. Pengiriman Dokumen ke Daerah Minggu II-V Maret 2007  
6. Workshop Intama   Minggu IV Maret 2007 4-5 Agustus 2007 
7. Pelatihan Innas baru Minggu V Maret 2007 6-8 Agustus 2007 
8. Refreshing Innas SPDKP Putaran I di BPS Provinsi - Minggu I Agustus 2007 
9. Pelatihan Petugas SPDKP07 Minggu I April 2007 Minggu II Agustus-Minggu I September 
2007 
10. Pencacahan SPDKP07 Minggu II-IV April 2007 Minggu I-IV September 2007 
11. Task force untuk minimalisasi inclusion dan exclusion error Minggu III-IV April 2007 Minggu I-IV September 2007 
12. Pengolahan SPDKP07 Minggu III-IV April 2007  Minggu II September – Minggu II Oktober 2007 
13. Verifikasi Data Hasil Lapngan - Minggu III September – Minggu IV Oktober 2007 
14. Pengolahan hasil verifikasi - Minggu IV September – Minggu I Nov 2007 
15. Pengiriman  Data ke BPS Pusat Minggu II Mei 2007 Minggu II Oktober 2007 
16. Kompilasi data  di BPS Pusat Minggu III-IV Mei 2007 Minggu II - III November 2007 
17. Evaluasi data dengan PMT Minggu III Mei 2007 Minggu III - IV November 2007 
18. Pengiriman Data ke PKH Pusat
  
Minggu III-V Mei 2007 Minggu III - IV November 2007 
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Pelatihan 
 
 
Salah satu tahapan strategis sebelum pendataan adalah kegiatan pelatihan petugas. Kegiatan ini 
dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman petugas mengenai berbagai konsep dan definisi dari 
keterangan yang akan dikumpulkan petugas di lapangan. Pada bab ini dibahas tahapan persiapan 
pelatihan, kualifikasi petugas dalam rekrutmen, dan  materi yang diberikan pada saat pelatihan. 
3.1 Tujuan dan Format Pelatihan   
Secara umum pelatihan dimaksudkan agar petugas memahami tujuan pendataan dan mengerti 
akan tanggung jawab pada saat pendataan. Secara khusus pelatihan petugas diharapkan dapat: (1) 
memahami tata cara/prosedur pendataan, (2) memahami konsep definisi, dan teknik pengumpulan 
keterangan dari setiap pertanyaan yang diajukan pada, dan (3) menyamakan persepsi/pengertian atas 
semua keterangan yang dikumpulkan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan menghindari 
kesalahan cakupan  dari RTSM yang tidak layak menjadi layak atau yang layak menjadi tidak terdata 
(lewat cacah), maka pelatihan dilakukan secara berjenjang atau terstruktur melalui tahapan pelatihan 
untuk pelatih (Training of Trainer) dan satu tahapan pelatihan untuk petugas pendata di lapangan. 
Pelatihan SPDKP tahun 2007 dilakukan secara bertahap seperti terlihat dalam Gambar 3.1 
berikut: 
Gambar 3.1  
Tahapan Pelatihan SPDKP 2007 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workshop Instruktur Utama 
Pelatihan Instruktur Nasional 
Pelatihan Petugas Lapangan 
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3.1.1 Workshop Instruktur Utama 
Workshop Instruktur Utama (Intama) dimaksudkan untuk membahas secara intensif (diskusi dua 
arah) materi SPDKP langsung dengan para pelaksana teknis SPDKP dan pengarah agar tujuan yang 
digariskan dapat tercapai secara optimal. Pada kegiatan ini juga dibahas kuesioner secara menyeluruh 
baik dari segi muatan, konsistensi, maupun tujuan dari setiap pertanyaan pada kuesioner. Workshop 
Intama dilaksanakan pada 
(1). Putaran 1:  22 - 25 Maret 2007 di DKI Jakarta, 
(2). Putaran 2:  4 - 5 Agustus 2007 di Bandung, Jawa Barat. 
3.1.2 Pelatihan Instruktur Nasional  
Pelatihan tahap berikutnya adalah pelatihan Instruktur Nasional (Innas). Pada kegiatan ini Intama 
melatih innas yang berasal dari pusat dan daerah. Innas adalah pejabat struktural BPS atau BPS 
Provinsi/Kabupaten/Kota setara eselon empat (Kepala Seksi) atau staf inti yang mempunyai tugas 
pokok dibidang statistik sosial dan pengolahan, serta mempunyai kompetensi dan kinerja yang baik. 
Selain syarat tersebut, calon Innas juga harus mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D3 dan 
berpengalaman sebagai Innas dalam survei/sensus di bidang sosial. Pelatihan innas dilaksanakan 
pada: 
(1). Putaran 1:  26 -27 Maret 2007 di Cisarua Jawa Barat, diikuti sebanyak 147 calon innas yang terdiri 
dari BPS dan BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota 
(2). Putaran 2:  6 – 8 Agustus 2007 di Bandung, Jawa Barat, diikuti sebanyak 185 calon innas yang 
terdiri dari BPS dan BPS Provinsi/Kabupaten/ Kota 
3.1.3 Pelatihan Petugas Pendata/Pencacah 
Semua materi yang diperoleh dari Intama diajarkan kembali oleh Innas kepada PCL, PML, dan 
Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dengan fokus materi yang berbeda. Jika pada innas pelatihan 
ebih ditekankan pada pemahaman materi, pada pelatihan petugas lapangan lebih kepada pengertian 
setiap rincian pertanyaan dan cara bertanya kepada responden. karena dari merekalah kualitas data 
bermuara. Agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan lancar di lapangan, dilakukan rekonstruksi 
awal cara berwawancara (role playing) bagi petugas PCL dengan menghadirkan beberapa sampel 
responden yang sudah ditentukan untuk diwawancarai oleh PCL pada saat pelatihan berlangsung. 
PCL adalah petugas/mitra statistik yang berpendidikan minimal SMU sederajat dan berpengalaman 
sebagai petugas/mitra survei BPS/PSE05 dan dapat berwawancara dengan baik. Umumnya, mereka 
berasal dari aparat desa/kelurahan, ketua RT, ketua RW/kampung/dukuh, para karang taruna, atau 
pengurus organisasi kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan. Petugas fasilitas desa berbeda 
dengan petugas pendataan RTSM. Pendataan rumah tangga harus dilakukan secara tim.Satu tim 
terdiri dari 3 orang. Satu orang disebut Kortim dan 2 orang disebut sebagai PCL. 
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PCL diutamakan dari desa/kelurahan setempat yang memahami situasi dan kondisi didaerahnya. 
Pelatihan, lokasi, dan jumlah PCL dan PML sbb : 
(1) Putaran 1:  April 2007 dilaksanakan disetiap pusat pelatihan (Training Centre) yang sudah 
ditetapkan, diikuti sebanyak 9.427 orang, dan diusahakan dari wilayah setempat 
(2) Putaran 2:  Agustus - September 2007 dilaksanakan disetiap pusat pelatihan (Training Centre) 
yang sudah ditetapkan, diikuti sebanyak 11.966 orang, dan diusahakan dari wilayah 
setempat 
Waktu yang dialokasikan dalam setiap pelatihan di pusat-pusat pelatihan selama 3 (tiga) hari efektif.  
3.1.4 Pelatihan Petugas Pengolahan Data 
Setelah pelatihan para petugas PCL dan PML, selanjutnya dilakukan pelatihan bagi petugas 
pengolah data pada: 
(1) Putaran 1:  Maret 2007 di Surabaya (bersamaan Rakornas) yang diikuti oleh  49 kepala seksi 
IPDS BPS Kab/Kota, 7 kepala seksi IP BPS Provinsi atau staf yang berkualitas di 
bidang pengolahan di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih 
(2) Putaran 2: September 2007 di Semarang yang diikuti oleh 50 kepala seksi IPDS BPS 
Kabupaten/Kota dan 9 Kepala seksi IP BPS Provinsi atau staf yang berkualitas di 
bidang pengolahan dari BPS Kabupaten/Kota/Provinsi yang baru terpilih pada 
putaran 2  
Materi pokok pelatihan pengolahan meliputi: 
(1) Pengelolaan dokumen yang terdiri dari penerimaan dokumen, batching, dan editing pra 
komputer,  
(2) install dan set up software program, 
(3) penggunaan sistem aplikasi pengolahan SPDKP07, maintanance database, dan pengiriman file 
dari pusat pengolahan.  
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3.2. Jumlah Petugas 
Rincian petugas menurut provinsi putaran 1 dan 2 secara alokasi yang ditetapkan oleh BPS dapat 
dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 berikut: 
 
Tabel 3.1 
Jumlah Petugas SPDKP Tahun 2007 Putaran 1 menurut Provinsi 
Provinsi KSK Petugas RTSM Petugas Fasdes Instruktur Nasional PCL PML PCL PML 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. Sumatera Barat 2 36 5 2 2 1 
2. DKI Jakarta 3 90 11 5 3 2 
3. Jawa Barat 73 211 88 918 177 29 
4. Jawa Timur 192 4.323 549 603 268 86 
5. NTT 42 957 122 138 56 21 
6. Sulawesi Utara 31 171 31 80 33 5 
7. Gorontalo 5 63 8 13 5 2 
Total 348 7.017 903 1.052 455 147 
Catatan: Pelaksanaan PKH dilakukan secara bertahap, Tahun 2007 putaran 1mencakup 356 kecamatan   
di 49 Kabupaten/Kota yang ada di 7 provinsi 
 
Tabel 3.2 
Jumlah Petugas SPDKP Tahun 2007 Putaran 2 menurut Provinsi 
Provinsi KSK Petugas RTSM Petugas Fasdes Instruktur Nasional PCL PML  PML 
(1) (2) (3) (4) (7) (6) (7) 
  1. NAD 25 135 15 117 25 4 
  2. Sumatera Utara 41 798 89 197 41 17 
  3. DKI Jakarta 11 156 17 17 11 4 
  4. Jawa Barat 77 762 85 155 77 17 
  5. Jawa Tengah 137 2.598 189 531 137 53 
  6. DI. Yogyakarta 78 807 90 110 78 18 
  7. Jawa Timur 100 1.587 176 323 100 34 
  8. Banten 8 126 14 21 8 3 
  9. NTB 5 141 16 12 5 5 
10. NTT 29 384 43 84 29 9 
11. Kalsel 31 228 25 121 31 6 
12. Sulawesi Utara 23 135 15 69 23 5 
13. Sulteng 15 108 12 44 15 3 
14.Gorontalo 17 165 18 42 17 4 
15. Papua Barat 18 117 13 33 18 3 
Total 615 8.247 917 1.876 615 185 
Catatan: Pelaksanaan PKH dilakukan secara bertahap, Tahun 2007 putaran 2 mencakup 626  
 Kecamatan di 97 Kabupaten/Kota yang ada di 15 provinsi 
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Dalam pelaksanaan pendataan SPDKP di lapangan struktur dan jumlah petugas 
lapangan dapat berubah sesuai kondisi lapangan. Sebagai contoh di provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam, PML diganti dengan koordinator lapangan, dan di kabupaten Nias dan Nias 
Selatan, jumlah petugas bertambah karena adanya perwakilan petugas dari setiap desa.  
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Pendataan 
 
 
SPDKP merupakan kegiatan besar bagi BPS karena harus menyediakan daftar rumah tangga 
sangat miskin (RTSM) calon penerima bantuan tunai bersyarat yang memenuhi kriteria PKH. Karena 
data yang dihasilkan mencakup  nama  dan alamat, rumah tangga, maka data tersebut harus bebas 
kesalahan atau “zero error”4. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perencanaan kegiatan 
pendataan yang efektif, seperti mengembangkan mekanisme pendataan dan pengawasan yang 
mampu mewujudkan hasil pendataan yang dapat dipertanggungjawabkan.  
Pendataan merupakan suatu rangkaian proses menghasilkan data mentah (raw data) yang 
terekam dalam media computer. Dalam kegiatan SPDKP, komponen  utama yang terkait pendataan 
adalah (i) verifikasi dan penyisiran RTSM yang memenuhi kriteria PKH, (ii) pengumpulan data RTSM 
yang memenuhi kriteria PKH, (iii) pengumpulan data fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan 
dasar, (iv) pengawasan pendataan  RTSM, (v) pengawasan pendataan fasilitas kesehatan dan 
pendidikan, dan (vi) verifikasi data hasil pengolahan ke sumber data responden. Pada bab ini dibahas 
tatacara pelaksanaan pendataan yang meliputi organisasi lapangan dan kegiatan-kegiatan utama 
terkait pendataan. 
4.1 Organisasi Lapangan 
Dua kegiatan utama yang dilakukan dalam pelaksanaan SPDKP adalah pengumpulan data 
fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di desa yang selanjutnya disebut dengan kegiatan 
pengumpulan data fasdes, dan pengumpulan data rumah tangga sangat miskin. Pengumdata fasdes 
dilakukan di wilayah desa, sedangkan pengumpulan data RTSM dilakukan per SLS. Karena data yang 
dihasilkan dari dua kegiatan tersebut sangat berbeda, maka harus dilakukan oleh petugas yang juga 
berbeda. Selanjutnya untuk menjamin tidak adanya kesalahan data yang disebabkan oleh adanya 
unsur subyektivitas petugas dalam menentukan RTSM, maka khusus untuk pengumpulan data RTSM, 
mekanisme pendataan dirancang secara tim.  
Seperti telah diuraikan SPDKP merupakan kegiatan yang sangat memerlukan kecepatan, 
ketepatan, dan disiplin yang tinggi dalam menepati jadual pelaksanaan untuk tercapainya target data 
yang tidak mengandung kesalahan. Oleh karena itu koordinasi antar pelaksana baik yang ada di 
kantor dan terutama yang bertugas di lapangan sangat penting. Struktur organisasi yang efektif perlu 
dibuat agar pembagian tugas dan hubungan koordinatif antar pelaksana menjadi jelas, demikian juga 
hubungan kerja intruksional antara satuan kerja pengendali dengan satuan kerja pelaksana sangat 
                                               
4 Untuk mencapai zero error, dua kesalahan yang harus dihilangkan adalah kesalahan karena memasukkan RTSM yang tidak layak 
(inclusion error) dan kesalahan karena tidak memasukkan RTSM yang layak (exclusion error). Selain itu diharapkan agar karakteristik RTSM 
hasil lapangan bebas dari kesalahan, seperti kesalahan penulisan nama anak, nama sekolah, dan sebagainya  
4 
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
        
Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan: Laporan Teknis Pelaksanaan  30 
jelas sehingga rentang kendali dalam organisasi dapat ditentukan. Dalam pelaksanaan kegiatan 
sehari-hari tumpang tindih fungsi dan tanggung jawab setiap satuan kerja dalam organisasi pendataan 
dapat dihindari. Secara garis besar organisasi pendataan SPDKP adalah pada Gambar 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisasi lapangan SPDKP dibuat dengan rentang kendali dan garis koordinasi berjenjang. 
Instruksi dan arahan dari BPS Pusat disampaikan kepada BPS Provinsi, yang selanjutnya 
disampaikan kepada BPS Kabupaten/Kota. Pengumpulan data secara teknis dilakukan oleh BPS 
Kabupaten/Kota sebagai institusi BPS yang paling bertanggung jawab bagi terlaksananya pendataan 
dan pengolahan data. Disinilah titik krusial yang sangat menentukan keberhasilan pendataan. BPS 
Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pendataan lapangan melalui KSK yang berkoordinasi dengan 
pengawas lapangan (PML) baik PML dari pendataan fasdes maupun pengumpulan data RTSM. 
Petugas lapangan yang sangat tinggi peranannya dalam menentukan kualitas data yang dihasilkan 
adalah PML, karena PML berperan dalam melakukan pengawasan petugas pencacah (PCL) desa 
maupun PCL RTSM, sehingga diperlukan PML yang berdedikasi tinggi dan memiliki motivasi kuat.  
Pengawasan yang ketat tidak hanya dibebankan kepada PML, karena Tim Satuan Tugas (Tim Task 
Gambar 4.1 
Organisasi  Pelaksanaan Pendataan SPDKP 
BPS  Provinsi 
KSK  
3 PCL-DESA 
1 PML-DESA 
 
2 PML-RT 
PCL-RT 
KORTIM  
PCL-RT 
Pengumpulan Data 
RTSM Pengumpulan Data 
Fasilitas Pelayanan 
Tim Task Force 
Tingkat Kecamatan 
 
BPS Pusat 
BPS 
Kabupaten/Kota 
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Force/TTF) juga sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Tim ini dibentuk berjenjang dimulai 
dari TTF BPS Pusat, sampai TTF tingkat kecamatan. 
Sedangkan uraian tugas BPS Daerah dapat dilihat pada Gambar 4.2.  Pada gambar ini, Kepala 
BPS Provinsi/Kabupaten/Kota secara umum sama hanya berbeda pada jenjang dan rentang 
kendalinya, yaitu kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota berwenang memberi perintah dan arahan 
kepada jajaran dibawahnya agar kegiatan SPDKP dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. 
Bidang/seksi yang terkait dengan SPDKP adalah bidang/seksi sosial dan IPDS. Namun bidang/seksi 
lain juga dilibatkan terutama pada kegiatan Task Force. 
 
Gambar 4.2 
Koordinasi Pelaksanaan SPDKP di BPS Daerah 
  Kepala BPS Provinsi/Kabupaten   
     
Sekretariat SPDKP 
Tim Teknis dipimpin  
Kepala Bidang/Seksi 
Statistik Sosial 
 Satuan Tugas SPDKP  
dipimpin Kepala 
Bidang/Seksi Lain 
 Unit Pengolahan Data 
dipimpin Kepala 
Bidang/Seksi IPDS 
  Uraian Tugas    
  • Unsur organisasi vital SPDKP di daerah 
 • Mempunyai wilayah tugas beberapa 
BPS wilayah bawahan* 
 • Koordinasi pendataan dengan beberapa 
BPS wilayah bawahan yang menjadi 
wilayah tugas 
 • Perbantuan pemecahan permasalahan 
di BPS wilayah bawahan dengan 
konsultasi pada Kepala BPS Daerah 
dan PJ teknis sesuai permasalahan 
 • Pelaporan berkala kemajuan 
pencacahan dan pengolahan data dari 
wilayah koordinasi pada PJ teknis 
 • Melakukan tugas lain jika dibutuhkan 
 
  
  ..............   = jalur koordinasi;    = jalur perintah  
 * BPS, wilayah bawahan: BPS kabupaten/kota bagi BPS provinsi, kecamatan bagi BPS kabupaten/kota. 
  
Pembentukan satuan tugas (Task Force) ditujukan tidak saja untuk memantau dan mengevaluasi 
secara berkala kemajuan pelaksanaan pencacahan dan pengolahan data namun juga difungsikan 
sebagai bagian dari mekanisme pengawasan lapangan. Satuan tugas SPDKP ini dipimpin oleh kepala 
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bidang/seksi  selain bidang/seksi sosial dan IPDS dengan anggota staf yang kompeten dan bertugas 
untuk bekerja di beberapa BPS wilayah bawahannya. Dalam menjalankan masing-masing tugas, tim 
teknis yang dipimpin kepala Bidang/Seksi selalu berkoordinasi dengan unit pengolahan data dan 
satuan tugas SPDKP.  
4.2 Pembagian Tugas Pelaksanaan Kegiatan 
BPS sebagai instansi pemerintah yang diserahi tanggung jawab untuk mengumpulkan data 
penerima PKH, berusaha untuk secara maksimal menyelesaikan kegiatan ini dengan menyusun 
uraian tugas yang berjenjang dari setiap jajaran BPS baik di Pusat maupun Daerah. Rangkuman 
rangkain uraian tugas internal jajaran BPS dapat dilihat pada Gambar 4.3. Dari gambar ini masing-
masing aparat BPS pada setiap jenjangnya diuraikan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan 
SPDKP. 
4.2.1 BPS Provinsi/Kabupaten/Kota 
BPS Daerah adalah penanggungjawab pendataan secara lembaga dengan Kepala BPS 
merupakan penanggungjawab secara jabatan di wilayah kerjanya meliputi aspek teknis dan non-
teknis. Cakupan kegiatan pendataan dalam hal ini meliputi pelatihan petugas, pengumpulan data, dan 
pengolahan data. Secara khusus, BPS Daerah harus membentuk Satuan Tugas (Task Force) untuk 
melakukan pengawasan lapangan yang ketat dan memonitor kelancaran arus dokumen ke  dan dari 
(hasil pencacahan) petugas secara harian 
4.2.2 Pengawas Lapangan (PML) 
PML perannya sangat menentukan dalam terlaksananya mekanisme pengolahan cepat, karena 
PML harus menjemput dokumen secara aktif dan berkala dari petugas untuk diolah. Agar dapat 
memahami isi dari daftar pertanyaan SPDKP karena PML harus melakukan pemeriksaan dokumen, 
PML juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan.  Tugas lainnya adalah bersama KSK melakukan 
pembagian tugas/wilayah kerja pada semua PCL-DESA/PCL RTSM, melakukan pengawasan 
lapangan, melakukan pengiriman dokumen hasil pencacahan, dan melakukan verifikasi data hasil 
pengolahan pada fasilitas pelayanan (PML Fasdes) dan  RTSM (PCL RTSM). 
4.2.3 Koordinator Tim (Kortim) 
Peran Kortim sangat menentukan dalam mengidentifikasi rumah tangga sangat miskin. 
Berdasarkan apa yang sudah terekam dalam fikirannya saat melakukan pendataan dengan 
menggunakan Daftar SPDKP07.LS, Kortim harus mencari RTSM yang belum diidentifikasi pada PSE 
tahun 2007. Secara rinci Kortim wajib untuk mengikuti pelatihan petugas pencacah, bersama-sama 
pencacah (PCL) melakukan verifikasi RTSM dengan menggunakan Daftar SPDKP07.LS pada wilayah 
tugasnya, melakukan verifikasi dan penyisiran dengan Daftar SPDKP07.SW pada setiap SLS di 
wilayah tugasnya, melakukan pencacahan pada setiap RTSM hasil penyisiran.dengan Daftar 
SPDKP07.RT, mengumpulkan dokumen SPDKP07.LS, dan SPDKP07.RT dari PCL, serta 
menyerahkan dokumen SPDKP07.LS,  SPDKP07.SW dan SPDKP07.RT kepada PML. 
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Gambar 4.3 
Rangkaian Uraian Tugas Internal Jajaran BPS 
     
Hirarki Organisasi  Jalur Perencanaan dan Pencacahan  Jalur Pengolahan Data 
     
BPS  
Kantor Pusat  
•  Perencanaan: koordinasi dengan 
BPS Daerah, anggaran 
•  Penyusunan metodologi, 
pencetakan, pengiriman 
dokumen  pendataan, 
pengiriman instrumen 
pengolahan data 
•  Pelatihan Intama, Innas 
 
•  Penerimaan database dari BPS 
prov. 
•  Kompilasi database Pelayanan 
•  Kompilasi database RTSM 
•  Validasi dan tabulasi Pelayanan 
dan RTSM 
•  Pengiriman bertahap Database 
Pelayanan dan RTSM ke UP-
PKH 
     
BPS  
Provinsi  
•  Koordinasi dengan BPS pusat 
dan kabupaten/kota 
•  Rekrutmen Innas, perencanaan 
pengolahan data 
•  Pelatihan: PCL, PML dan 
petugas pengolahan data 
•  Pengiriman dokumen pendataan 
ke BPS kabupaten/kota 
•  Penyiapan dan pemasangan 
sistem pengolahan data  
•  Pengawasan lapangan 
 
•  Penerimaan dokumen dari BPS 
kabupaten 
•  Entry data dan validasi* 
•  Penerimaan database BPS 
kabupaten 
•  Kompilasi database BPS 
kabupaten dan kota 
•  Pengiriman database ke BPS 
pusat 
     
BPS  
Kabupaten/Kota  
•  Koordinasi dengan BPS provinsi 
•  Rekrutmen PCL, PML, distribusi 
   dokumen ke kecamatan 
•  Pelatihan: PCL, PML 
•  Penyiapan dan pemasangan 
sistem pengolahan data 
•  Pengawasan lapangan 
 
•  Pra-Komputer pengolahan data  
•  Pengiriman dokumen ke BPS 
provinsi* 
•  Entry data dan validasi 
•  Pengiriman tabulasi untuk 
verifikasi ke sumber data** 
•  Pengiriman database ke BPS 
Kantor Pusat dan BPS Provinsi 
     
TASK FORCE 
SPDKP 
Kecamatan 
 
•  Koordinasi dengan BPS kab  
•  Distribusi dokumen ke petugas 
•  Pencacahan FASDES dan 
RTSM 
•  Pengawasan lapangan 
•  Verifikasi Hasil Pengolahan ke 
sumber data 
 
•  Pemeriksaan kelengkapan 
dokumen hasil pencacahan 
•  Pengiriman dokumen 
pencacahan ke BPS 
kabupaten/kota  
•  Pengiriman dokumen hasil 
verifikasi ke BPS Kabupaten/kota 
     
* Bagi BPS kabupaten/kota yang tidak melakukan pengolahan sendiri 
** Pengiriman ke kecamatan untuk verifikasi ulang ke sumber data 
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4.2.4 Pencacah (PCL) 
Pencacah pada SPDKP ada 2 jenis yaitu PCL Fasdes dan PCL RTSM. Sebagai petugas 
lapangan yang bersentuhan langsung dengan responden, PCL berperan dalam menentukan kualitas 
data. Untuk itu agar tujuan kegiatan yang telah ditetapkan tercapai, PCL harus mengikuti pelatihan. 
Pelatihan ini selain untuk memberikan materi juga untuk membangun persepsi yang sama dalam 
mengidentifikasi RTSM pada PCL RTSM. Tugas lainnya dari PCL Fasdes yaitu melakukan 
pencacahan ke setiap fasilitas pelayanan yang ada di wilayah kerjanya. PCL RTSM bertugas untuk 
melakukan verifikasi RTSM pada wilayah tugasnya bersama dengan Kortim, dan melakukan 
pencacahan pada setiap RTSM, menyerahkan dokumen yang telah selesai kepada Kortim, 
membetulkan isian dokumen yang dinyatakan salah/keliru oleh pengawas/pemeriksa.   
4.3 Pendataan Rumah Tangga Sangat Miskin 
Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, PKH ditujukan untuk memutus rantai 
pewarisan kemiskinan penduduk, yaitu dengan meningkatkan kualitas penduduk yang selama ini tidak 
bisa lepas dari kemiskinannya. Pada SPDKP identifikasi RTSM didasarkan pada frame yang telah ada 
yaitu data RTSM hasil pendataan PSE tahun 2005. Kategori rumah tangga yang diverifikasi adalah 
rumah tangga sangat miskin dan sebagian rumah tangga miskin, ditambah dengan data susulan yang 
sudah dientry tapi belum diverifikasi BPS. 
 Pada dasarnya kegiatan pendataan RTSM dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian besar yaitu: 
(1) Verifikasi data rumah tangga, hasil pendataan PSE 2005 yang dijadikan frame SPDKP. 
(2) Penyisiran rumah tangga yang dianggap layak menjadi calon penerima manfaat PKH. 
Kedua kegiatan pendataan tersebut ditujukan untuk mengurangi kesalahan bahkan membuat data 
yang dihasilkan SPDKP bebas dari kesalahan (zero error). Ini merupakan bentuk tanggung jawab BPS 
yang diminta pemerintah untuk menyediakan data yang bersifat mikro. Kesalahan dalam penentuan 
RTSM dapat berdampak luas, yaitu tidak saja merugikan masyarakat dan menimbulkan keresahan, 
namun juga pada institusi BPS sendiri yaitu dapat mengurangi kepercayaan masyarakat akan data 
yang dihasilkan BPS. Kegiatan pendataan yang pertama ditujukan untuk menghilangkan kesalahan 
memasukkan rumah tangga tidak layak miskin (inclusion error), yaitu dengan membuang nama kepala 
rumah tangga yang telah ada dalam daftar. Sementara kegiatan yang ke dua ditujukan untuk 
menghilangkan kesalahan mengeluarkan rumah tangga, yaitu dengan memasukkan RTSM yang 
belum masuk dalam daftar.  Ke dua kegiatan ini merupakan tahap krusial yang akan menentukan 
kualitas data SPDKP. Rumah tangga yang telah dinyatakan RTSM oleh petugas kemudian diverifikasi 
apakah memenuhi kriteria penerima PKH yaitu ada anggota rumah tangga (ART) berumur kurang dari 
5 tahun (balita), dan atau ada ART dengan usia sekolah tingkat dasar, dan atau ada wanita usia subur 
(10-49 tahun) yang sedang hamil. RTSM ini adalah calon penerima PKH, namun tidak ada jaminan 
akan pasti mendapat PKH karena penentu akhir adalah Departemen Sosial. Tahapan berikutnya yaitu 
pendataan karakteristik individu pada RTSM yang memenuhi syarat PKH.  
Pengumpulan data RTSM dilakukan melalui wawancara tatap muka antara PCL dengan 
responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat individu, petugas berusaha agar individu yang 
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bersangkutan yang diwawancarai. Keterangan tentang perumahan dan rumah tangga dapat dilakukan 
dengan wawancara kepada kepala rumah tangga, suami/isteri kepala rumah tangga, atau anggota 
rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan. Jika petugas sudah dapat 
menentukan suatu rumah tangga adalah RTSM, tahapan selanjutnya menjadi lebih mudah karena 
konsep definisi untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya sangat jelas dan mudah dipelajari.  
Pertanyaan yang dimaksud adalah untuk menentukan apakah RTSM memenuhi kriteria PKH atau 
tidak dan pertanyaan-pertanyaan karakteristik individu serta perumahan.  
Pada pelaksanaannya di lapangan masih banyak kendala yang ditemui petugas. Kendala yang 
banyak ditemui adalah seperti adanya intervensi dari aparat wilayah untuk memasukkan rumah tangga 
yang tidak layak miskin pada dokumen, penolakan pencacahan di wilayah tertentu dari aparat, dan 
beberapa wilayah sulit dijangkau petugas. Untuk mengatasi kendala ini, koordinasi antara BPS 
Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi dengan instansi lain sangat dibutuhkan. Dengan pendekatan yang 
persuasif, kendala ini akhirnya dapat diatasi. Yang perlu dicatat adalah adanya kebijakan dari BPS 
Pusat untuk melibatkan koordinator lapangan (korlap) khusus di wilayah pendataan Provinsi Nangroe 
Aceh Darussalam dan dua kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Nias dan 
Kabupaten Nias Selatan. Kebijakan ini dilandasi karena masih kurangnya personil dan sarana 
pengolahan serta sulitnya medan pencacahan di wilayah tersebut. Korlap berasal dari BPS Pusat, 
yang bertugas dan bertanggung jawab atas berlangsungnya seluruh proses pendataan SPDKP di 
wilayah tersebut dengan fokus monitoring pencacahan dan mempercepat pengolahan. Dengan 
adanya kebijakan ini pendataan di Aceh dapat diselesaikan lebih cepat dibanding provinsi lainnya. 
Korlap di Nias diturunkan setelah pendataan di Aceh berhasil dan pertimbangan Nias masih tertinggal 
jauh dalam penyelesaian pendataan SPDKP dibanding kabupaten/kota lain. 
Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang mekanisme pendataan RTSM pada setiap 
SLS, dapat dilihat dari Gambar 2.1. Pada dasarnya mekanisme ini dirancang untuk mendapatkan 
RTSM dengan tingkat kesalahan yang minimal bahkan tanpa kesalahan. Namun dari hasil supervisi 
lapangan yang dilakukan BPS Pusat dan laporan kegiatan dari daerah menunjukkan mekanisme ini 
banyak dilanggar. Pelanggaran mekanisme yang banyak ditemui adalah tidak dilaksanakannya 
pencacahan seperti yang sudah dirancang karena adanya kendala geografis, kondisi keamanan yang 
tidak kondusif, dan karena petugas dengan sengaja tidak melaksanakan prosedur.  Pelanggaran 
dimaksud adalah saat pencacahan SPDKP07.RT, yang dilakukan langsung setelah pencacahan 
SPDKP07.LS. Seharusnya pencacah secara tim melakukan pencacahan dengan menggunakan 
SPDKP07.LS sampai satu SLS selesai. Setelah Kortim memiliki gambaran utuh mengenai kondisi 
RTSM di SLS tersebut, ia dapat bekerja sendiri dengan menggunakan SPDKP07.SW dan dilanjut 
dengan SPDKP07.RT, sementara 2 pencacah lain mencacah RTSM dengan menggunakan 
SPDKP07.RT secara bersama-sama. Rancangan ini banyak dilanggar karena petugas ingin cepat 
menyelesaikan pekerjaannya, tanpa mempertimbangkan ketatnya jadual dan kualitas data yang 
dihasilkan. 
Untuk menjamin pendataan tepat pada waktunya dirancang pengaturan jadual dalam mekanisme 
pendataan seperti yang telah dijelaskan pada bab perencanaan. Namun pada kenyataannya di banyak 
wilayah mekanisme ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, walaupun di beberapa wilayah dapat 
dilaksanakan dengan baik. Ketidakdisiplinan petugas lapangan menjadi penyebab utama, seperti 
misalnya dokumen yang telah selesai tidak segera diserahkan kepada PML untuk diolah, petugas 
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sudah pindah ke SLS lain sebelum selesai pencacahan, pencacahan dokumen SPDKP07.LS 
didahulukan penyelesaiannya di beberapa desa wilayah tugas petugas, sehingga dokumen 
SPDKP07.SW belum selesai. Beberapa alasan lain misalnya kendala geografis, sulitnya transportasi, 
dan kurangnya sarana komputer. 
4.4. Pendataan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan 
Keinginan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan rakyat adalah dengan 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan rakyat dan peningkatan 
kualitas kesehatan. Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka 
menengah nasional 2004-2009 (RPJMN). Disebutkan investasi kepada peningkatan kualitas manusia 
perlu dilakukan melalui program pendidikan dan kesehatan. Hak-hak dasar yang dipahami masyarakat 
adalah pemenuhan kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-
undangan. Hak dasar tersebut meliputi terpenuhinya kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan nutrisi 
penduduk. Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga sangat terkait dengan tingkat pendidikan, 
kesehatan, dan nutrisi anggota rumah tangganya.   
Secara umum, pendataan fasilitas kesehatan dan pendidikan bertujuan untuk mengumpulkan 
keterangan pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang tersedia di setiap 
desa/kelurahan. Pendataan pelayanan fasilitas dimaksudkan untuk melihat kesiapan kecamatan 
dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Data yang diperoleh dari survei ini 
juga berguna bagi pemerintah daerah guna meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan 
kesehatan dasar. Secara khusus pendataan ini dilakukan untuk mengetahui kapasitas pelayanan, 
jumlah pemanfaat pelayanan (clients), jumlah pelaksana/petugas pelayanan, perlengkapan minimal 
untuk dapat memberikan pelayanan. Tempat pelayanan kesehatan difokuskan pada tempat pelayanan 
dasar kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Klinik Desa, Bidan Desa, 
Mantri Kesehatan, Klinik dan Posyandu, bagi anak dan ibu hamil. Sedangkan untuk fasilitas 
pendidikan difokuskan pada sarana dan prasarana dasar pendidikan SD sederajat dan SLTP sederajat 
yang dapat dinikmati RTSM.  
Pendataan fasilitas kesehatan dan pendidikan dalam SPDKP dilakukan di semua desa/kelurahan 
pada kecamatan terpilih dengan mendatangi semua fasilitas pendidikan SD dan SLTP sederajat serta 
fasilitas dasar kesehatan yang berada di desa/kelurahan ini. Apabila kecamatan terpilih pada waktu 
pelaksanaan pendataan mengalami pemekaran, maka pendataan hanya dilakukan di kecamatan 
induk. Wawancara dilakukan kepada orang yang mengetahui secara benar dan tepat mengenai 
informasi terkait tempat pelayanan pendidikan dan kesehatan tersebut. Sehingga nara sumber dari 
pendataan adalah kombinasi antara perangkat desa dan pengelola institusi. Untuk mendapatkan data 
yang tepat dan up to date, PCL perlu melihat secara langsung bukti-bukti terkait informasi yang 
diberikan. Misalnya, keberadaan jumlah ruang kelas dan jumlah ruang kelas yang layak pakai, dalam 
hal ini petugas pencacah perlu melihat laporan atau melihat kondisi sekolah secara langsung. 
Mekanisme pendataan fasilitas kesehatan dan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.2 .Untuk 
memudahkan PCL, tahap awal PCL diminta mengunjungi Cabang Dinas Pendidikan tingkat 
kecamatan untuk meminta/mencatat semua nama dan alamat sekolah (SD/sederajat dan 
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SMP/sederajat). Apabila data di Cabang Dinas Pendidikan tersebut kurang/tidak lengkap, petugas 
dapat mendatangi kantor kecamatan atau Kantor Departeman Agama untuk melengkapi daftar nama 
dan alamat sekolah yang berada di bawah lingkup Departemen Agama. Selanjutnya PCL mengunjungi 
puskesmas untuk meminta/mencatat semua nama dan alamat tempat pelayanan kesehatan di tiap 
desa, seperti; puskesmas, pustu, pusling, polindes, bidan praktek, mantri kesehatan dan posyandu. 
Dengan berbekal kedua daftar tersebut, petugas memverifikasi keberadaan sekolah dan tempat 
pelayanan kesehatan yang ada di desa. Data hasil pencatatan di Cabang Dinas Pendidikan/Kantor 
Departemen Agama/Puskesmas hanya merupakan langkah awal. Data yang menjadi acuan untuk 
ditulis adalah data kenyataan yang ada di lapangan. 
4.5 Pengawasan 
Berbeda dengan pengumpulan data yang selama ini dikumpulkan BPS, pada SPDKP data yang 
dikumpulkan bersifat mikro. Output yang dihasilkan berupa daftar nama rumah tangga sangat miskin 
(RTSM), yang memerlukan kecermatan pendataan yang sangat tinggi. Seperti yang telah diuraikan, 
pada pendataan SPDKP selain memastikan tidak adanya kesalahan karena memasukkan RTSM yang 
tidak layak (inclusion error) dan kesalahan karena tidak memasukkan RTSM yang layak (exclusion 
error), juga diharapkan agar karakteristik RTSM hasil lapangan bebas dari kesalahan, seperti 
kesalahan penulisan nama anak, nama sekolah, dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, 
sangat diperlukan rangkaian pengawasan dan pengecekan hasil pendataan dengan kecermatan yang 
tinggi karena keberhasilan pendataan akan banyak ditentukan oleh bagaimana proses 
berlangsungnya kegiatan diawasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.  
Untuk mendapatkan kualitas data yang baik, dalam pelaksanaan pendataan BPS 
menginstruksikan BPS Daerah untuk membentuk Satuan Kerja (Tim Task Force) berjenjang dari BPS 
Provinsi sampai Satuan Kerja tingkat kecamatan. Tugas utama dari tim ini adalah: 
(1) Memperlancar arus dokumen. 
Mengirimkan dokumen hasil pencacahan (Dokumen SPDKP07.DESA dan SPDKP07.RT) dari wilayah 
tugasnya ke BPS kabupaten/kota untuk pengolahan lebih lanjut,  dan pengambilan dokumen hasil 
pengolahan di BPS kabupaten/kota untuk verifikasi ke sumber data; 
(2) Saat Pendataan Lapangan; 
Satuan kerja saat pendataan lapangan disebut dengan Task Force Pengawasan dan Pemeriksaan, 
dengan fokus pengawasan petugas lapangan saat pendataan dan pemeriksaan daftar yang telah 
selesai dikerjakan pencacah. Tim Task Force diinstruksikan untuk mengecek sekitar 5 persen hasil 
kerja tim pencacah, dengan fokus pengecekan kelayakan RTSM, memonitor kesesuaian prosedur 
pendataan, memonitor logistik pencacahan seperti kuesioner, termasuk pengecekan lumpsump 
pencacah dan pemeriksaan daftar. 
(3) Setelah Pengolahan Selesai. 
Verifikasi juga dilakukan setelah dokumen selesai direkam, yang dilaksanakan oleh Tim Task Force 
Verifikasi, yaitu verifikasi terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan verifikasi RTSM. 
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Setiap anggota Tim Task Force harus menguasai teknis dan filosofi dari SPDKP. Hanya dengan 
penguasaan teknis yang mendalam pekerjaan task force dapat berlangsung dengan maksimal. Selain 
itu tim juga harus mampu berkomunikasi dengan baik. Setiap kekeliruan yang dilakukan oleh petugas 
harus dikomunikasikan dengan baik antara tim Task Force dan tim pendata di lapangan. Tim task 
force juga harus menyusun matriks perkembangan hasil lapangan dari hari ke hari. Ini suatu 
keniscayaan, sehingga penyimpangan di lapangan dapat dihindari.  Hal yang perlu diperhatikan Tim 
Task Force adalah mengenai kriteria penerima PKH, yaitu bahwa calon penerima PKH bukan rumah 
tangga miskin, tetapi RTSM, rumah tangga yang memang sangat miskin dan mereka yang semula 
dikategorikan miskin tetapi dalam kenyataan visualnya mirip mereka yang sangat miskin. Peran tim 
taskforce akan sangat menentukan. Tim task force juga harus menjamin bahwa penyisiran telah 
dilakukan secara maksimal dan proaktif. 
Dari hasil supervisi Tim BPS Pusat, masih ditemukan bahwa Tim Task Force belum sepenuhnya 
menguasai teknis dan filosofi dari SPDKP. Seharusnya ada pelatihan atau briefing internal terhadap 
semua anggota tim taskforce menyangkut kompetensi teknis dan ini belum sepenuhnya dilakukan 
secara maksimal. Selain itu Tim Task Force terkadang kurang tegas mempertahankan konsep dan 
kriteria yang telah ditentukan sehingga kalah dengan konsep-konsep yang berkembang, di luar 
kriteria, yang diimplementasikan oleh petugas. Setiap kekeliruan yang ditemukan oleh anggota tim 
taskforce harus segera dibahas, diputuskan, diluruskan dan dikomunikasikan ke semua petugas. Ini 
belum sepenuhnya dilakukan dengan efektif. 
BPS telah membuat pedoman tatacara pengawasan lapangan SPDKP setelah pengolahan 
selesai melalui mekanisme verifikasi hasil pendataan RTSM dan Fasilitas Desa. Pedoman ditujukan 
untuk standarisasi pengawasan dan memudahkan Tim Task Force melaksanakan tugasnya. Tim TF 
provinsi/kabupaten/kota dibentuk dengan anggota staf dari BPS provinsi/kabupaten/kota dipimpin oleh 
kepala bidang/seksi selain bidang/seksi sosial dan IPDS.  Dalam pelaksanaan pendataan di lapangan 
di tingkat kecamatan, satuan kerja yang dibentuk adalah Satuan Tugas yang terdiri dari KSK (sebagai 
koordinator Satuan Tugas}, satu PML-DESA, dua PML-RTSM, dan satu staf BPS kabupaten/kota yang 
diperbantukan. Cakupan kegiatan pendataan pada tingkat kecamatan adalah rekruitmen PCL dan 
PML, dan pengumpulan data. Penanggung jawab kegiatan dalam pelaksanaan SPDKP di tingkat 
kecamatan adalah KSK.  
Organisasi lapangan pendataan pada tingkat kecamatan adalah bahwa setiap KSK membawahi 1 
orang PML-DESA dan 2 orang PML-RTSM. Pencacahan fasilitas desa berbasis desa di mana setiap 
PCL bertugas mencacah di setiap 5 desa (rata-rata), dan setiap PML-DESA membawahi 3 PCL-
DESA. Untuk wilayah pencacahan RTSM adalah SLS yang dilakukan secara tim terdiri dari 1 orang 
koordinator (KORTIM) dan 2 PCL-RTSM. Setiap tim ditugaskan untuk mencacah 2 desa (rata-rata), 
dan di setiap kecamatan dibentuk 6 (enam) tim. Setiap 3 tim pencacahan RTSM dibawahi/diawasi oleh 
1 orang PML-RTSM.  
Verifikasi hasil pengolahan dilakukan pada RTSM dan Fasilitas Pelayanan Dasar, dengan rincian 
kegiatan sebagai berikut: 
(1) Verifikasi terhadap RTSM yang difokuskan pada pengecekan tiga kriteria persyaratan PKH yaitu 
keberadaan ibu hamil, anak balita dan anak usia sekolah.  
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(2) Verifikasi pengguna fasilitas pelayanan dasar yang difokuskan pada semua Sekolah Dasar, 
Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Tsanawiyah serta Puskesmas 
di setiap desa.  
4.5.1 Verifikasi RTSM 
Verifikasi RTSM dilakukan di semua desa/kelurahan, tetapi tidak dilakukan di seluruh SLS.  Dari 
setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak kurang lebih 25 persen SLS, dengan mengutamakan SLS yang 
ada ibu hamil. Prioritas pemilihan SLS yang mempunyai RTSM dengan ibu hamil dimaksudkan untuk 
memastikan kebenaran ibu hamil tersebut, karena jawaban responden kepada PCL hanya didasarkan 
pada indikasi bukan hasil tes klinis. Semua RTSM pada SLS terpilih baik yang berasal dari Daftar 
SPDKP07.LS maupun dari Daftar SPDKP07.SW harus diverifikasi. Mekanisme pemilihan SLS untuk 
verifikasi RTSM disiapkan melalui program yang terintegrasi dengan program pengolahan.  
Satu set instrumen verifikasi RTSM berisi informasi dari seluruh RTSM dalam suatu 
desa/kelurahan. Informasi tersebut sudah tercetak yaitu berisi keterangan mengenai alamat, nama 
kepala RT, nama-nama anggota RT yang menenuhi syarat PKH yaitu keberadaan ibu hamil, anak 
balita, anak usia sekolah, dan partisipasi sekolah. Sebelum melakukan verifikasi kriteria PKH, Tim 
Task Force  harus mengecek kelayakan  rumah tangga, untuk mencegah kesalahan memasukkan 
RTSM dengan menggunakan konsep RTSM. Setelah itu harus dicek apakah nama-nama anggota 
rumah tanga (ART) yang tercetak benar merupakan ART di RTSM tersebut. Tahap pengecekan 
selanjutnya adalah verifikasi kriteria PKH berikut: 
a. Memeriksa tanggal lahir ART untuk mengetahui umur ART, apakah masih dalam rentang 0-17 
tahun.   
b. Memeriksa usia kehamilan jika ART hamil. 
c. Memeriksa partisipasi pendidikan jika ada ART usia sekolah dan jika bersekolah ditanyakan di 
mana sekolahnya. 
d. Menanyakan dimana balita biasa ditimbang dan mendapatkan imunisasi, jika ada ART usia balita. 
BPS juga memberikan instruksi tambahan kepada Kepala BPS Provinsi untuk menugaskan 
Kepala BPS Kabupaten/Kota untuk melakukan pengecekan kembali terhadap seluruh SLS yang ada di 
wilayah tugasnya, jika masih banyak kesalahan yang ditemui pada 25% SLS yang diverifikasi. Ini 
untuk menjamin agar hasil SPDKP benar-benar akurat. 
Upaya-upaya yang dilakukan BPS untuk mendapatkan RTSM yang sesuai dengan fakta di 
lapangan sesuai dengan uraian di atas, menunjukkan hasil yang nyata. Seperti misalnya setelah Tim 
Task Force turun ke lapangan beberapa kesalahan yaitu kesalahan memasukkan dan kesalahan 
mengeluarkan RTSM dapat dihilangkan, sehingga daftar RTSM yang layak mendapat bantuan dapat 
dipertangjawabkan. Pencoretan kesalahan memasukkan RTSM disebabkan karena masih banyaknya 
rumah tangga yang memiliki aset yang sebenarnya masih bisa digunakan untuk mencukupi kehidupan 
rumah tangganya, tinggal di tempat tinggal yang layak, dan mempunyai penghasilan yang cukup. 
Penyisiran RTSM secara aktif juga memberi hasil yang nyata.  
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4.5.2 Verifikasi Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan  
Verifikasi pengguna fasilitas pelayanan dasar difokuskan pada pengecekan nama-nama ART 
pada RTSM yang mengakui menggunakan fasilitas tersebut. Pengecekan pengguna fasilitas 
pelayanan dasar dilakukan di fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada di desa/kelurahan. Satu set 
daftar sudah tercetak nama fasilitas dan nama ART yang menggunakan fasilitas dalam satu 
desa/kelurahan.  
Dokumen yang digunakan untuk verifikasi fasilitas pendidikan adalah SPDKP07.VLD dengan 
informasi yang sudah tercetak. Verifikasi ditujukan untuk mengecek:  
- Keberadaan sekolah/madrasah yang tercantum dalam Daftar SPDKP07.VLD yang meliputi (a) 
nama sekolah, (b) alamat sekolah, dan (c) Nomor Statistik Sekolah (NSS);  
- Nama Murid yang terdaftar pada sekolah/madrasah yang meliputi (a) nama murid, (b) nama orang 
tua/wali murid, (c) alamat murid, (d) kelas pada saat diverifikasi, (e) pembubuhan Nomor Register 
Murid (jika ada), dan paraf Kepala Sekolah pada setiap murid yang namanya tercetak. 
 Sebagai bukti bahwa sekolah telah melakukan verifikasi atas semua keterangan yang terdapat 
pada Daftar SPDKP07.VLD, Tim Task Force meminta pengesahan dari sekolah atas keterangan yang 
diberikan. 
 Verifikasi penggunaan fasilitas kesehatan oleh RTSM difokuskan pada pengecekan kebenaran 
laporan RTSM sebagai client dari fasilitas kesehatan yang diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan 
menggunakan dokumen Daftar SPDKP07.VLK dan melakukan pengecekan atas kebenaran:  
- Keberadaan fasilitas kesehatan yang tercantum dalam Daftar SPDKP07.VLK yang meliputi (a) 
nama fasilitas, (b) alamat fasilitas kesehatan,  
- Pengguna (client) fasilitas kesehatan yang meliputi (a) nama pengguna, (b) umur, (c) nama 
kepala rumahtangga dari client, (d) alamat client, (d) pembubuhan Nomor Medical Record (jika 
ada).  
 Kepala fasilitas kesehatan diminta membubuhkan paraf pada kolom yang tersedia yang 
menyatakan bahwa nama pengguna tercatat sebagai client dan sudah diperbaiki jika ada yang salah. 
Dari catatan medical record yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan, dapat diteliti apakah benar ada 
nama client /nama ART yang melaporkan memeriksa kesehatannya ke fasilitas kesehatan tersebut. 
Dan sebagai bukti bahwa fasilitas kesehatan telah melakukan verifikasi atas semua keterangan yang 
terdapat pada Daftar SPDKP07.VLK, petugas verifikasi meminta pengesahan dari fasilitas kesehatan 
atas keterangan yang diberikan. 
Verifikasi terhadap pengguna fasiltas pendidikan di lapangan banyak menemui kesulitan. Dengan 
daftar SPDKP07.VRT Tim Task Force diminta untuk mengecek ART yang mengakses fasilitas. Namun 
karena pada saat pendataan dengan SPDKP07.RT petugas tidak menuliskan dengan benar dan 
lengkap nama dan alamat sekolah, berdampak pada menggelembungnya jumlah sekolah yang harus 
diverifikasi dan ini menyebabkan lamanya verifikasi. Namun pada akhirnya hasil verifikasi dapat 
menghasilkan nama-nama fasilitas yang digunakan ART dengan benar.  
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Pengolahan 
 
 
Untuk mempercepat pengolahan data SPDKP dilakukan secara desentralisasi dengan metode 
ban berjalan. Dengan cara itu diharapkan dalam waktu satu bulan sejak hari pertama pendataan, BPS 
secara bertahap sudah dapat mengirimkan data rumah tangga calon penerima PKH ke UP-PKH 
Pusat.  
5.1 Perangkat yang Digunakan 
Secara umum perangkat yang digunakan untuk pengolahan dokumen SPDKP adalah perangkat 
keras dan piranti lunak. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang mempunyai sistem operasi 
windows 2000 atau windows XP, baik itu terangkai dalam satu jaringan ataupun tidak. Piranti lunak 
yang digunakan adalah paket program aplikasi data entri/validasi SPDKP yang dikembangkan dengan 
Clarion under windows dan Power Builder dengan menggunakan database PostgreSQL sebagai 
tempat penampungan data hasil proses pengolahan SPDKP07. 
Spesifikasi komputer yang digunakan adalah 
(1) Server 
Digunakan untuk data hasil pengolahan SPDKP. Minimal spesifikasi server yang diperlukan : 
•  Prosesor: Pentium III 733 Mhz  
•  Memori: 128 MB  
•  Hard Disk: 10GB free space dengan  sistem file NTFS. 
•  Sistem Operasi: Windows 2000 Advanced Server dan Windows 2000 Server + Services   
Pack 4, dengan file sistem NTFS 
•  CD-ROM Drive  
(2) Personal Computer 
Digunakan untuk melakukan proses perekaman data SPDKP. Minimal spesifikasi komputer 
yang diperlukan:  
• Prosesor: Pentium III 733Mhz  
• Memori: 128MB  
• Hard Disk: 1GB free space (client) atau 10 GB free space (stand alone) 
• Sistem Operasi:  
o  Windows 2000 Professional Services Pack 4 dengan sistem file NTFS 
o  Windows NT 4.0 Services Pack 6a, Windows XP  
• CD-ROM Drive 
5 
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5.2 Pelaksanaan Pengolahan dalam Mekanisme Pendataan Ban Berjalan  
Pelaksanaan kegiatan SPDKP menggunakan metode ban berjalan seperti dijelaskan pada Tabel 
2.3 dan 2.4 bab 2. Penggunaan sistem ban berjalan dalam proses pengolahan dilakukan dengan 
melaksanakan kegiatan pokok pengolahan data secara bertahap dan berkesinambungan. Kegiatan 
pokok tersebut adalah  meliputi penerimaan dokumen, editing/koding, perekaman data, tabulasi dan 
verifikasi. 
Dalam mekanisme ban berjalan, penjadualan pelaksanaan dan penyelesaian setiap kegiatan 
sudah ditentukan sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan dalam minggu yang sama. Untuk itu 
dibutuhkan tingkat disiplin yang tinggi dari semua petugas yang terlibat. Dalam satu hari diharapkan 
setiap tim pencacah dapat menyelesaikan pencacahan di tiga SLS, sehingga dalam dua hari sudah 
dapat diselesaikan pencacahan di enam SLS. Selanjutnya setiap dua hari sekali dokumen dikirim ke 
pusat pengolahan. Pada hari ketiga, pusat pengolahan melakukan penerimaan dokumen, batching 
dan proses editing/koding. Selanjutnya mulai dilakukan tahapan perekaman data untuk dokumen 
untuk dokumen tersebut. Proses perekaman data dilanjutkan pada hari berikutnya, dan seterusnya 
sampai semua dokumen telah selesai diolah. 
Dengan menerapkan mekanisme ban berjalan ini, dokumen hasil pencacahan lapangan yang 
sudah selesai segera dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dikirim ke pusat pengolahan. 
Selanjutnya dipusat pengolahan Selanjutnya di pusat pengolahan, data diproses tanpa harus 
menunggu dokumen SPDKP07.RT dalam satu desa lengkap, dengan syarat dokumen 
SPDKP07.DESA untuk desa yang bersangkutan juga sudah selesai pendataannya. Pengiriman 
dokumen ke pusat pengolahan ini dapat dilakukan untuk setiap SLS yang telah selesai 
pencacahannya. Selanjutnya, dokumen yang sudah masuk ke pusat pengolahan segera dilakukan 
proses pra komputer dan perekaman data. Kabupaten/Kota yang sudah selesai pengolahan datanya 
dapat segera mengirimkan softcopy data untuk satu kabupaten lengkap ke BPS Provinsi dan BPS 
secara bersamaan. BPS provinsi selanjutnya melakukan kompilasi data dan pemerikasaan sedangkan 
BPS melakukan kompilasi, pemeriksaan data, dan penghitungan PMT untuk mengurangi inclussion 
error . Selanjutnya dilakukan pengecekan ulang terhadap RTSM yang diduga merupakan merupakan 
inclussion error oleh BPS Provinsi/kabupaten/kota. Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh BPS 
adalah melakukan pengiriman data ke UPPKH Pusat secara bertahap.  
5.2.1 Tugas Pusat Pengolahan 
Dalam rancangan sistem pengolahan SPDKP, kategori pusat pengolahan dibedakan menurut 
beban tugasnya: (a) pusat pengolahan awal dengan tugas utama menangani pengumpulan dokumen 
dari lapangan dan perekaman data, (b) pusat pengolahan pengumpul dengan tugas utama kompilasi 
dan pengecekan data hasil pengolahan dari pusat pengolahan awal, dan (c) pusat pengolahan akhir 
dengan tugas utama kompilasi, pengecekan dan finalisasi data baik dari pusat pengolahan 
pengumpul, termasuk pengiriman data final ke UPPKH tingkat pusat. 
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Pusat pengolahan awal berlokasi di masing-masing BPS kabupaten/kota, pusat pengoalahan 
pengumpul berlokasi di BPS provinsi, dan pusat pengolahan akhir adalah Direktorat Sistem Informasi 
Statistik (Dit SIS) di BPS. Diagram alir pengolahan SPDKP dapat dilihat pada Gambar 5.1. 
Gambar 5.1  
Diagram Alir Pengolahan SPDKP berdasarkan Tugas Pusat Pengolahan 
 
 Berdasarkan gambar 5.1 terlihat bahwa kegiatan pengolahan data utamanya adalah tugas BPS 
kabupaten/kota yang didukung oleh BPS provinsi dan BPS. BPS kabupaten/kota harus dapat 
mengukur kemampuannya masing-masing untuk dapat menyelesaikan pengolahan SPDKP tepat 
waktu dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti; SDM, jumlah komputer dan jadual waktu 
pelaksanaan pengolahan, mengingat adanya kemungkinan jadual yang sama untuk pengolahan 
kegiatan statistik yang berbeda.  
 Pada beberapa BPS kabupaten/kota, pelaksanaan pengolahannya dibantu oleh BPS Provinsi, 
sebagai contoh Kabupaten Bogor (putaran 1), Kabupaten Aceh Jaya (Putaran 2), dan Kabupaten Nias 
Selatan (Putaran 2). Untuk pengolahan dengan dua pusat pengolahan seperti ini (kabupaten/kota dan 
provinsi), pengiriman dan pembagian beban dokumen yang akan diolah di BPS kabupaten/kota dan 
BPS propvinsi harus diatur sebaik mungkin. Sebagai contoh, pembagian dokumen harus didasarkan 
pada satuan wilayah tertentu misalnya per kecamatan sehingga data untuk satu kecamatan tertentu 
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hanya dientri di salah satu pusat pengolahan saja. Hal ini penting agar tidak ada kerancuan pada saat 
penggabungan data dari dua pusat pengolahan tadi untuk mendapatkan data kabupaten/kota 
seluruhnya.  
5.2.2 Tahapan Pengolahan 
Tahapan pengolahan data terdiri dari tiga tahap: pra-komputer, komputer, dan pasca komputer 
 Tahap Pra-Komputer. 
Tahap ini merupakan penanganan dan pengorganisasian dokumen sebelum pelaksanaan 
perekaman data. Tahapan ini meliputi penerimaan, batching dan  editing dokumen. Hal ini 
sangat diperlukan untuk meminimalisir kesalahan (seperti, dokumen tidak lengkap, isian kode 
yang salah) sehingga proses perekaman data dapat berjalan dengan lancar. 
 Tahap Komputer. 
Tahap ini terdiri dari kegiatan perekaman data dan kegiatan kompilasi data. Dokumen hasil 
pencacahan di lapangan yang telah selesai diperiksa dan diedit, dientri dengan 
menggunakan sistem aplikasi pengolahan data yang telah dibangun oleh BPS.    
Pengolahan data dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer maupun stand-
alone. Pemanfaatan jaringan komputer diutamakan dalam proses pengolahan untuk menjaga 
konsistensi data pada database SPDKP. Fasilitas stand alone dimungkinkan mengingat tidak 
semua BPS kabupaten/kota memiliki infrastruktur IT yang memadai untuk menggunakan 
jaringan komputer. Sebagian besar pusat pengolahan sudah memanfaatkan jaringan 
komputer pada proses pengolahan data SPDKP. Pusat pengolahan yang belum 
memanfaatkan jaringan komputer dalam pengolahan data SPDKP antara lain Kabupaten 
Pandeglang, Kotamadya Jakarta Pusat dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. 
Apabila proses perekaman data sudah selesai, selanjutnya dilakukan proses kompilasi untuk 
memastikan tidak ada data yang kurang. Proses ini terutama perlu dilakukan apabila 
pengolahan data dilakukan dengan cara stand alone dengan menggunakan beberapa PC 
sehingga perlu dilakukan penggabungan data untuk mendapatkan data lengkap untuk 
kabupaten/kota tersebut. 
 Tahap Pasca Komputer. 
Tahap ini merupakan kegiatan lanjutan dalam rangka menghasilkan database yang akurat 
dan berkualitas. Proses yang dilakukan pada tahapan ini antara lain adalah proses tabulasi 
dan verifikasi akhir hasil pengolahan data. Sebagai contoh, dengan menggunakan tabulasi 
status data hasil pengolahan, dapat terlihat jumlah data yang berstatus error. Selanjutnya 
pengawas pengolahan akan melakukan pengecekan langsung terhadap data error tersebut 
untuk diperbaiki. 
 
Secara garis besar tahapan proses perekaman data SPDKP dengan komputer adalah sebagai 
berikut : 
1. Perekaman data fasilitas desa 
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Daftar yang digunakan sebagai input pada tahapan ini adalah daftar SPDKP07.DESA. 
Perekaman data fasilitas desa ini harus didahulukan sebelum melakukan entri data  hasil 
SPDKP07.RT, karena data fasilitas desa ini akan dijadikan master data pada saat proses 
entri data . Sistem pemberian kode pada setiap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang ada 
pada daftar SPDKP07.DESA harus dikoordinasikan dengan baik untuk menghindari 
terjadinya kesalahan, seperti misalnya adanya fasilitas pendidikan yang sama dengan 
menggunakan dua  kode yang berbeda. 
2. Perekaman data hasil verifikasi awal dan data hasil penyisiran 
Daftar yang digunakan sebagai input pada tahapan ini adalah daftar SPDKP07.LS dan 
SPDKP07.SW. Berdasarkan tahap verifikasi awal dan peyisiran ini dapat diketahui jumlah  
yang layak didata dengan daftar SPDKP07.RT karena memenuhi syarat : (memiliki anak usia 
0-17 tahun atau ada wanita usia subur). Proses ini adalah tahapan awal yang harus dilakukan 
sebelum melakukan perekaman data  selanjutnya. 
3. Perekaman data  
Daftar yang digunakan sebagai input pada tahapan ini adalah daftar SPDKP07.RT. Proses ini 
hanya dapat dilakukan apabila data hasil verifikasi awal dan penyisiran telah diproses terlebih 
dahulu. Proses entri data  harus dilakukan sampai dengan mendapatkan data clean. 
4. Pengecekan data error 
Proses ini bertujuan untuk mendeteksi data yang masih error. Apabila masih ditemukan 
adanya data error maka harus dilakukan perbaikan terhadap data tersebut sebelum 
melanjutkan proses pengolahan berikutnya.  
5. Pengambilan sampel SLS verifikasi data hasil pengolahan 
Proses ini dilakukan untuk penarikan sampel SLS yang akan dipakai sebagai dasar untuk 
melakukan verifikasi akhir  hasil pendataan SDKP07. Selanjutnya,  yang akan diverifikasi 
adalah   pada SLS terpilih.  
6. Pencetakan daftar verifikasi data hasil pengolahan 
Proses ini dapat dilakukan setelah proses perekaman data  dan fasilitas desa selesai. Daftar 
yang akan dicetak pada tahapan ini adalah SPDKP07.VRT, SPDKP07.VLD, SPDKP, VLK. 
Ketiga daftar ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan pada saat pelaksanaan proses 
verifikasi akhir data  SPDKP. Data yang tercetak pada ketiga daftar tersebut adalah data 
seluruh fasilitas desa (SD, SMP, Puskesmas dan Pustu) dan sebagian dari data  pada SLS 
yang terpilih. 
7. Updating data hasil verifikasi akhir 
Berdasarkan data hasil verifikasi akhir, dilakukan updating terhadap data. Hasil dari proses 
updating ini akan menjadi data final SPDKP yang selanjutnya akan dikirim ke BPS. 
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Gambar 5.2  
Diagram Tahapan Proses Perekaman Data 
 
Secara umum proses pengolahan data SPDKP Putaran 1 dan Putaran 2 adalah sama. Perbedaan 
yang ada adalah sebagai berikut : 
 Ketersediaan master fasilitas desa (fasilitas pendidikan dan kesehatan). Pada sistem aplikasi 
pengolahan data SPDKP putaran 1, master fasilitas kesehatan dan pendidikan belum 
tersedia di dalam sistem. Master fasilitas desa ini hanya akan tersedia apabila perekaman 
data SPDKP07.DESA telah dilakukan. Sedangkan pada sistem aplikasi pengolahan data 
SPDKP putaran 2, master fasilitas pendidikan dan kesehatan sudah tersedia di dalam sistem. 
Data master ini diperoleh dari data fasilitas pendidikan dan kesehatan dari pendataan SPDKP 
putaran 1.  
 Perubahan atau penambahan variabel yang disebabkan karena perubahan kuesioner pada 
kegiatan SPDKP putaran 2. 
 Perubahan rule validasi karena adanya perubahan kuesioner pada kegiatan SPDKP putaran 
2 
 Khusus NAD, Kabupaten Nias dan Nias Selatan, pada pelaksanaan SPDKP putaran 2 
terdapat penambahan variabel pertanyaan pada kuesioner SPDKP07.RT sehubungan 
dengan penerimaan bantuan perumahan dari NGO, BRR dan lainnya. 
Berdasarkan evaluasi terdapat beberapa kendala yang dihadapi petugas pengolahan data baik 
yang bersifat teknis dan non teknis. Penanggungjawab pengolahan di tiap BPS kabupaten/kota 
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umumnya dapat mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Sebagai contoh, pengolahan 
di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kendala geografis yang ada 
(kecamatan komodo letaknya berbeda pulau dengan kecamatan lainnya) berimbas kepada arus 
dokumen dari lapangan ke pusat pengolahan. Sementara jadual pengolahan yang sempit dan tidak 
dapat ditunda lagi penyelesaiannya. Upaya untuk mempercepat proses pengolahan kembali 
mengalami kendala yang disebabkan jumlah komputer yang minim (3 unit PC dan 1 notebook). Dalam 
hal ini penanggungjawab pengolahan BPS Kabupaten Manggarai Barat telah mengambil langkah-
langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut, seperti mengadakan komputer tambahan dengan 
cara menyewa 1 buah PC dan 1 notebook, membagi jadual pengolahan menjadi 2 shift (pagi dan 
malam) dan melakukan perekrutan mitra pengolah data. Solusi ini sangat membantu pelaksanaan 
pengolahan di Kabupaten Manggarai Barat, sehingga pengolahan dapat selesai tepat waktu dengan 
segala kondisi yang minim (dari segi waktu dan infrastruktur) 
Secara umum kendala yang dihadapi beberapa pusat pengolahan antara lain : 
 Pemadaman listrik, hal ini terjadi secara rutin di banyak daerah seperti di Kabupaten 
Manggarai Barat, Kota Medan dan Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Untuk mengatasi 
permasalahan ini, umumnya pusat pengolahan melakukan pengadaan genset dengan cara 
menyewa. 
 Jumlah komputer yang dapat digunakan untuk mengolah terbatas. Dalam hal ini setiap pusat 
pengolahan mempunyai strategi masing-masing yang mereka anggap efisien untuk kondisi 
mereka, seperti : menambah komputer dengan cara menyewa dan membagi waktu 
pengolahan menjadi beberapa shift dalam sehari 
 Pengiriman dokumen dari lapangan ke pusat pengolahan, tidak lancar. Strategi yang 
umumnya dilakukan dalam hal ini adalah melakukan sistem ‘jemput bola’ oleh petugas 
pengolah data. 
Berdasarkan evaluasi, mekanisme ban berjalan ini cukup efektif dalam mempercepat proses 
pengolahan. Akan tetapi mekanisme ini kurang berjalan dengan baik untuk beberapa daerah sulit 
seperti misalnya daerah kepulauan. Oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi kembali untuk penentuan 
pusat pengolahan pada daerah sulit seperti pada daerah kepulauan tersebut. 
5.3 Validasi 
Validasi merupakan proses pengecekan validitas data sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 
dengan menggunakan sistem aplikasi pengolahan SPDKP, sehingga dapat dideteksi kebenaran data 
yang sudah tersimpan. Pemeriksaan validitas antara lain meliputi kelengkapan dokumen, kebenaran 
batas nilai dan kebenaran konsistensi antar variabel. Sebagai contoh : 
Partisipasi sekolah (R308), isiannya harus berkode 1 s/d 3. 
 Jika isian partisipasi sekolah (R308) = 1 (tidak/belum pernah sekolah) maka isian jenis pendidikan 
tertinggi yang pernah/sedang diduduki (R309) = blank 
 Jika isian partisipasi sekolah (R308) > 1 (masih sekolah/ tidak bersekolah lagi) maka isian jenis 
pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (R309) harus berisi kode 1, 2 atau 3 
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Proses validasi data SPDKP ini dilakukan secara interaktif pada saat proses entri data. Aturan 
pengecekan validitas data yang diterapkan pada program SPDKP dapat dilihat pada lampiran. Aturan 
validitas data untuk SPDKP putaran 1 dan 2 sedikit berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena 
adanya perubahan pada daftar pertanyaan. 
5.3.1 Updating Data Hasil Validasi 
Updating data hasil verifikasi dilakukan berdasarkan dokumen verifikasi hasil pengolahan. 
Updating data dilakukan untuk data  dan anggota  pengguna fasilitas pendidikan dan kesehatan. Suatu  
yang semula dianggap layak sebagai RTSM, setelah diverifikasi dapat menjadi tidak layak ditinjau dari 
sisi kemampuan ekonomi dan/atau kondisi bangunan fisik fasilitas tempat tinggal. Dengan demikian 
jumlah  setelah verifikasi dapat berkurang. Data clean hasil verifikasi inilah yang akan dianggap 
sebagai data final hasil SPDKP. Proses updating data ini dapat dilihat dalam Gambar 5.3 berikut. 
 
Gambar 5.3.  
Updating Data Hasil Verifikasi Akhir 
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5.4 Kompilasi Data  
Data yang sudah diolah di pusat pengolahan awal (BPS kabupaten/kota) dikirim ke BPS provinsi 
dan BPS untuk dilakukan proses lebih lanjut. BPS provinsi hanya melakukan proses kompilasi dan 
pengecekan data clean dari pusat pengolahan. Sementara BPS selain melakukan proses kompilasi 
dan pengecekan, juga melakukan proses lanjutan lainnya seperti penghitungan PMT dan pemberian 
nomor  nominasi PKH. Pemberian nomor  ini hanya sebagai identitas  yang hanya akan digunakan 
untuk keperluan intern pengolahan selanjutnya dan bukan untuk keperluan lainnya (bukan untuk 
identitas kartu penerima PKH). Adapun tahapan proses itu dapat dilihat pada gambar 5.4. 
  
Gambar 5.4  
Diagram Alur Kompilasi Data di BPS 
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Proses kompilasi, baik dilakukan di BPS provinsi maupun BPS pada dasarnya memeriksa 
kelengkapan data ruta apakah semua keterangan dalam setiap dokumen hasil pendataan di setiap 
SLS sudah terekam dengan lengkap dan benar. Misalnya jumlah  yang direkam dari dokumen 
SPDKP07.RT tidak boleh berbeda dengan jumlah  yang diperoleh dari hasil verifikasi awal dan hasil 
penyisiran (SPDKP07.LS dan SPDKP07.SW). Demikian juga dengan karakteristik fasilitas desa dan 
karakteristik  , semuanya sudah terekam dalam database. 
Data final hasil updating verifikasi dikirim secara bertahap oleh BPS ke UPPKH tingkat pusat. 
Data yang dikirim adalah seluruh data fasilitas desa dan data  dalam format DBF. Pengiriman data ke 
UPPKH dilakukan mulai tanggal 12 Juni 2007 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2007. 
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Data Hasil Lapangan 
 
 
6.1 Data Rumah Tangga Sangat Miskin 
Rumah tangga yang tercakup dalam pendataan SPDKP adalah RTSM yang memenuhi syarat 
sebagai penerima PKH yaitu, memiliki balita (anak di bawah usia 5 tahun), anak usia sekolah setingkat 
SD dan SLTP (5-17 tahun) atau wanita usia subur yang sedang hamil.  RTSM tersebut diperoleh dari 
hasil pendataan SPDKP, melalui proses verifikasi penerima BLT hasil  pendataan PSE05 dan melalui 
penyisiran. 
Tabel 6.2 menunjukkkan hasil pendataan rumah tangga SPDKP putaran 1 dan putaran 2.  SPDKP 
putaran 1 dilaksanakan di 7 provinsi dan 49 Kabupaten/kota, sedangkan SPDKP putaran 2 dilaksanakan di 
15 provinsi, 97 kabupaten/kota. Dari 15 provinsi terpilih pada SPDKP putaran 2, enam diantaranya adalah 
provinsi terpilih pada SPDKP putaran 1. 
Secara keseluruhan, jumlah rumah tangga yang diperoleh dari pendataan SPDKP putaran 1 dan 2 
mencapai sekitar 863.000 RTSM adalah sekitar 80 % dari jumlah perkiraan RTSM pada awal perencanaan 
(yaitu 500.000 RTSM untuk putaran 1 dan 700.000 RTSM untuk putaran 2). Jumlah rumah tangga yang 
diperoleh pada SPDKP putaran 1 adalah 403.362 RTSM, dimana 29% (117.429 RTSM) diantaranya berasal 
dari proses penyisiran rumah tangga di lapangan. Sementara jumlah rumah tangga yang diperoleh pada 
SPDKP putaran 2 adalah 576.735 RTSM dan jumlah  hasil penyisirannya mencapai 41,3% dari total RTSM 
Pada tabel 6.2 terlihat bahwa pada pada provinsi tertentu, persentase RTSM dari hasil penyisiran cukup 
besar. Pada provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Utara, jumlah RTSM dari hasil penyisiran mencapai 50 % dari 
seluruh RTSM pada masing-masing provinsi tersebut pada putaran 1 dan 60 % pada putaran 2. Khusus 
untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Banda Aceh) pada 
pelaksanaan SPDKP putaran 2, tidak dilakukan verifikasi ruta BLT sehingga seluruh RTSM yang diperoleh 
berasal dari proses penyisiran di lapangan. 
Besarnya persentase RTSM hasil penyisiran tersebut, mencerminkan keseriusan dan kesungguhan 
petugas pendata SPDKP dalam melakukan penyisiran untuk menghilangkan exclusion error yang terjadi 
pada saat pendataan PSE05. Akan tetapi persentase RTSM hasil penyisiran yang besar bukan berarti 
exclusion error yang terjadi pada saat pendataan PSE05 adalah besar. Hal ini mungkin saja terjadi karena 
adanya pergeseran kondisi ekonomi masyarakat yang berada digaris batas kemiskinan, sehingga pada 
suatu kondisi tertentu golongan masyarakat yang semula masuk kategori hampir miskin berubah menjadi 
sangat miskin, sehingga muncul RTSM baru. Namun demikian, RTSM tersebut sudah terjaring pada saat 
penyisiran SPDKP. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyisiran dalam pendataan SPDKP dapat menekan 
exclusion error. 
 
6 
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
        
Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan: Laporan Teknis Pelaksanaan  52 
Tabel 6.1 
Jumlah RTSM SPDKP menurut Provinsi 
No. Provinsi Jumlah Kab/Kota 
RTSM Hasil 
Verifikasi  
RTSM 
Penyisiran  
Total 
RTSM % Penyisiran 
(1) (2)  (3) (4)  (5)  (6)  (7)  
  PUTARAN 1           
1 Sumatera Barat 1 1.952 1.692 3.644 46,43 
2 DKI Jakarta 1 2.686 1.923 4.609 41,72 
3 Jawa Barat 12 43.785 44.270 88.055 50,28 
4 Jawa Timur 21 173.030 50.513 223.543 22,6 
5 Nusa Tenggara Timur 7 55.708 11.258 66.966 16,81 
6 Sulawesi Utara 5 6.749 7.232 13.981 51,73 
7 Gorontalo 2 2.023 541 2.564 21,1 
Jumlah Putaran 1 49 285.933 117.429 403.362 29,11 
  PUTARAN 2          
1 NAD 4 4.011 8.494 12.505 67,92 
2 Sumatera Utara 4 35.600 21.204 56.804 37,33 
3 DKI Jakarta 3 6.979 6.536 13.515 48,36 
4 Jawa Barat 15 33.678 48.428 82.106 58,98 
5 Jawa Tengah 13 106.171 55.655 161.826 34,39 
6 DI Yogyakarta 5 13.246 6.255 19.501 32,08 
7 Jawa Timur 22 66.010 42.707 108.717 39,28 
8 Banten 2 7.779 9.302 17.081 54,46 
9 Nusa Tenggara Barat 2 3.707 1.813 5.520 32,84 
10 Nusa Tenggara Timur 7 26.693 15.648 42.341 36,96 
11 Kalimantan Selatan 5 8.360 5.264 13.624 38,64 
12 Sulawesi Utara 5 4.917 9.299 14.216 65,41 
13 Sulawesi Tengah 3 3.270 1.189 4.459 26,67 
14 Gorontalo 4 9.448 5.242 14.690 35,68 
15 Papua Barat 3 5.526 4.304 9.830 43,78 
Jumlah Putaran 2 97 335.395 241.340 576.735 41,85 
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No. Provinsi Jumlah Kab/Kota 
RTSM Hasil 
Verifikasi  
RTSM 
Penyisiran  
Total 
RTSM % Penyisiran 
(1) (2)  (3) (4)  (5)  (6)  (7)  
  PUTARAN 1+ 2          
1 NAD 4 4.011 8.494 12.505 67,92 
2 Sumatera Utara 4 35.600 21.204 56.804 37,33 
3 Sumatera Barat 1 1.952 1.692 3.644 46,43 
4 DKI Jakarta 3 9.665 8.459 18.124 46,67 
5 Jawa Barat 15 77.463 92.698 170.161 54,48 
6 Jawa Tengah 13 106.171 55.655 161.826 34,39 
7 DI Yogyakarta 5 13.246 6.255 19.501 32,08 
8 Jawa Timur 22 239.040 93.220 332.260 28,06 
9 Banten 2 7.779 9.302 17.081 54,46 
10 Nusa Tenggara Barat 2 3.707 1.813 5.520 32,84 
11 Nusa Tenggara Timur 7 82.401 26.906 109.307 24,62 
12 Kalimantan Selatan 5 8.360 5.264 13.624 38,64 
13 Sulawesi Utara 5 11.666 16.531 28.197 58,63 
14 Sulawesi Tengah 3 3.270 1.189 4.459 26,67 
15 Gorontalo 4 11.471 5.783 17.254 33,52 
16 Papua Barat 3 5.526 4.304 9.830 43,78 
Jumlah Putaran 1+ 2 98 621.328 358.769 980.097 36,61 
6.2 Data Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan 
Seperti yang diuraikan pada bab terdahulu tujuan pendataan fasilitas pelayanan dasar bidang 
pendidikan dan kesehatan yang tersedia di setiap desa/kelurahan, bertujuan untuk melihat kesiapan 
kecamatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar.  Data yang diperoleh dari 
survei ini juga berguna bagi pemerintah daerah guna meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan 
dan kesehatan dasar. Hal ini didasarkan pada masih adanya keterbatasan jumlah fasilitas pendidikan 
dan kesehatan di setiap desa sehingga berakibat masih sulitnya penduduk dalam mengakses ke dua 
fasilitas tersebut. Kondisi seperti ini menyebabkan tingginya ongkos yang harus dikeluarkan untuk  
bersekolah dan menikmati pelayanan kesehatan. 
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Tabel 6.2 
Jumlah Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan menurut Provinsi 
Provinsi 
Jumlah Fasilitas Pendidikan 
Putaran 1 Putaran 2 
SD dan 
sederajat 
SMP dan 
sederajat 
SD dan 
sederajat 
SMP dan 
sederajat 
(1) (2) (3) (4) (5) 
NAD   375 114 
Sumatera Utara   1096 338 
Sumatera Barat 66 12   
DKI Jakarta 383 179 940 345 
Jawa Barat 3292 908 2541 846 
Jawa Tengah   5544 1237 
DI Yogyakarta   2140 744 
Jawa Timur 7521 1931 4154 1101 
Banten   300 137 
Nusa Tenggara Barat   196 63 
Nusa Tenggara Timur 924 199 649 163 
Kalimantan Selatan   926 307 
Sulawesi Utara 613 156 451 141 
Sulawesi Tengah   314 96 
Gorontalo 115 34 317 146 
Papua Barat   150 39 
Jumlah 12914 3419 19153 5472 
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Tabel 6.2 (Sambungan) 
 
Provinsi 
Jumlah Fasilitas Kesehatan 
Putaran 1 Putaran 2 
Puskesmas Pustu Lain nya Puskesmas Pustu 
Lain 
nya 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
NAD    48 76 998 
Sumatera Utara    330 291 3628 
Sumatera Barat 17 10 203    
DKI Jakarta 58 0 494 142 1 2717 
Jawa Barat 653 196 9097 256 219 7370 
Jawa Tengah    224 439 18039 
DI Yogyakarta    221 364 7859 
Jawa Timur 857 617 18619 283 360 11241 
Banten    28 21 497 
Nusa Tenggara Barat    7 29 323 
Nusa Tenggara Timur 186 127 1879 43 109 1381 
Kalimantan Selatan    57 139 1721 
Sulawesi Utara 60 90 831 34 63 640 
Sulawesi Tengah    19 81 507 
Gorontalo 23 23 138 27 73 595 
Papua Barat    30 48 251 
Jumlah 1854 1063 31261 1607 2312 55050 
 
Hasil SPDKP putaran 1 yang dilaksanakan di 356 kecamatan (tersebar di 49 kabupaten/kota dan 
7 provinsi), telah didata sebanyak 16.333 fasilitas pendidikan terdiri dari 12.914 unit SD dan 3.419 unit 
SMP dan 34.178 fasilitas kesehatan terdiri dari 1.854 unit Puskesmas, 1.063 unit Puskesmas 
Pembantu (Pustu) dan sisanya 31.261 unit adalah fasilitas kesehatan seperti Polindes, Klinik Desa, 
Bidan Desa, Mantri Kesehatan, Klinik dan Posyandu.  Separuh dari kecamatan terpilih terletak di 
Provinsi Jawa Timur yang tersebar di 21 kabupaten, sehingga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang 
didata di provinsi ini masing-masing mencapai 57,9 persen dan 58,8 persen dari keseluruhan fasilitas 
yang didata.  
Pada putaran dua yang dilaksanakan di 614 kecamatan pada 97 kabupaten/kota di 15 provinsi, 
berhasil didata sekitar 24.625 fasilitas pendidikan yang terdiri dari 19.153 unit SD dan 5.472 unit SMP. 
Untuk fasilitas kesehatan telah didata 58.969 fasilitas kesehatan terdiri dari 1.607 unit Puskesmas, 
2.312 unit Pustu, dan 55.050 fasilitas kesehatan lainnya. Pada putaran ke dua jumlah terbanyak 
fasilitas yang didata adalah di Jawa Tengah. Jumlah kecamatan di provinsi ini yang terpilih SPDKP 
meliputi 137 kecamatan atau sekitar 22,31 persen dari jumlah kecamatan yang terpilih. Fasilitas 
pendidikan dan kesehatan yang didata masing-masing mencakup 22, 31 persen dan 31,7 persen dari 
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keseluruhan fasilitas yang didata pada putaran 2, lebih rendah dari angka Provinsi Jawa Timur pada 
putaran 1. 
Ketersediaan fasilitas di wilayah tempat tinggal RTSM yang akan menerima manfaat PKH sangat 
penting untuk dilihat karena akan menentukan keberhasilan program. Hasil pendataan fasilitas 
pelayanan dasar pada putaran 1 memperlihatkan masih bervariasinya rata-rata jumlah fasilitas per 
kecamatan antar provinsi. Secara total rata-rata jumlah fasilitas pendidikan dasar per kecamatan 
adalah sebanyak 45,9 unit. Perbedaan yang paling mencolok berasal dari DKI Jakarta di mana 
angkanya mencapai 187,3 unit  dan angka paling rendah di provinsi di Sulawesi Utara yaitu sebanyak 
19,7 unit. Kondisi fasilitas kesehatan tidak banyak berbeda, yaitu rata-rata paling tinggi di Provinsi DKI 
Jakarta (184 unit) dan terendah di Sulawesi Utara (25,2 unit). Pada putaran 2 variasi rata-rata jumlah 
fasilitas juga cukup tinggi. Untuk fasilitas pendidikan dasar, Provinsi DKI menempati posisi pertama 
dengan angka 107 unit per kecamatan, sedangkan Provinsi Papua Barat  angkanya hanya 10,5 unit 
per kecamatan.  Untuk fasilitas kesehatan perbedaan antar provinsi semakin nyata. Angka di DKI 
Jakarta (238 unit) jauh lebih tinggi di banding Papua Barat (18 unit).   
Kondisi fasilitas pelayanan dasar  yang cukup memprihatinkan di Provinsi Sulawesi Utara dan 
Papua, diharapkan mendapat perhatian yang besar baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah tidak saja untuk menunjang program PKH namun juga untuk peningkatan kualitas dan 
kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh Indonesia. 
6.3 Evaluasi Data RTSM dengan PMT 
Model PMT dapat digunakan untuk menilai kewajaran data yang dihasilkan SPDKP, yaitu apakah rumah 
tangga hasil pendataan SPDKP  memang layak sebagai  penerima bantuan PKH (RTSM). Dengan kata lain, 
penerapan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesalahan karena memasukkan yang sebenarnya tidak 
layak (inclusion error) 
Dengan merujuk kepada penggunaan model PMT untuk evaluasi inclusion error seperti dijelaskan 
pada sub bab 2.5, ilustrasi penerapan model PMT untuk data set Kabupaten Pasuruan disajikan pada 
Grafik 6.1. Seperti terungkap pada grafik itu, sekitar 0,29% dari RTSM di Kabupaten Pasuruan (7.681), 
berada di atas garis kemiskinan (176.483 rupiah). Pada Gambar 6.1  tersebut terlihat, terdapat sekitar 
22 rumah tangga yang berada jauh di atas garis kemiskinan, yang selanjutnya diidentifikasikan 
sebagai inclusion error.  
Secara rata-rata, pengeluaran perkapita   per bulan berkisar 125.541 rupiah dengan nilai minimum 
sekitar 65.845 rupiah dan nilai pengeluaran maksimum sekitar 194.352 rupiah. Daftar 6.5 
mengilustrasikan contoh data  RTSM yang telah dilakukan proses imputasi. Data  yang terlihat adalah 
data  dengan pengeluaran per kapita di atas perkiraan garis kemiskinan 176.483 rupiah. Rumah 
tangga-rumah tangga yang diatas garis kemiskinan tersebut harus diverifikasi kembali ke lapangan 
agar tidak terjadi inclusion error.  
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Gambar 6.1 
Hasil Proxy Means Test RTSM SPDKP Putaran 2 Kabupaten Pasuruan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
Mean Std. Deviation Min Max 
Perkiraan  Jumlah RTSM > GK 
Valid Missing GK 2007 Total % 
7681 0 125541.3 16848.7 65844.7 194352.1 176.482,8 22 0,29 
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Tabel 6.3 
Daftar Nama dan Alamat Rumah Tangga Hasil SPDKP Putaran 2 yang Berada di Atas Perkiraan Garis 
Kemiskinan, Kabupaten Pasuruan 
 
KD 
KEC 
KD 
KEL SLS2 SLS3 
NO 
URT ALAMAT NAMA  KRT 
JML 
ART Y 
160 010 RW 01 RT 01 011 DUSUN DADAPAN RW 06 RT 11 SUPRIADI 2 194352.1 
160 001 RW 02 RT 17 008 DUSUN BRUKAN RW 02 RT 17 SOLIHA 1 192971.9 
010 004 RW 06 RT 01 022 DSN PUTUK TIMUR RW 06 /RT 01 KHUJAINI 2 192591.6 
150 004 RW 003 RT 013 012 DUSUN KAUMAN RT 13 RW 03 358 MAIMUNAH 2 191726.8 
160 013 RW 08 RT 01 015 DUSUN SEDENGGUNG RW 08 RT 01 M. ZAILANI 1 189795.0 
100 009 RW 01 RT 03 001 DUSUN NGEMPLAK RW 01 RT 03 SURYOTO 3 188304.6 
150 001 RW 02 RT 06 008 KOLURSARI RT 06/02 SUMIATI 2 187930.4 
040 002 RW 003 RT 007 019 DSN KANDANGSARI RW 3/RT 7 JUMINAH 2 185225.1 
010 007 RW 03 RT 03 005 KRAJAN RW.03 RT.03 EDI SUTRISNO 2 184485.6 
150 001 RW 03 RT 04 017 BEKACAK RW 03 RW 04 RIAMI 2 182376.2 
010 004 RW 08 RT 02 010 DUSUN SEMPU RT 02 RW 08 ADI R. M. 2 182102.8 
160 012 RW 05 RT 02 013 DUSUN KRAJAN RW 05 RT 02 SUGENG S 3 181192.7 
100 003 RW 001 RT 002 004 KLATAAN RW 001 RT 002 LIMAN 2 180471.3 
150 012 RW 02 RT 05 015 LINGKUNGAN BADARAN DASMIA T. 2 178943.8 
010 012 RW 11 RT 02 002 SEMAMBUNG LASMINI 2 178586.2 
160 010 RW 03 RT 03 002 DUSUN KRAJAN RW03 RT 03 KHOLIL 2 178425.6 
150 002 RW 02 RT 01 006 JL. DIPONEGORO III/389 MA'ANI 2 178318.6 
150 001 RW 01 RT 03 006 MENDALAN MAS HADI 4 177709.2 
100 012 RW 07 RT 02 001 DUSUN SEKARJOHO RW07 RT02 TUPAH 2 177695.5 
100 014 RW 01 RT 01 001 DUSUN JAWI RW 01 RT 01 ABDUL KHOLIQ 3 177693.7 
160 011 RW 09 RT 01 010 DUSUN SEMBON SELATAN KOSIM 2 177482.4 
010 003 RW 11 RT 03 012 DUSUN BANJIRAN TENGAH MARIYONO 2 176897.7 
 
Hasil PMT untuk beberapa kabupaten/kota terpilih SPDKP 2007 putaran 2 yang di duga masih 
mengandung inclusion error,  dan perlu diverifikasi kembali ke lapangan dapat dilihat pada lampiran 
17. Hasil verifikasi lapangan selanjutnya akan digunakan dalam menyempurnakan data base RTSM 
layak PKH final yang akan diserahkan ke UP-PKH Pusat.  
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Penutup 
 
 
Kegiatan SPDKP merupakan kegiatan pendataan besar yang harus diselenggarakan secara 
ekstra hati-hati, karena data yang dihasilkan akan disajikan pada tingkat individu  menurut nama dan 
alamat. Data  hasil SPDKP adalah data RTSM yang memenuhi kriteria PKH, yaitu RTSM yang 
memiliki salah satu kriteria berikut: ada anak balita, ada anak usia sekolah SD/SLTP (5-17 tahun), dan 
ada wanita usia subur (WUS) yang sedang hamil. 
Oleh karena data RTSM yang memenuhi kriteria PKH akan digunakan sebagai target sasaran 
penerima BTB untuk PKH harus bebas dari kesalahan (zero error), baik kesalahan cakupan maupun 
kesalahan isian. Kesalahan cakukan artinya kesalahan karena memasukkan rumah tangga yang 
bukan RTSM layak PKH dan kesalahan karena tidak memasukan RTSM layak PKH. Sedangkan 
kesalahan isian artinya kesalahan karena ketidaktepatan karakteristik tertentu dari data RTSM layak 
PKH, seperti kesalahan penulisan nama anak, nama sekolah yang diikuti oleh anak dan nama fasiltas 
kesehatan biasanya dikunjungi RTSM layak PKH. 
Untuk menghindari setiap jenis kesalahan, diperlukan upaya pelaksanaan pendataan secara 
optimal dan konsisten. Upaya ini ditempuh dengan menembangkan mekanisme pendataan dan 
pengawasan yang efektif. Secara khusus, pendataan lapangan dilakukan secara tim dan pengawasan 
dilakukan dengan mengaktifkan task force pada semua level. 
Laporan ini menjelaskan semua proses pelaksanaan kegiatan SPDKP, mulai dari tahap 
perencanaan sampai dengan tahap evaluasi data, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggung 
jawabkan. Pengalaman berharga selama pelaksanaan SPDKP tahun 2007 dijelaskan dalam laporan 
ini sehingga berguna bagi pelaksana SPDKP berikutnya dan pendataan mikro sejenis di masa yang 
akan datang. 
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SURVEI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 2007
KETERANGAN DESA
SPKD07.DESA
RAHASIA
I. PENGENALAN TEMPAT
1.  Propinsi
4.  Desa/Kelurahan/Nagari*)
3.  Kecamatan
2.  Kabupaten/Kota  *)
II. KETERANGAN PETUGAS
1.
3.
4.
6.
Nama pencacah: ……………………………………………..
Tanda Tangan Pencacah,
               (………………………………………………)
2. Tanggal Pencacahan : 5.
Nama pemeriksa: …………………………………………………...
Tanggal Pemeriksaan:
Tanda Tangan Pemeriksa,
                     (………………………………………………)
5.  Klasifikasi desa/kelurahan*) 1 Perkotaaan 2    Perdesaan
6.  Kode pos desa/kelurahan*) 
IIIA. INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN
1. Ketersediaan sarana SD/MI/SDLB/Kejar Paket A/Salafiah 
    Paket A/Pondok Pesantren di desa ini          1. Ada, jumlahnya               2. Tidak ada Ke R. 3
,
*) Coret yang tidak sesuai
b. Alamat sekolah2a. Nama sekolah c. Nomor Statistik Sekolah (NSS)
k.Jumlah guru 
    tidak tetap
j. Jumlah guru 
    PNS/tetap
d. Jumlah 
    ruang
    kelas
i. Jumlah murid
……..……………………………………… i……………………….
h. Jumlah 
rombongan belajar
e. Jumlah ruang
     kelas yang 
     layak pakai
g. Rata2x kehadiran 
guru dlm seminggu
f. Keberadaan sarana: 1. ada 2. Tidak
Meja :          Kursi :           Papan tulis  :
b. Alamat sekolah2a. Nama sekolah c. Nomor Statistik Sekolah (NSS)
k.Jumlah guru 
    tidak tetap
j. Jumlah guru 
    PNS/tetap
d. Jumlah 
    ruang
    kelas
i. Jumlah murid
……..……………………………………… ii……………………….
h. Jumlah 
rombongan belajar
e. Jumlah ruang
     kelas yang 
     layak pakai
g. Rata2x kehadiran 
guru dlm seminggu
f. Keberadaan sarana: 1. ada 2. Tidak
Meja :          Kursi :           Papan tulis  :
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3. Ketersediaan sarana SLTP/MTs/SMPLB/Kejar Paket B/Salafiah 
     Paket B/Pondok Pesantren di desa ini
IIIA.  LANJUTAN
         1. Ada, jumlahnya              2. Tidak ada Ke B.IIIB
,
b. Alamat sekolah2a. Nama sekolah c. Nomor Statistik Sekolah (NSS)
k.Jumlah guru 
    tidak tetap
j. Jumlah guru 
    PNS/tetap
d. Jumlah 
    ruang
    kelas
i. Jumlah murid
……..………………………………………iii……………………….
h. Jumlah 
rombongan belajar
e. Jumlah ruang
     kelas yang 
     layak pakai
g. Rata2x kehadiran 
guru dlm seminggu
f. Keberadaan sarana: 1. ada 2. Tidak
Meja :          Kursi :           Papan tulis  :
b. Alamat sekolah2a. Nama sekolah c. Nomor Statistik Sekolah (NSS)
k.Jumlah guru 
    tidak tetap
j. Jumlah guru 
    PNS/tetap
d. Jumlah 
    ruang
    kelas
i. Jumlah murid
……..……………………………………… iv…………………….
h. Jumlah 
rombongan belajar
e. Jumlah ruang
     kelas yang 
     layak pakai
g. Rata2x kehadiran 
guru dlm seminggu
f. Keberadaan sarana: 1. ada 2. Tidak
Meja :          Kursi :           Papan tulis  :
b. Alamat sekolah2a. Nama sekolah c. Nomor Statistik Sekolah (NSS)
k.Jumlah guru 
    tidak tetap
j. Jumlah guru 
    PNS/tetap
d. Jumlah 
    ruang
    kelas
i. Jumlah murid
……..……………………………………… v……………………….
h. Jumlah 
rombongan belajar
e. Jumlah ruang
     kelas yang 
     layak pakai
g. Rata2x kehadiran 
guru dlm seminggu
f. Keberadaan sarana: 1. ada 2. Tidak
Meja :          Kursi :           Papan tulis  :
b. Alamat sekolah4a. Nama sekolah c. Nomor Statistik Sekolah (NSS)
k.Jumlah guru 
    tidak tetap
j. Jumlah guru 
    PNS/tetap
d. Jumlah 
    ruang
    kelas
i. Jumlah murid
……..……………………………………… i……………………….
h. Jumlah 
rombongan belajar
e. Jumlah ruang
     kelas yang 
     layak pakai
g. Rata2x kehadiran 
guru dlm seminggu
f. Keberadaan sarana: 1. ada 2. Tidak
Meja :          Kursi :           Papan tulis  :
b. Alamat sekolah4a. Nama sekolah c. Nomor Statistik Sekolah (NSS)
k.Jumlah guru 
    tidak tetap
j. Jumlah guru 
    PNS/tetap
d. Jumlah 
    ruang
    kelas
i. Jumlah murid
……..……………………………………… ii……………………….
h. Jumlah 
rombongan belajar
e. Jumlah ruang
     kelas yang 
     layak pakai
g. Rata2x kehadiran 
guru dlm seminggu
f. Keberadaan sarana: 1. ada 2. Tidak
Meja :          Kursi :           Papan tulis  :
b. Alamat sekolah4a. Nama sekolah c. Nomor Statistik Sekolah (NSS)
k.Jumlah guru 
    tidak tetap
j. Jumlah guru 
    PNS/tetap
d. Jumlah 
    ruang
    kelas
i. Jumlah murid
……..……………………………………… iii……………………….
h. Jumlah 
rombongan belajar
e. Jumlah ruang
     kelas yang 
     layak pakai
g. Rata2x kehadiran 
guru dlm seminggu
f. Keberadaan sarana: 1. ada 2. Tidak
Meja :          Kursi :           Papan tulis  :
(Kuesioner SPKD07.DESA  Uji Coba-Lanjutan) 
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12. Ketersediaan posyandu di desa ini     1. Ada, jumlah   2. Tidak ada Ke Blok IV
13a. Nama posyandu
           ,
c. Apakah ada 
    pelayanan ?
1. Ada 
2. Tidak R.13e
e. Apakah ada     
penyuluhan          
kader? 
1. Ada  2. Tidak 
i………………………. ………..………………………………………………
IIIB.  LANJUTAN
10. Ketersediaan klinik desa di desa ini     1. Ada, jumlah          2. Tidak ada Ke R.12 ,
d. Jumlah 
bidan
………..………………………………
………………………………………i...…………………….
11a. Nama klinik b. Alamat klinik
c.Jumlah 
dokter 
umum
Buka
Tutup
f.Jam kerja Snn SbJmtKmsRbSlse. Jumlah perawat/
mantri
d. Jumlah 
bidan
………..………………………………
………………………………………ii...…………………….
11a. Nama klinik b. Alamat klinik
c.Jumlah 
dokter 
umum
Buka
Tutup
f.Jam kerja Snn SbJmtKmsRbSlse. Jumlah perawat/
mantri
d. Jumlah 
bidan
………..………………………………
………………………………………iii...…………………….
11a. Nama klinik b. Alamat klinik
c.Jumlah 
dokter 
umum
Buka
Tutup
f.Jam kerja Snn SbJmtKmsRbSlse. Jumlah perawat/
mantri
g. Apakah 
ada 
timbangan?
1. Ada 
2. Tidak
d. Jumlah 
kunjungan 
nakes.
Selama 3 bulan terakhir
b. Alamat posyandu
ii………………………. ………..………………………………………………
h. Jumlah 
kader
iii………………………. ………..………………………………………………
iv………………………. ………..………………………………………………
v………………………. ………..………………………………………………
vi………………………. ………..………………………………………………
vii………………………. ………..………………………………………………
viii……………………. ………..………………………………………………
ix………………………. ………..………………………………………………
x………………………. ………..………………………………………………
xi………………………. ………..………………………………………………
xiii……………………. ………..………………………………………………
Selama 1 tahun terakhir
f. Jika ada, 
jumlah 
penyuluhan          
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IV. PELAYANAN KESEHATAN
Jumlah 
balita 
yang 
ditimbang
Jumlah 
anak < 11 
bln yang 
diimunisasi 
Campak
Jumlah 
anak < 11 
bln yang 
diimunisasi 
Polio
Jumlah 
anak < 11 
bln yang 
diimunisasi 
DPT
Jumlah 
anak < 11 
bln yang 
diimunisasi 
BCG
Jumlah 
anak 
< 11 bln 
yang 
diimunisasi 
Hepatitis B
Jumlah 
anak < 11 
bln yang 
menerima 
tablet 
Vitamin A
Jumlah 
ibu hamil 
menerima 
tablet Fe 
lengkap
Jumlah 
Ibu 
hamil 
yang 
periksa 
Wanita 
usia 
15 – 49 
yang 
diimunisasi 
TT
Kelahiran 
yang 
dibantu 
tenaga 
medis
No 
(sesuai 
dg 
rincian 
pada 
Blok 
IIIB)
(2) (7)(6)(5)(4)(3) (8) (11)(10)(9) (12)(1)
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SURVEI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR 2007
SPKD07.LS
RAHASIA
II. KETERANGAN PETUGAS
I. PENGENALAN TEMPAT
1.  Propinsi
4.  Desa/Kelurahan/Nagari*)
3.  Kecamatan
2.  Kabupaten/Kota  *)
5.  Klasifikasi desa/kelurahan*)       1 Perkotaaan         2    Perdesaan
1.
3.
Nama pencacah: ……………………………………………………………….
Tanda Tangan Pencacah,
                                            (………………………………………………)
2. Tanggal Pencacahan :
III. PENDAFTARAN RUMAH TANGGA
6. Nama SLS tingkat terbawah …………………………………………………………………………………………………..
8. Jumlah RT yang layak didata lebih lanjut
    dengan SPKD07.RT 
7. No. Kode pos 
No.
Nama Kepala 
Rumah penerima 
BLT
Apakah ada 
anak usia 
0 – 18 Tahun
(1) (2) (4)
Bila ada, 
apakah 
sedang 
hamil?
(6)
Status kelayakan pendataan 
lebih lanjut dengan 
SPKD07.RT, [jika kol. 4 dan 
atau kol 6 berisi tanda cek(√)]
(7)
Alamat
(3)
Apakah ada Wanita 
Usia 10 – 49 Tahun
(WUS)
Beri tanda cek (√) 
(5)
1
2
3
6
5
4
*) Coret yang tidak sesuai
Lampiran 2: Daftar SPKD07.LS - Uji Coba  
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Jumlah RT yang layak didata lebih lanjut 
dengan SPKD07.RT
Di halaman ini (a)
Sampai dengan halaman ini (a) + (b)
III. PENDAFTARAN RUMAH TANGGA
No.
Nama Kepala 
Rumah penerima 
BLT
Apakah ada 
anak usia 
0 – 18 Tahun
(1) (2) (4)
Bila ada, 
apakah 
sedang 
hamil?
(6)
Status kelayakan pendataan 
lebih lanjut dengan 
SPKD07.RT, [jika kol. 4 dan 
atau kol 6 berisi tanda cek(√)]
(7)
Alamat
(3)
Apakah ada Wanita 
Usia 10 – 49 Tahun
(WUS)
Beri tanda cek (√) 
(5)
7
8
9
13
12
11
10
14
15
16
20
19
18
17
21
22
23
27
26
25
24
28
29
30
Di halaman sebelumnya (b)
Halaman …. dari …...halaman
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Jumlah RT yang layak didata lebih lanjut 
dengan SPKD07.RT
Di halaman ini (a)
Sampai dengan halaman ini (a) + (b)
III. PENDAFTARAN RUMAH TANGGA
No.
Nama Kepala 
Rumah penerima 
BLT
Apakah ada 
anak usia 
0 – 18 Tahun
(1) (2) (4)
Bila ada, 
apakah 
sedang 
hamil?
(6)
Status kelayakan pendataan 
lebih lanjut dengan 
SPKD07.RT, [jika kol. 4 dan 
atau kol 6 berisi tanda cek(√)]
(7)
Alamat
(3)
Apakah ada Wanita 
Usia 10 – 49 Tahun
(WUS)
Beri tanda cek (√) 
(5)
31
32
33
37
36
35
34
38
39
40
44
43
42
41
45
46
47
51
50
49
48
52
53
54
Di halaman sebelumnya (b)
Halaman …. dari …...halaman
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IV. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA
IVA. KESEHATAN 
  IBU HAMIL DAN ART UMUR 0 – 6 TAHUN        Jumlah : ………………
        (kolom 15 atau 17  yang dilingkari)
DIISI PENGAWAS
 ………………………………………………..  ………………………………………………………………
……………………………………………………………….
 ………………………………………………..  ………………………………………………………………
……………………………………………………………….
 ………………………………………………..  ………………………………………………………………
……………………………………………………………….
 ………………………………………………..  ………………………………………………………………
……………………………………………………………….
 ………………………………………………..  ………………………………………………………………
……………………………………………………………….
IVB. PENDIDIKAN 
(kolom 15 yang bertanda segitiga)       Jumlah : ………………
No. urut 
ART
Dimana (NAMA) bersekolah/sekolah yang 
diinginkan Alamat sekolah
Nomor Statistik Sekolah 
(NSS)
No. urut 
ART
Dimana (NAMA) memeriksa kesehatan/
ingin memeriksa kesehatan Alamat fasilitas kesehatan
Nomor Kode 
Fasilitas Kesehatan
DIISI PENGAWAS
 ………………………………………………..  ………………………………………………………………
……………………………………………………………….
 ………………………………………………..  ………………………………………………………………
……………………………………………………………….
 ………………………………………………..  ………………………………………………………………
……………………………………………………………….
 ………………………………………………..  ………………………………………………………………
……………………………………………………………….
 ………………………………………………..  ………………………………………………………………
……………………………………………………………….
(1) (2) (3) (4)
(1) (2) (3) (4)
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Lampiran 4: Kuesioner SPDKP07.DESA – Putaran 1  
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IVA. INFRASTRUKTUR 
1a. Apakah di Desa/Kelurahan/Nagari ini tersedia sarana SD/MI/SDLB/Kejar Paket A/Salafiah setingkat SD?
d. Nama kepala 
      sekolahb. Nama sekolah
e. Nomor Statistik Sekolah (NSS)
f. Nomor Statistik Bangunan (NSB)
(2)(1) (4)
c. Alamat sekolah
(3)
……..……………..
…………………….
e. 
f. 
1) ……………………
    ……………………
……..………………………
……………………………..
……..……………..
…………………….
e. 
f. 
2) ……………………
    ……………………
……..………………………
……………………………..
……..……………..
…………………….
e. 
f. 
3) ……………………
    ……………………
……..………………………
……………………………..
……..……………..
…………………….
e. 
f. 
4) ……………………
    ……………………
……..………………………
……………………………..
……..……………..
…………………….
e. 
f. 
5) ……………………
    ……………………
……..………………………
……………………………..
……..……………..
…………………….
e. 
f. 
6) ……………………
    ……………………
……..………………………
……………………………..
……..……………..
…………………….
e. 
f. 
7) ……………………
    ……………………
……..………………………
……………………………..
……..……………..
…………………….
e. 
f. 
8) ...…………………
    ……………………
……..………………………
……………………………..
……..……………..
…………………….
e. 
f. 
9) ……………………
    ……………………
……..………………………
……………………………..
……..……………..
…………………….
e. 
f. 
10) .…………………
    ……………………
……..………………………
……………………………..
……..……………..
…………………….
e. 
f. 
11) ……….…………
    ……………………
……..………………………
……………………………..
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PENDIDIKAN
         1. Ada, …..….. sekolah                 2. Tidak ada Ke R. 2a      ,
(5)
h. Jumlah ruang
     kelas yang 
     layak pakai
i. Keberadaan sarana: 
n.Jumlah guru 
    tidak tetap
m. Jumlah 
      guru 
      PNS/
      tetap
l. Jumlah  
    murid
k. Jumlah 
    rombel
j. Rata-rata 
   kehadiran
   guru dlm 
   seminggu
Meja Kursi
Papan tulis
1. ada 2. Tidak
(7)(6) (14)(8) (9) (10) (11) (12) (13)
g. Jumlah 
    ruang
    kelas
Jumlah
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(Kuesioner SPDKP07.DESA Putaran 1 – Lanjutan) 
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JUTAN
KESEHATAN
i.Jumlah perawat/
mantri
f.Jenis puskesmas:
1. Rawat inap
2. Non rawat inap
h.Jumlah 
bidan
g.Jumlah dokter 
   umum j.Jam kerja Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
(6)(5) (9)(7)
h.Jumlah perawat/
mantrig.Jumlah bidan
f.Jumlah dokter 
  umum i.Jam kerja Senin
         1. Ada, ……..buah                 2. Tidak ada Ke R. 3 ,
Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
(6)(5) (8)(7)
(8)
         1. Ada, …..….. sekolah                 2. Tidak ada Ke Blok IVB      ,
Tutup
Buka
Tutup
Buka
(5)
h. Jumlah ruang
     kelas yang 
     layak pakai
i. Keberadaan sarana 
n.Jumlah guru 
    tidak tetap
m. Jumlah
      guru 
      PNS/ 
      tetap
l. Jumlah  
    murid
k. Jumlah 
    rombel
j. Rata-rata   
   kehadiran  
   guru dlm   
   semingguMeja Kursi
Papan tulis
1. ada 2. Tidak
(7)(6) (14)(8) (9) (10) (11) (12) (13)
g. Jumlah 
    ruang
    kelas
Jumlah
         1. Ada, …………. puskesmas                 2. Tidak ada Ke R. 2a ,
(Kuesioner SPDKP07.DESA Putaran 1 – Lanjutan) 
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007: Laporan Teknis Pelaksanaan 81 
SURVEI PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN  2007
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SPDKP07.LS
RAHASIA
II. KETERANGAN PETUGAS
I. PENGENALAN TEMPAT
1.  Propinsi
4.  Desa/Kelurahan/Nagari*)
3.  Kecamatan
2.  Kabupaten/Kota  *)
5.  Klasifikasi desa/kelurahan*)       1 Perkotaaan         2    Perdesaan
III. PENDAFTARAN RUMAH TANGGA
8. Jumlah RT yang layak didata lebih lanjut
    dengan SPDKP07.RT 
*) Coret yang tidak sesuai
1.
4.
2.
5.
Nama pencacah I : ……………………………………………..
Tanda Tangan Pencacah I,
                 (………………………………………………)
3.
           Tanggal        Bulan                Tahun
Tanggal Pencacahan :
Nama pencacah II: ………………………………………………..
Tanda Tangan Pencacah II,
             (………………………………………………)
6. Kode pos Desa/Kelurahan/Nagari/Kecamatan*)
7. Nama SLS lengkap dibawah Desa/Kelurahan/Nagari* …………………………………………………………………………………………………..
No.
Nama 
kepala 
rumah 
tangga 
penerima 
BLT
Apakah 
ada ART 
usia 
0 – 17 
tahun?
Bila ada 
WUS, 
apakah 
sedang 
hamil?
Status kelayakan 
pendataan lebih lanjut 
dengan SPDKP07.RT, 
[jika kol. 7 dan atau kol 9 
berisi tanda cek(√)]
Alamat
Apakah ada 
wanita usia 
10 – 49 
tahun?
(WUS)
Beri tanda cek (√) 
(1) (2) (4) (7) (8)(3) (5)
Apakah RT 
ini bagian 
dari RT lain 
penerima 
BLT?
1. Ya Stop
2. Tidak
(9)
Nomor 
KIP
(10)
1
2
3
4
5
6
Menurut 
petugas, apakah 
RT ini mampu?
1.Ya, yakin
   Stop
2. Ya, ragu-ragu
3. Tidak mampu
(6)
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III. PENDAFTARAN RUMAH TANGGA
Jumlah RT yang layak didata lebih lanjut 
dengan SPDKP07.RT
Di halaman ini (a)
Di halaman  sebelumnya (b)
Sampai dengan halaman ini (a) + (b)
No.
Nama 
kepala 
rumah 
tangga 
penerima 
BLT
Apakah 
ada ART 
usia 
0 – 17 
tahun
Bila ada 
WUS, 
apakah 
sedang 
hamil?
Status kelayakan 
pendataan lebih lanjut 
dengan SPDKP07.RT, 
[jika kol. 7 dan atau kol 9 
berisi tanda cek(√)]
Alamat
Apakah ada 
wanita usia 
10 – 49 
tahun
(WUS)
Beri tanda cek (√) 
(1) (2) (4) (7) (8)(3) (5)
Apakah RT 
ini bagian 
dari RT lain 
penerima 
BLT?
1. Ya stop
2. Tidak
(9)
Nomor 
KIP
(10)
Menurut 
petugas, apakah 
RT ini mampu?
1.Ya, yakin
   stop
2. Ya, ragu-ragu
3. Tidak mampu
(6)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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Lampiran 6: Daftar SPDKP07.SW – Putaran 1  
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SURVEI PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN  2007
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SPDKP07.LS
RAHASIA
II. KETERANGAN PETUGAS
I. PENGENALAN TEMPAT
1.  Propinsi
4.  Desa/Kelurahan/Nagari*)
3.  Kecamatan
2.  Kabupaten/Kota  *)
5.  Klasifikasi desa/kelurahan*)       1 Perkotaaan         2    Perdesaan
III. PENDAFTARAN RUMAH TANGGA
8. Jumlah RT yang layak didata lebih lanjut
    dengan SPDKP07.RT 
*) Coret yang tidak sesuai
1.
4.
2.
5.
Nama pencacah I : ……………………………………………..
Tanda Tangan Pencacah I,
                 (………………………………………………)
3.
           Tanggal        Bulan                Tahun
Tanggal Pencacahan :
Nama pencacah II: ………………………………………………..
Tanda Tangan Pencacah II,
             (………………………………………………)
6. Kode pos Desa/Kelurahan/Nagari/Kecamatan*)
7. Nama SLS lengkap dibawah Desa/Kelurahan/Nagari* …………………………………………………………………………………………………..
No.
Nama 
kepala 
rumah 
tangga 
penerima 
BLT
Apakah 
ada ART 
usia 
0 – 17 
tahun?
Bila ada 
WUS, 
apakah 
sedang 
hamil?
Status kelayakan 
pendataan lebih lanjut 
dengan SPDKP07.RT, 
[jika kol. 7 dan atau kol 9 
berisi tanda cek(√)]
Alamat
Apakah ada 
wanita usia 
10 – 49 
tahun?
(WUS)
Beri tanda cek (√) 
(1) (2) (4) (7) (8)(3) (5)
Apakah RT 
ini bagian 
dari RT lain 
penerima 
BLT?
1. Ya Stop
2. Tidak
(9)
Nomor 
KIP
(10)
1
2
3
4
5
6
Menurut 
petugas, apakah 
RT ini mampu?
1.Ya, yakin
   Stop
2. Ya, ragu-ragu
3. Tidak mampu
(6)
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III. PENDAFTARAN RUMAH TANGGA
Jumlah RT yang layak didata lebih lanjut 
dengan SPDKP07.RT
Di halaman ini (a)
Di halaman  sebelumnya (b)
Sampai dengan halaman ini (a) + (b)
No.
Nama 
kepala 
rumah 
tangga 
penerima 
BLT
Apakah 
ada ART 
usia 
0 – 17 
tahun
Bila ada 
WUS, 
apakah 
sedang 
hamil?
Status kelayakan 
pendataan lebih lanjut 
dengan SPDKP07.RT, 
[jika kol. 7 dan atau kol 9 
berisi tanda cek(√)]
Alamat
Apakah ada 
wanita usia 
10 – 49 
tahun?
(WUS)
Beri tanda cek (√) 
(1) (2) (4) (7) (8)(3) (5)
Apakah RT 
ini bagian 
dari RT lain 
penerima 
BLT?
1. Ya Stop
2. Tidak
(9)
Nomor 
KIP
(10)
Menurut 
petugas, apakah 
RT ini mampu?
1.Ya, yakin
   stop
2. Ya, ragu-ragu
3. Tidak mampu
(6)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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III. PENDAFTARAN RUMAH TANGGA
Jumlah RT yang layak didata lebih lanjut 
dengan SPDKP07.RT
Di halaman ini (a)
Di halaman  sebelumnya (b)
Sampai dengan halaman ini (a) + (b)
No.
Nama 
kepala 
rumah 
tangga 
penerima 
BLT
Apakah 
ada ART 
usia 
0 – 17 
tahun
Bila ada 
WUS, 
apakah 
sedang 
hamil?
Status kelayakan 
pendataan lebih lanjut 
dengan SPDKP07.RT, 
[jika kol. 7 dan atau kol 9 
berisi tanda cek(√)]
Alamat
Apakah ada 
wanita usia 
10 – 49 
tahun
(WUS)
Beri tanda cek (√) 
(1) (2) (4) (7) (8)(3) (5)
Apakah RT 
ini bagian 
dari RT lain 
penerima 
BLT?
1. Ya stop
2. Tidak
(9)
Nomor 
KIP
(10)
Menurut 
petugas, apakah 
RT ini mampu?
1.Ya, yakin
   stop
2. Ya, ragu-ragu
3. Tidak mampu
(6)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
 
(Kuesioner SPDKP07.RT  Putaran 1 – Lanjutan) 
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007: Laporan Teknis Pelaksanaan 87 
 
 
 
 
 
Lampiran 9: Kuesioner SPDKP07.SW – Putaran 2  
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SURVEI PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN 2007
KETERANGAN RUMAH TANGGA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SPDKP07.RT
RAHASIA
*) Coret yang tidak sesuai
II. KETERANGAN PETUGAS
7.
Nama pemeriksa : …………...………………………….6.
             Tanggal     Bulan            Tahun
Tanggal pemeriksaan:
Tanda tangan pemeriksa,
(………………………………………………)
8.
I. PENGENALAN TEMPAT
1.  Provinsi 
4.  Desa/Kelurahan/Nagari *) 
3.  Kecamatan 
2.  Kabupaten/Kota  *)
5. Nama SLS lengkap dibawah Desa/Kelurahan/Nagari *) 
6. Nomor urut rumah tangga 
  8. Nama jalan/gang/lorong dan nomor 
9a. Nama kepala rumah tangga : …………..………………………..…………………………….….
  b. Nama ibu kandung kepala rumah tangga : …………………………..……..…………………………………...
10a. Jumlah keluarga :       ……………...……                                                                    b. Jumlah ART: ……...
1.
4.
2.
5.
Nama pencacah I : ………………………………………
Tanda tangan pencacah I,
SAYA TELAH BENAR-BENAR MELAKSANAKAN 
PENCACAHAN SESUAI DENGAN PROSEDUR
(………………………………………………)
3.
           Tanggal       Bulan               Tahun
Tanggal pencacahan :
Nama pencacah II: ………………………………………
Tanda tangan pencacah II,
SAYA TELAH BENAR-BENAR MENYAKSIKAN 
PENCACAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENCACAH I 
SESUAI DENGAN PROSEDUR
(………………………………………………)
7. Nomor KIP (di salin dari daftar SPDKP07.LS Blok III Kolom 2)
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VI. CATATAN
(Kuesioner SPDKP07.RT  Putaran 2 – Lanjutan) 
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Lampiran 12: Daftar SPDKP07.VLD – Putaran 2  
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007: Laporan Teknis Pelaksanaan 97 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 13: Daftar SPDKP07.VLK – Putaran 2  
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Rule Validasi 
Program Pengolahan SPDKP07 
Putaran I 
 
I. SPDKP07.LS 
RANGE CEK 
 
No Kode Perincian Tipe Range-Cek Keterangan 
I. PENGENALAN TEMPAT 
1 R101 Provinsi 2 Char - Master Provinsi 
2 R102 Kabupaten/Kota 2 Char - Master 
Kabupaten/Kota 
3 R103 Kecamatan 3 Char - Master Kecamatan 
4 R104 Desa/Kelurahan/Nagari 3 Char - Master Desa 
5 D105 Klasifikasi Desa/Kelurahan/Nagari 1 Char 1-2 1=Perkotaan  
2=Perdesaan 
6 D106 Kode Pos Desa/Kelurahan/Nagari/Kec 5 Char - 
   Mandatory 
7 R107 Nama SLS Lengkap dibawah Desa/ 
Kelurahan/Nagari 
40 Char - 
Mandatory 
8 R108 Jumlah RT yang layak didata lebih lanjut 
Dengan SPDKP07.RT 
3 Num 1-999   
II. KETERANGAN PETUGAS 
10 R203 Tanggal Pencacahan Date - Mandatory 
III. PENDAFTARAN RUMAH TANGGA 
11 R301 Nomor Urut Rumahtangga 3 Num 1-999   
12 R302 Nomor KIP 14 Char - 
 
Lampiran 14: Rule Validasi Program Pengolahan SPDKP07  
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(Rule Validasi Program Pengolahan SPDKP07 – Lanjutan) 
No Kode Perincian Tipe Range-Cek Keterangan 
13 R303 Nama 30 Char - 
Mandatory 
14 R304 Alamat 40 Char -  
15 R305 Apakah RT ini bagian dari RT lain 
penerima BLT? 
1 Char 1-2  1=Ya,  
2=Tidak 
16 R306 Menurut petugas, apakah RT ini mampu? 1 Char 1-3  1=Ya, yakin  
2=Ya, ragu-ragu 
3=Tidak mampu 
17 R307 Apakah ada ART usia 0-17 tahun? 1 Char 1, Blank 1=Ya 
Blank=Tidak 
21 R308 Apakah ada wanita usia 10-49 tahun? 
(WUS) 
1 Char 1, Blank 1=Ya 
Blank=Tidak 
22 R309 Bila ada WUS, apakah sedang hamil? 1 Char 1, Blank 1=Ya 
Blank=Tidak 
23 R310 Status kelayakan pendataan lebih lanjut 
dengan 
SPDKP07.RT (R307 dan atau R309) = Ya 
1 Char 1, Blank 1=Layak 
Blank=Tidak 
 
 
 
KONSISTENSI CEK 
 
No Perincian Perlakuan 
1 R301 Harus unik dalam satu SLS 
2 R305 & (R306 s.d. R310) Jika R305 =1, maka (R306 s.d. R310) harus Blank 
3 R306 & (R307 s.d. R310) Jika R306 =1, maka (R307 s.d. R310) harus Blank 
4 R308 & R309 Jika R308 = Blank, maka R309 harus Blank 
5 R307, R309 & R310 Jika R307 = Blank dan R309 = Blank, maka R310 harus 
Blank  
Jika R307 = 1 atau R309 = 1, maka R310 harus = 1 
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(Rule Validasi Program Pengolahan SPDKP07 – Lanjutan) 
2. SPDKP07.RT 
RANGE CEK 
No Kode Perincian Tipe Range-Cek Keterangan 
I. PENGENALAN TEMPAT 
1 R101 Provinsi 2 Char - Master Provinsi 
2 R102 Kabupaten/Kota 2 Char - Master Kabupaten/Kota 
3 R103 Kecamatan 3 Char - Master Kecamatan 
4 R104 Desa/Kelurahan/Nagari 3 Char - Master Desa 
5 R105 Nama SLS Lengkap dibawah Desa/ 
Kelurahan/Nagari 
40 Char - 
Mandatory 
6 R106 Nomor Urut Rumahtangga 3 Char 001-999   
7 R107 Nomor KIP 15 Char -   
8 R108 Nama jalan/Gang/Lorong dan Nomor 40 Char - 
Mandatory 
9 R109A Nama Kepala Rumahtangga 30 Char - Mandatory 
10 R109B Nama ibu kandung Kepala 
Rumahtangga 
30 Char - Mandatory 
11 R110A Jumlah Keluarga 1 Num 1-9   
12 R110B Jumlah ART 2 Num 1-29   
II. KETERANGAN PETUGAS 
13. R203 Tanggal Pencacahan Date - Mandatory 
III. DAFTAR ANGGOTA RUMAH TANGGA 
14 R301 Nomor Urut Anggota Rumahtangga 2 Num 1-29   
15 R302 Nama 30 Char - 
Mandatory 
16 R303 Hubungan dg Kepala Keluarga 1 Char 1-8 1=Kepala Rumahtangga  
2=Istri/Suami    
3=Anak   
4=Menantu    
5=Cucu     
6=Orang tua/mertua  
7=Famili lain   
8=Lainnya 
17 R304 Jenis Kelamin 1 Char 1-2 1=Laki-laki,   
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No Kode Perincian Tipe Range-Cek Keterangan 
2=Perempuan 
18 R305 Tanggal Lahir Date   
Mandatory 
19 R306 Umur 2 Num 0-99  
Mandatory 
20 R307 Status Perkawinan 1 Char 1-4 1=Belum Kawin   
2=Kawin   
3=Cerai Hidup    
4=Cerai Mati 
21 R308 Partisipasi Sekolah 1 Char 1-3 1=Tidak/belum pernah 
 sekolah   
2=Masih bersekolah   
3=Tidak sekolah lagi 
22 R309 Jenjang dan Jenis Pendidkan tertinggi 
yang pernah/ 
Sedang diduduki 
1 Char 1-3, 
Blank 
1=SD/MI/SDLB/Paket A 
 /Salafiah paket A  
 /ponpes setingkat SD      
2=SLTP/MTs/SMPLB/ 
 Paket B/Salafiah  
 paket B/ponpes  
 setingkat SLTP       
3=SMU/sederajat + 
23 R310 Tingkat Kelas Tertinggi yang 
pernah/sedang di- 
Duduki 
1 Char 1-7, 
Blank 
1=Kelas 1     
2=kelas 2     
3=Kelas 3    
4=Kelas 4    
5=Kelas 5    
6=Kelas 6     
7=Tamat 
24 R311 Ijazah/STTB yang dimiliki 1 Char 1-4, 
Blank 
1=Tidak punya ijazah SD  
2=SD/sederajat 
3=SLTP/sederajat    
4=SMU/sederajat + 
25 R312 No Urut Ibu kandung (utk 0-6 thn) 2 Char 01-29, 
Blank 
  
26 R313 Bekerja sebagai (utk 5-17 thn) 1 Char 1-3, 
Blank 
1=Pekerja dibayar   
2=Pekerja tdk dibayar   
3=Tidak bekerja 
27 R314 Penyandang cacat 1 Char 1-2 1=Ya,  
2=Tidak 
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No Kode Perincian Tipe Range-Cek Keterangan 
28 R315A Jenis cacat pertama 1 Char 1-7, 
Blank 
1=Tuna netra/buta       
2=Tuna runggu/tuli     
3=Tuna wicara/bisu     
4=Tuna rungu & wicara    
29 R315B Jenis cacat kedua 1 Char 1-7, 
Blank 
    5=Cacat tubuh    
    6=Cacat mental    
     7=Ganguan jiwa 
30 R316 Apakah ada yg sdg hamil?  
(utk wanita usia subur) 
1 Char 1-2, 
Blank 
1=Ya,  
2=Tidak 
 
IV. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA 
IV.A. KESEHATAN 
31 R4A Jumlah Ibu Hamil dan  
ART 0-6 thn yg belum sekolah 
1 Num 0-9  
32 R4A2 Jenis Fasilitas Kesehatan 1 Char 0-9 1=RS 
2=Puskesmas 
3=Pustu 
4=Pusling 
5=Klinik 
6=Polindes 
7=Bidan 
8=mantri 
9=Posyandu 
0=Lainnya 
33 R4A5 Kode Fasilitas Kesehatan 10 Char - Master Fasilitas 
Kesehatan 
  IV.B. PENDIDIKAN 
34 R4B Jumlah ART 5-6 thn yg sudah 
sekolah SD atau ART 7-17 thn 
1 Num. 
 
0-9   
35 R4B2 Jenis Fasilitas Pendidikan 1 Char 1-3 1=Sd & sederajat 
2=SLTP & sederajat 
3=SMU & sederajat 
36 R4B4 Nomor Statistik Sekolah (NSS) 12 Char - Master Fasilitas 
Pendidikan 
  IV.C. PEKERJA ANAK 
37 R4C Jumlah Pekerja Anak 1 Num 0-9   
38 R4C2 Lapangan Usaha 2 Char - Master Lapangan Usaha 
39 R4C3 Jenis Pekerjaan 3 Char - Master Jenis Pekerjaan 
40 R4C4 Jam Kerja dalam seminggu 2 Num 0-98,   
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No Kode Perincian Tipe Range-Cek Keterangan 
99=TT 
V. KETERANGAN PERUMAHAN & RUMAH TANGGA 
41 R501 Status Penguasaan Bangunan tempat 
tinggal 
Yang ditempati 
1 Char 1-5 1=Milik sendiri     
2=Kontrak/sewa            
3=Bebas sewa     
4=Dinas      
5=Lainnya 
42 R502 Luas Lantai Bangunan Tempat 
Tinggal (m2) 
3 Num 10-999   
43 R503 Jenis Lantai Bangunan Tempat 
Tinggal Terluas 
1 Char 1-3 1=Semen/keramik/kayu 
 berkualitas tinggi   
2=bambu/kayu     
    berkualitas rendah    
3=Tanah 
44 R504 Jenis Atap Bangunan Tempat Tinggal 
Terluas 
1 Char 1-7 1=Beton   
2=Genteng   
3=Sirap   
4=Seng   
5=Asbes   
6=Ijuk/rumbia   
7=Lainnya 
45 R505 Jenis Dinding Bangunan Tempat 
Tinggal Terluas 
1 Char 1-4 1=Tembok/plester/kayu  
 berkualitas tinggi    
2=Tembok tanpa  
 plester/kayu  
 berkualitas rendah     
3=Bambu/rumbia    
4=Lainnya 
46 R506 Fasilitas Tempat Buang Air Besar 1 Char 1-4 1=Sendiri    
2=Bersama    
3=Umum    
4=Tidak punya 
47 R507 Tempat Pembuangan Akhiir Tinja 1 Char 1-2, 
Blank 
1=Tangki septik    
2=Bukan tangki septik 
48 R508 Sumber Air Minum 1 Char 0-9 1=Air kemasan   
2=Ledeng   
3=Pompa   
4=Sumur terlindung   
5=Sumur tak terlindung   
6=Mata air terlindung   
7=Mata air tak  
    terlindung   
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8=Air sungai   
9=Air hujan   
0=Lainnya 
49 R509 Sumber Penerangan Utama 1 Char 1-2 1=Listrik    
2=Bukan listrik 
50 R510 Apakah mempunyai tempat tersendiri  
untuk dapur? 
1 Char 1-2 1=Ya,  
2=Tidak 
51 R511 Jenis bahan bakar untuk memasak 
sehari-hari 
1 Char 1-4 1=Gas/Listrik 
2=Minyak tanah 
3=Kayu/arang 
4=Tidak punya 
52 R512 Menerima kredit UMKM setahun yg 
lalu? 
1 Char 1-2 1=Ya      
2=Tidak 
53 R513 Lapngan Pekerjaan Utama Kep. RT 2 Char 1-14 1=Pertanian padi  
   & palawija    
2=Perkebunan   
3=Peternakan   
4=Perikanan   
5=Pertambangan & 
    penggalian  
6=Industri pengolahan  
7=Listrik, Gas & Air   
8=Konstruksi  
    bangunan        
9=Perdagangan 
10=Transportasi & 
      Komunikasi 
11=Persewaan 
12=Jasa 
      Kemasyarakatan 
13=Lainnya 
14=Tidak bekerja 
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Konsistensi Cek 
 
No Perincian Perlakuan 
1 R203 Harus < Hari ini 
2 R109A & R109B Harus unik dalam satu SLS 
3 R109A & R302 R109A harus sama dengan R302 yang pertama (KRT) 
 
4 R303 Yang berkode "1" hanya satu dalam rumahtangga 
 
5 R305 Harus < R203 
6 R305 & R306 R306 = (R203 - R305) 
 
7 R307 & R306 Jika R307 > 1 maka R306 harus > 9 
 
8 R308 & R306 Jika R308 > 1 maka R306 harus > 4 
 
9 R309 & R308 Jika R308 = 1 maka R309 harus Blank 
Jika R308 > 1 maka R309 harus (1,2, atau 3) 
 
10  R309, R308 & R306 Jika R308 = 2 dan R309 = 1 maka R306 harus ≥ 5 
Jika R308 = 2 dan R309 = 2 maka R306 harus ≥ 11 
Jika R308 = 2 dan R309 = 3 maka R306 harus ≥ 14 
Jika R308 = 3 dan R309 = 1 maka R306 harus ≥ 5 
Jika R308 = 3 dan R309 = 2 maka R306 harus ≥ 11 
Jika R308 = 3 dan R309 = 3 maka R306 harus ≥ 14 
 
 11  R310 & R308  Jika R308 = 1 maka R310 harus Blank 
Jika R308 > 1 maka R310 harus isi  
 
 12 R310 & R309 Jika R309 = 1 maka R310 (1 – 7) 
Jika R309 = 2 atau 3 maka R310 harus (1-3, 7) 
 
 13 R311 & R308  Jika R308 = 1 maka R311 harus Blank 
Jika R308 > 1 maka R311 harus isi  
 
14 R314 & R315A & R315B Jika R314 = 1 maka R315A harus isi 
Jika R314  1 maka R315A dan R315B harus Blank 
R315A harus  R315B 
 
15 R316,  R304 & R306 & R307 Jika R304 = 1   maka R316 harus Blank 
Jika R306 < 10 maka R316 harus Blank 
Jika R307 = 1   maka R316 harus Blank 
 
16 R4A & (R4A2 s.d R4A5) Jika R4A = 0 maka (R4A2 s.d R4A5) harus kosong 
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No Perincian Perlakuan 
Jika R4A > 0 maka jumlah record (R4A2 s.d R4A5) harus 
= R4A 
 
17 R4B & (R4B2 s.d R4B4) Jika R4B = 0 maka (R4B2 s.d R4B4) harus kosong 
Jika R4B > 0 maka jumlah record (R4B2 s.d R4B4) harus 
= R4B 
 
18 R4C & (R4C2 s.d R4C4) Jika R4C = 0 maka (R4C2 s.d R4C4) harus kosong 
Jika R4C > 0 maka jumlah record (R4C2 s.d R4C4) harus 
= R4C 
 
19     R504 & R505 Jika R505 = 3 maka R504 harus > 2 
20 R506 & R507 Jika R506 = 3 atau 4, maka R507 harus Blank 
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(Rule Validasi Program Pengolahan SPDKP07 – Lanjutan) 
3. SPDKP07.DESA 
RANGE CEK 
 
No Kode Perincian Tipe Range-Cek Keterangan 
I. PENGENALAN TEMPAT 
1 D101 Provinsi 2 Char - Master Provinsi 
2 D102 Kabupaten/Kota 2 Char - Master Kabupaten/Kota 
3 D103 Kecamatan 3 Char - Master Kecamatan 
4 D104 Desa/Kelurahan/Nagari 3 Char - Master Desa 
5 D105 Klasifikasi Desa/Kelurahan/Nagari 1 Char 1-2 1=Perkotaan  2=Perdesaan 
6 D106 Kode Pos 
Desa/Kelurahan/Nagari/Kec 
5 Char - 
Mandatory 
III. PENDUDUK, KETERANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR EKONOMI 
6 D301 Jumlah Kepala Keluarga (KK) 
disini 
3 Num 1-999 
 
7 D302 Jumlah Penduduk 4 Num 1-9999 
 
8 D303 Sumber penghasilan utama 
sebagian besar 
Penduduk 
1 Char 1-6 
 1=Pertanian 
 2=Pertambangan &  
     Penggalian 
 3=Industri Pengolahan 
 4=Perdagangan 
 5=Jasa 
 6=Lainnya 
9 D304 Luas desa/kelurahan/nagari ini 
(Km2) 
4 Num 1 - 9999 
 
10 D305 Jarak dari Kantor 
Desa/Kelurahan/Nagari ke 
Kantor Kecamatan sendiri (Km) 
3 Num 1,0 - 
99,9  
11 D306 Jarak dari Kantor 
Desa/Kelurahan/Nagari ke 
Kantor Kab/Kota sendiri (Km) 
4 Num 1,0 - 
999,9  
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007: Laporan Teknis Pelaksanaan 108 
No Kode Perincian Tipe Range-Cek Keterangan 
12 D307 Jenis permukaan jalan utama 
yang terluas 
1 Char  
 1= Aspal 
 2=Kerikil 
 3=Tanah diperkeras 
 4=Lainnya 
13 D308 Ketersediaan sarana pasar 
dengan bangunan 
Permanen/semi permanen 
1 Char  
 1=Ada 
 2=Tidak ada 
IV.A. INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN 
14 D4A1A1 Di Desa ini ada Sarana 
Pendidikan (SD)? 
1 Char 1-2 1=Ya   2=Tidak 
15 D4A1A2 Jumlah Sarana 1 Num 0-9   
16 D4A1B Nama Sekolah 40 Char - Mandatory 
17 D4A1C Alamat Sekolah 60 Char - Mandatory 
18 D4A1D Nama Kepala Sekolah 30 Char - Mandatory 
19 D4A1E Nomor Statistik Sekolah 12 Char - Mandatory 
20 D4A1F Nomor Statistik Bangunan 15 Char - Mandatory 
21 D4A1G Jumlah Ruang Kelas 2 Num 0-99   
22 D4A1H Jumlah Ruang Kelas Yang Layak 
Pakai 
2 Num 0-99   
23 D4A1I1 Ada Meja? 1 Char 1-2   
24 D4A1I2 Ada Kursi? 1 Char 1-2   
25 D4A1I3 Ada Papan tulis? 1 Char 1-2   
26 D4A1J Rata-rata kehadiran guru dalam 
seminggu 
1 Num 1-7   
27 D4A1K Jumlah rombel 2 Num 0-99   
28 D4A1L Jumlah murid 3 Num 0-999   
29 D4A1M Jumlah guru PNS/Tetap 2 Num 0-99   
30 D4A1N Jumlah guru Tidak Tetap 2 Num 0-99   
31 D4A2A1 Di Desa ini ada Sarana 
Pendidikan (SMP)? 
1 Char 1-2 1=Ya    
2=Tidak 
32 D4A2A2 Jumlah Sarana 1 Num 0-9   
33 D4A2B Nama Sekolah 40 Char - Mandatory 
34 D4A2C Alamat Sekolah 60 Char - Mandatory 
35 D4A2D Nama Kepala Sekolah 30 Char - Mandatory 
36 D4A2E Nomor Statistik Sekolah 12 Char - Mandatory 
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No Kode Perincian Tipe Range-Cek Keterangan 
37 D4A2F Nomor Statistik Bangunan 15 Char - Mandatory 
38 D4A2G Jumlah Ruang Kelas 2 Num 0-99   
39 D4A2H Jumlah Ruang Kelas Yang Layak 
Pakai 
2 Num 0-99   
40 D4A2I1 Ada Meja? 1 Char 1-2   
41 D4A2I2 Ada Kursi? 1 Char 1-2   
42 D4A2I3 Ada Papan tulis? 1 Char 1-2   
43 D4A2J Rata-rata kehadiran guru dalam 
seminggu 
1 Num 1-7   
44 D4A2K Jumlah rombel 2 Num 0-99   
45 D4A2L Jumlah murid 3 Num 0-999   
46 D4A2M Jumlah guru PNS/Tetap 2 Num 0-99   
47 D4A2N Jumlah guru Tidak Tetap 2 Num 0-99   
IV.B. INFRASTRUKTUR KESEHATAN 
48 D4B1A1 Di Desa ini ada Puskesmas? 1 Char 1-2 1=Ya    
2=Tidak 
49 D4B1A2 Jumlah puskesmas 1 Num 1-9   
50 D4B1B Nama Puskesmas 40 Char - Mandatory 
51 D4B1C Alamat Puskesmas 60 Char - Mandatory 
52 D4B1D Nama Kepala Puskesmas 30 Char - Mandatory 
53 D4B1E Kode Puskesmas 8 Char - Mandatory 
54 D4B1F Jenis Puskesmas 1 Char 1-2 1=Rawat inap                2=Non 
rawat inap 
55 D4B1G Jumlah Dokter Umum 1 Num 0-9   
56 D4B1H Jumlah Bidan 1 Num 0-9   
57 D4B1I Jumlah perawat/mantri 2 Num 0-99   
58 D4BJA1 Hari Senin buka Time -  
59 D4BJA2 Hari Selasa buka Time -  
60 D4BJA3 Hari Rabu buka Time -  
61 D4BJA4 Hari Kamis buka Time -  
62 D4BJA5 Hari Jumat buka Time -  
63 D4BJA6 Hari Sabtu buka Time -  
64 D4BJB1 Hari Senin Tutup Time -  
65 D4BJB2 Hari Selasa Tutup Time -  
66 D4BJB3 Hari Rabu Tutup Time -  
67 D4BJB4 Hari Kamis Tutup Time -  
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No Kode Perincian Tipe Range-Cek Keterangan 
68 D4BJB5 Hari Jumat Tutup Time -  
69 D4BJB6 Hari Sabtu Tutup Time -  
70 D4B2A1 Di Desa ini ada Puskesmas 
Pembantu (Pustu)? 
1 Char 1-2   
71 D4B2A2 Jumlah pustu 1 Num 1-9   
72 D4B2B Nama Pustu 40 Char - Mandatory 
73 D4B2C Alamat Pustu 60 Char - Mandatory 
74 D4B2D Nama Kepala Pustu 30 Char - Mandatory 
75 D4B2E Kode Pustu 8 Char - Mandatory 
76 D4B2F Jumlah Dokter Umum 1 Num 0-9   
77 D4B2G Jumlah Bidan 1 Num 0-9   
78 D4B2H Jumlah perawat/mantri 2 Num 0-99   
79 D4BIA1 Hari Senin buka Time -  
80 D4BIA2 Hari Selasa buka Time -  
81 D4BIA3 Hari Rabu buka Time -  
82 D4BIA4 Hari Kamis buka Time -  
83 D4BIA5 Hari Jumat buka Time -  
84 D4BIA6 Hari Sabtu buka Time -  
85 D4BIB1 Hari Senin Tutup Time -  
86 D4BIB2 Hari Selasa Tutup Time -  
87 D4BIB3 Hari Rabu Tutup Time -  
88 D4BIB4 Hari Kamis Tutup Time -  
89 D4BIB5 Hari Jumat Tutup Time -  
90 D4BIB6 Hari Sabtu Tutup Time -  
91 D4B3 Di Desa ini ada Puskesmas 
Keliling (Pusling)? 
1 Char 1-2 1=Ya    
2=Tidak 
92 D4B4A Di Desa ini ada Polindes? 1 Char 1-2 1=Ya    
2=Tidak 
93 D4B4B Nama Polindes 40 Char - Mandatory 
94 D4B4C Alamat Polindes 60 Char - Mandatory 
95 D4B4D Nama kepala Polindes 30 Char - Mandatory 
96 D4B4E Jumlah bidan 1 Num 0-9   
97 D4B5A1 Di Desa ini ada Klinik? 1 Char 1-2 1=Ya    
2=Tidak 
98 D4B5A2 Jumlah Klinik 1 Num 0-9   
99 D4B5B Nama Klinik 40 Char - Mandatory 
100 D4B5C Alamat Klinik 60 Char - Mandatory 
101 D4B5D Nama kepala Klinik 30 Char - Mandatory 
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102 D4B5E Jumlah dokter umum 1 Num 0-9   
103 D4B5F Jumlah bidan 1 Num 0-9   
104 D4B5G Jumlah perawat/mantri 1 Num 0-9   
105 D4B6A1 Di Desa ini ada Bidan praktek? 1 Char 1-2 1=Ya    
2=Tidak 
106 D4B6A2 Jumlah Bidan praktek 1 Num 0-9   
107 D4B6B Nama Bidan 40 Char - Mandatory 
108 D4B6C Alamat Praktek 60 Char - Mandatory 
109 D4B7A1 Di Desa ini ada Mantri praktek? 1 Char 1-2 1=Ya    
2=Tidak 
110 D4B7A2 Jumlah Mantri praktek 1 Num 0-9   
111 D4B7B Nama Mantri 40 Char - Mandatory 
112 D4B7C Alamat Praktek 60 Char - Mandatory 
113 D4B8A1 Di Desa ini ada Posyandu? 1 Char 1-2 1=Ya    
2=Tidak 
114 D4B8A2 Jumlah Posyandu 2 Num 0-99   
115 D4B8B Nama Posyandu 40 Char - Mandatory 
116 D4B8C Alamat Posyandu 60 Char - Mandatory 
117 D4B8D Nama Ketua Posyandu 30 Char - Mandatory 
118 D4B8E Ada pelayanan selama 3 bln 
terakhir? 
1 Char 1-2 1=Ya    
2=Tidak 
119 D4B8F Jumlah Kunjungan kesehatan 
selama 3 bln terakhir 
1 Num 0-9   
120 D4B8G Ada penyuluhan kader selama 1 
thn terakhir? 
1 Char 1-2 1=Ya    
2=Tidak 
121 D4B8H Jumlah penyuluhan selama 1 thn 
terakhir 
2Num 0-99   
122 D4B8I Ada timbangan? 1 Char 1-2 1=Ya    
2=Tidak 
123 D4B8J Jumlah kader 2Num 0-99   
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Konsistensi Cek 
 
No Perincian Perlakuan 
1 D4A1A1 & D4A1A2 Jika D4A1A1 = 1 maka D4A1A2 harus > 0 
Jika D4A1A1 = 2 maka D4A1A2 harus = 0 
 
2 D4A1A2 & (D4A1B s.d D4A1N) Jika D4A1A2 = 0 maka (D4A1B s.d D4A1N) harus Kosong 
Jika D4A1A2 > 0 maka jumlah record (D4A1B s.d D4A1N) 
harus =  
D4A1A2 
 
3 D4A1G & D4A1H D4A1G  harus > atau = D4A1H 
 
4 D4A2A1 & D4A2A2 Jika D4A2A1 = 1 maka D4A2A2 harus > 0 
Jika D4A2A1 = 2 maka D4A2A2 harus = 0 
 
5 D4A2A2 & (D4A2B s.d D4A2N) Jika D4A2A2 = 0 maka (D4A2B s.d D4A2N) harus Kosong 
Jika D4A2A2 > 0 maka jumlah record (D4A1B s.d D4A2N) 
harus =  
D4A2A2 
 
6 D4A2G & D4A2H D4A2G  harus > atau = D4A2H 
7 D4B1A1 & D4B1A2 Jika D4B1A1 = 1 maka D4B1A2 harus > 0 
Jika D4B1A1 = 2 maka D4B1A2 harus = 0 
 
8 D4B1A2 & (D4B1B s.d D4B1N) Jika D4B1A2 = 0 maka (D4B1B s.d D4B1N) harus Kosong 
Jika D4B1A2 > 0 maka jumlah record (D4B1B s.d D4B1N) 
harus =  
D4B1A2 
 
9 D4B2A1 & D4B2A2 Jika D4B2A1 = 1 maka D4B2A2 harus > 0 
Jika D4B2A1 = 2 maka D4B2A2 harus = 0 
 
10 D4B2A2 & (D4B2B s.d D4B2N) Jika D4B2A2 = 0 maka (D4B2B s.d D4B2N) Kosong 
Jika D4B2A2 > 0 maka jumlah record (D4B2B s.d D4B2N) 
harus =  
D4B2A2 
 
11 D4B4A & (D4B4B s.d D4B4E) Jika D4B4A = 1 maka (D4B4B s.d D4B4E) harus isi 
Jika D4B4A = 2 maka (D4B4B s.d D4B4E) harus kosong 
 
12 D4B5A & (D4B5B s.d D4B5G) Jika D4B5A = 1 maka jumlah record (D4B5B s.d D4B5G) 
harus > 0 
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No Perincian Perlakuan 
Jika D4B5A = 2 maka (D4B5B s.d D4B5G) harus kosong 
 
13 D4B6A & (D4B6B s.d D4B6C) Jika D4B6A = 1 maka jumlah record (D4B6B s.d D4B6C) 
harus > 0 
Jika D4B6A = 2 maka (D4B6B s.d D4B6C) harus kosong 
 
14 D4B7A1 & D4B7A2 Jika D4B7A1 = 1 maka D4B7A2 harus > 0 
Jika D4B7A1 = 2 maka D4B7A2 harus = 0 
 
15 D4B7A2 & (D4B7B s.d D4B7C) Jika D4B7A2 = 0 maka (D4B7B s.d D4B7C) harus kosong 
Jika D4B7A2 > 0 maka jumlah record (D4B7B s.d D4B7C) 
harus =  
D4B7A2 
 
16 D4B8A1 & D4B8A2 Jika D4B8A1 = 1 maka D4B8A2 harus > 0 
Jika D4B8A1 = 2 maka D4B8A2 harus = 0 
 
17 D4B8A2 & (D4B8B s.d D4B8J) Jika D4B8A2 = 0 maka (D4B8B s.d D4B8J) harus kosong 
Jika D4B8A2 > 0 maka jumlah record (D4B8B s.d D4B8J) 
harus =  
D4B8A2 
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Rule Validasi 
Program Pengolahan SPDKP07 
Putaran II 
 
 
1. SPDKP07.DESA 
 
RANGE CEK 
No Kode Perincian Tipe Range-Cek Keterangan 
I. PENGENALAN TEMPAT 
1 D101 Provinsi 2 Char - Master Provinsi 
2 D102 Kabupaten/Kota 2 Char - Master 
Kabupaten/Kota 
3 D103 Kecamatan 3 Char - Master Kecamatan 
4 D104 Desa/Kelurahan/Nagari 3 Char - Master Desa 
5 D105 Klasifikasi Desa/Kelurahan/Nagari 1 Char 1-2 1=Perkotaan  
2=Perdesaan 
6 D106 Kode Pos Desa/Kelurahan/Nagari/Kec 5 Char - Mandatory 
III. PENDUDUK, KETERANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR EKONOMI 
6 D301 Jumlah Kepala Keluarga (KK) disini 3 Num 1-999 
 
7 D302 Jumlah Penduduk 4 Num 1-9999 
 
8 D303 Sumber penghasilan utama sebagian besar 
Penduduk 
1 Char 1-6 
 1 = Pertanian 
 2 =Pertambangan &  
       Penggalian 
 3 = Industri  
       Pengolahan 
 4 = Perdagangan 
 5 = Jasa 
 6 = Lainnya 
9 D304 Luas desa/kelurahan/nagari ini (Km2) 4 Num 1 - 
9999  
10 D305 Jarak dari Kantor Desa/Kelurahan/Nagari ke 
Kantor Kecamatan sendiri (Km) 
3 Num 1,0 - 
99,9  
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No Kode Perincian Tipe Range-Cek Keterangan 
11 D306 Jarak dari Kantor Desa/Kelurahan/Nagari ke 
Kantor Kab/Kota sendiri (Km) 
4 Num 1,0 - 
999,9  
12 D307 Jenis permukaan jalan utama yang terluas 1 Char  
 1 = Aspal 
 2 = Kerikil 
 3 = Tanah   
       diperkeras 
 4 = Lainnya 
13 D308 Ketersediaan sarana pasar dengan 
bangunan 
Permanen/semi permanen 
1 Char  
 1 = Ada 
 2 =Tidak ada 
IV.A. INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN 
14 D4A1A1 Di Desa ini ada Sarana Pendidikan (SD)? 1 Char 1-2 1=Ya   2=Tidak 
15 D4A1A2 Jumlah Sarana 1 Num 0-9   
16 D4A1B Nama Sekolah 40 Char - Mandatory 
17 D4A1C Alamat Sekolah 60 Char - Mandatory 
18 D4A1D Nama Kepala Sekolah 30 Char - Mandatory 
19 D4A1E Nomor Statistik Sekolah 12 Char - Mandatory 
20 D4A1F Nomor Statistik Bangunan 15 Char - Mandatory 
21 D4A1G Jumlah Ruang Kelas 2 Num 0-99   
22 D4A1H Jumlah Ruang Kelas Yang Layak Pakai 2 Num 0-99   
23 D4A1I1 Ada Meja? 1 Char 1-2   
24 D4A1I2 Ada Kursi? 1 Char 1-2   
25 D4A1I3 Ada Papan tulis? 1 Char 1-2   
26 D4A1J Rata-rata kehadiran guru dalam seminggu 1 Num 1-7   
27 D4A1K Jumlah rombel 2 Num 0-99   
28 D4A1L Jumlah murid 3 Num 0-999   
29 D4A1M Jumlah guru PNS/Tetap 2 Num 0-99   
30 D4A1N Jumlah guru Tidak Tetap 2 Num 0-99   
31 D4A2A1 Di Desa ini ada Sarana Pendidikan (SMP)? 1 Char 1-2 1 = Ya    
2 = Tidak 
32 D4A2A2 Jumlah Sarana 1 Num 0-9   
33 D4A2B Nama Sekolah 40 Char - Mandatory 
34 D4A2C Alamat Sekolah 60 Char - Mandatory 
35 D4A2D Nama Kepala Sekolah 30 Char - Mandatory 
36 D4A2E Nomor Statistik Sekolah 12 Char - Mandatory 
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No Kode Perincian Tipe Range-Cek Keterangan 
37 D4A2F Nomor Statistik Bangunan 15 Char - Mandatory 
38 D4A2G Jumlah Ruang Kelas 2 Num 0-99   
39 D4A2H Jumlah Ruang Kelas Yang Layak Pakai 2 Num 0-99   
40 D4A2I1 Ada Meja? 1 Char 1-2   
41 D4A2I2 Ada Kursi? 1 Char 1-2   
42 D4A2I3 Ada Papan tulis? 1 Char 1-2   
43 D4A2J Rata-rata kehadiran guru dalam seminggu 1 Num 1-7   
44 D4A2K Jumlah rombel 2 Num 0-99   
45 D4A2L Jumlah murid 3 Num 0-999   
46 D4A2M Jumlah guru PNS/Tetap 2 Num 0-99   
47 D4A2N Jumlah guru Tidak Tetap 2 Num 0-99   
IV.B. INFRASTRUKTUR KESEHATAN 
48 D4B1A1 Di Desa ini ada Puskesmas? 1 Char 1-2 1 = Ya    
2 = Tidak 
49 D4B1A2 Jumlah puskesmas 1 Num 1-9   
50 D4B1B Nama Puskesmas 40 Char - Mandatory 
51 D4B1C Alamat Puskesmas 60 Char - Mandatory 
52 D4B1D Nama Kepala Puskesmas 30 Char - Mandatory 
53 D4B1E Kode Puskesmas 8 Char - Mandatory 
54 D4B1F Jenis Puskesmas 1 Char 1-2 1=Rawat inap                
2=Non rawat inap 
55 D4B1G Jumlah Dokter Umum 1 Num 0-9   
56 D4B1H Jumlah Bidan 1 Num 0-9   
57 D4B1I Jumlah perawat/mantri 2 Num 0-99   
58 D4BJA1 Hari Senin buka Time -  
59 D4BJA2 Hari Selasa buka Time -  
60 D4BJA3 Hari Rabu buka Time -  
61 D4BJA4 Hari Kamis buka Time -  
62 D4BJA5 Hari Jumat buka Time -  
63 D4BJA6 Hari Sabtu buka Time -  
64 D4BJB1 Hari Senin Tutup Time -  
65 D4BJB2 Hari Selasa Tutup Time -  
66 D4BJB3 Hari Rabu Tutup Time -  
67 D4BJB4 Hari Kamis Tutup Time -  
68 D4BJB5 Hari Jumat Tutup Time -  
69 D4BJB6 Hari Sabtu Tutup Time -  
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No Kode Perincian Tipe Range-Cek Keterangan 
70 D4B2A1 Di Desa ini ada Puskesmas Pembantu 
(Pustu)? 
1 Char 1-2   
71 D4B2A2 Jumlah pustu 1 Num 1-9   
72 D4B2B Nama Pustu 40 Char - Mandatory 
73 D4B2C Alamat Pustu 60 Char - Mandatory 
74 D4B2D Nama Kepala Pustu 30 Char - Mandatory 
75 D4B2E Kode Pustu 8 Char - Mandatory 
76 D4B2F Jumlah Dokter Umum 1 Num 0-9   
77 D4B2G Jumlah Bidan 1 Num 0-9   
78 D4B2H Jumlah perawat/mantri 2 Num 0-99   
79 D4BIA1 Hari Senin buka Time -  
80 D4BIA2 Hari Selasa buka Time -  
81 D4BIA3 Hari Rabu buka Time -  
82 D4BIA4 Hari Kamis buka Time -  
83 D4BIA5 Hari Jumat buka Time -  
84 D4BIA6 Hari Sabtu buka Time -  
85 D4BIB1 Hari Senin Tutup Time -  
86 D4BIB2 Hari Selasa Tutup Time -  
87 D4BIB3 Hari Rabu Tutup Time -  
88 D4BIB4 Hari Kamis Tutup Time -  
89 D4BIB5 Hari Jumat Tutup Time -  
90 D4BIB6 Hari Sabtu Tutup Time -  
91 D4B3 Di Desa ini ada Puskesmas Keliling 
(Pusling)? 
1 Char 1-2 1 = Ya    
2 = Tidak 
92 D4B4A Di Desa ini ada Polindes? 1 Char 1-2 1 = Ya    
2 = Tidak 
93 D4B4B Nama Polindes 40 Char - Mandatory 
94 D4B4C Alamat Polindes 60 Char - Mandatory 
95 D4B4D Nama kepala Polindes 30 Char - Mandatory 
96 D4B4E Jumlah bidan 1 Num 0-9   
97 D4B5A1 Di Desa ini ada Klinik? 1 Char 1-2 1 = Ya    
2 = Tidak 
98 D4B5A2 Jumlah Klinik 1 Num 0-9   
99 D4B5B Nama Klinik 40 Char - Mandatory 
100 D4B5C Alamat Klinik 60 Char - Mandatory 
101 D4B5D Nama kepala Klinik 30 Char - Mandatory 
102 D4B5E Jumlah dokter umum 1 Num 0-9   
103 D4B5F Jumlah bidan 1 Num 0-9   
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No Kode Perincian Tipe Range-Cek Keterangan 
104 D4B5G Jumlah perawat/mantri 1 Num 0-9   
105 D4B6A1 Di Desa ini ada Bidan praktek? 1 Char 1-2 1 = Ya    
2 = Tidak 
106 D4B6A2 Jumlah Bidan praktek 1 Num 0-9   
107 D4B6B Nama Bidan 40 Char - Mandatory 
108 D4B6C Alamat Praktek 60 Char - Mandatory 
109 D4B7A1 Di Desa ini ada Mantri praktek? 1 Char 1-2 1 = Ya    
2 = Tidak 
110 D4B7A2 Jumlah Mantri praktek 1 Num 0-9   
111 D4B7B Nama Mantri 40 Char - Mandatory 
112 D4B7C Alamat Praktek 60 Char - Mandatory 
113 D4B8A1 Di Desa ini ada Posyandu? 1 Char 1-2 1 = Ya    
2 = Tidak 
114 D4B8A2 Jumlah Posyandu 2 Num 0-99   
115 D4B8B Nama Posyandu 40 Char - Mandatory 
116 D4B8C Alamat Posyandu 60 Char - Mandatory 
117 D4B8D Nama Ketua Posyandu 30 Char - Mandatory 
118 D4B8E Ada pelayanan selama 3 bln terakhir? 1 Char 1-2 1 = Ya    
2 = Tidak 
119 D4B8F Jumlah Kunjungan kesehatan selama 3 bln 
terakhir 
1 Num 0-9   
120 D4B8G Ada penyuluhan kader selama 1 thn 
terakhir? 
1 Char 1-2 1 = Ya    
2 = Tidak 
121 D4B8H Jumlah penyuluhan selama 1 thn terakhir 2Num 0-99   
122 D4B8I Ada timbangan? 1 Char 1-2 1 = Ya    
2 = Tidak 
123 D4B8J Jumlah kader 2Num 0-99   
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KONSISTENSI CEK 
 
No Perincian Perlakuan 
1 D4A1A1 & D4A1A2 Jika D4A1A1 = 1 maka D4A1A2 harus > 0 
Jika D4A1A1 = 2 maka D4A1A2 harus = 0 
 
2 D4A1A2 & (D4A1B s.d D4A1N) Jika D4A1A2 = 0 maka (D4A1B s.d D4A1N) harus Kosong 
Jika D4A1A2 > 0 maka jumlah record (D4A1B s.d D4A1N)  
harus = D4A1A2 
 
3 D4A1G & D4A1H D4A1G  harus > atau = D4A1H 
 
4 D4A2A1 & D4A2A2 Jika D4A2A1 = 1 maka D4A2A2 harus > 0 
Jika D4A2A1 = 2 maka D4A2A2 harus = 0 
 
5 D4A2A2 & (D4A2B s.d D4A2N) Jika D4A2A2 = 0 maka (D4A2B s.d D4A2N) harus Kosong 
Jika D4A2A2 > 0 maka jumlah record (D4A1B s.d D4A2N)  
harus = D4A2A2 
 
6 D4A2G & D4A2H D4A2G  harus > atau = D4A2H 
7 D4B1A1 & D4B1A2 
 
Jika D4B1A1 = 1 maka D4B1A2 harus > 0 
Jika D4B1A1 = 2 maka D4B1A2 harus = 0 
8 
 
D4B1A2 & (D4B1B s.d D4B1N) 
 
 
Jika D4B1A2 = 0 maka (D4B1B s.d D4B1N) harus Kosong 
Jika D4B1A2 > 0 maka jumlah record (D4B1B s.d D4B1N)  
harus = D4B1A2 
9 D4B2A1 & D4B2A2 Jika D4B2A1 = 1 maka D4B2A2 harus > 0 
Jika D4B2A1 = 2 maka D4B2A2 harus = 0 
 
10 D4B2A2 & (D4B2B s.d D4B2N) Jika D4B2A2 = 0 maka (D4B2B s.d D4B2N) Kosong 
Jika D4B2A2 > 0 maka jumlah record (D4B2B s.d D4B2N)  
harus = D4B2A2 
 
11 D4B4A & (D4B4B s.d D4B4E) Jika D4B4A = 1 maka (D4B4B s.d D4B4E) harus isi 
Jika D4B4A = 2 maka (D4B4B s.d D4B4E) harus kosong 
 
12 D4B5A & (D4B5B s.d D4B5G) Jika D4B5A = 1 maka jumlah record (D4B5B s.d D4B5G)  
harus > 0 Jika D4B5A = 2 maka (D4B5B s.d D4B5G) harus  
kosong 
 
13 D4B6A & (D4B6B s.d D4B6C) Jika D4B6A = 1 maka jumlah record (D4B6B s.d D4B6C)  
harus > 0 Jika D4B6A = 2 maka (D4B6B s.d D4B6C) harus  
kosong 
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No Perincian Perlakuan 
14 D4B7A1 & D4B7A2 Jika D4B7A1 = 1 maka D4B7A2 harus > 0 
Jika D4B7A1 = 2 maka D4B7A2 harus = 0 
 
15 D4B7A2 & (D4B7B s.d D4B7C) Jika D4B7A2 = 0 maka (D4B7B s.d D4B7C) harus kosong 
Jika D4B7A2 > 0 maka jumlah record (D4B7B s.d D4B7C)  
harus = D4B7A2 
 
16 D4B8A1 & D4B8A2 Jika D4B8A1 = 1 maka D4B8A2 harus > 0 
Jika D4B8A1 = 2 maka D4B8A2 harus = 0 
 
17 D4B8A2 & (D4B8B s.d D4B8J) Jika D4B8A2 = 0 maka (D4B8B s.d D4B8J) harus kosong 
Jika D4B8A2 > 0 maka jumlah record (D4B8B s.d D4B8J)  
harus = D4B8A2 
   
 
 
 
2. SPDKP07.LS 
RANGE CEK 
No Kode Perincian Tipe Range-Cek Keterangan 
I. PENGENALAN TEMPAT 
1 R101 Provinsi 2 Char - Master Provinsi 
2 R102 Kabupaten/Kota 2 Char - Master Kabupaten/Kota 
3 R103 Kecamatan 3 Char - Master Kecamatan 
4 R104 Desa/Kelurahan/Nagari 3 Char - Master Desa 
5 D105 Klasifikasi Desa/Kelurahan/Nagari 1 Char 1-2 1=Perkotaan  
2=Perdesaan 
6 D106 Kode Pos Desa/Kelurahan/Nagari/Kec 5 Char - 
 Mandatory 
7 R107 Nama SLS Lengkap dibawah Desa/ 
Kelurahan/Nagari 
40 Char - 
Mandatory 
8 R108 Jumlah RT yang layak didata lebih lanjut 
Dengan SPDKP07.RT 
3 Num 1-999   
II. KETERANGAN PETUGAS 
10 R203 Tanggal Pencacahan Date - Mandatory 
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No Kode Perincian Tipe Range-Cek Keterangan 
III. PENDAFTARAN RUMAH TANGGA 
11 R301 Nomor Urut Rumahtangga 3 Num 1-999   
12 R302 Nomor KIP 14 Char - 
13 R303 Nama 30 Char - 
Mandatory 14 R304 Alamat 40 Char -  
15 R305 Apakah RT ini bagian dari RT lain penerima 
BLT? 
1 Char 1-2  1 = Ya,  
2 = Tidak 
16 R306 Menurut petugas, apakah RT ini mampu? 1 Char 1-3  1 = Ya, yakin  
2 = Ya, ragu-ragu 
3 = Tidak mampu 
17 R307 Apakah ada ART usia 0-17 tahun? 1 Char 1, Blank 1        = Ya 
Blank = Tidak 
21 R308 Apakah ada wanita usia 10-49 tahun? 
(WUS) 
1 Char 1, Blank 1        = Ya 
Blank = Tidak 
22 R309 Bila ada WUS, apakah sedang hamil? 1 Char 1, Blank 1        = Ya 
Blank = Tidak 
23 R310 Status kelayakan pendataan lebih lanjut 
dengan 
SPDKP07.RT (R307 dan atau R309) = Ya 
1 Char 1, Blank 1        = Layak 
Blank = Tidak 
 
KONSISTENSI CEK 
 
No Perincian Perlakuan 
1 R301 Harus unik dalam satu SLS 
2 R305 & (R306 s.d. R310) Jika R305 =1, maka (R306 s.d. R310) harus Blank 
3 R306 & (R307 s.d. R310) Jika R306 =1, maka (R307 s.d. R310) harus Blank 
4 R308 & R309 Jika R308 = Blank, maka R309 harus Blank 
5 R307, R309 & R310 Jika R307 = Blank dan R309 = Blank, maka R310 harus Blank  
Jika R307 = 1 atau R309 = 1, maka R310 harus = 1 
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3. SPDKP07.RT   
RANGE CEK 
 
No Kode Perincian Tipe Range-
Cek 
Keterangan 
I. PENGENALAN TEMPAT 
1 R101 Provinsi 2 Char - Master Provinsi 
2 R102 Kabupaten/Kota 2 Char - Master 
Kabupaten/Kota 
3 R103 Kecamatan 3 Char - Master Kecamatan 
4 R104 Desa/Kelurahan/Nagari 3 Char - Master Desa 
5 R105 Nama SLS Lengkap dibawah Desa/ 
Kelurahan/Nagari 
40 Char - Mandatory 
6 R106 Nomor Urut Rumahtangga 3 Char 001-999   
7 R107 Nomor KIP 15 Char -   
8 R108 Nama jalan/Gang/Lorong dan Nomor 40 Char - Mandatory 
9 R109A Nama Kepala Rumahtangga 30 Char - Mandatory 
10 R109B Nama ibu kandung Kepala Rumahtangga 30 Char -  Mandatory 
11 R110A Jumlah Keluarga 1 Num 1-9   
12 R110B Jumlah ART 2 Num 1-29   
II. KETERANGAN PETUGAS 
13. R203 Tanggal Pencacahan Date - Mandatory 
III. DAFTAR ANGGOTA RUMAH TANGGA 
14 R301 Nomor Urut Anggota Rumahtangga 2 Num 1-29   
15 R302 Nama 30 Char - Mandatory 
16 R303 Hubungan dg Kepala Keluarga 1 Char 1-8 1=Kepala   
    Rumahtangga  
2=Istri/Suami    
3=Anak   
4=Menantu    
5=Cucu     
6=Orang tua/mertua  
7=Famili lain   
8=Lainnya 
17 R304 Jenis Kelamin 1 Char 1-2 1=Laki-laki,   
2=Perempuan 
18 R305 Tanggal Lahir Date   Mandatory 
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No Kode Perincian Tipe Range-
Cek 
Keterangan 
19 R306 Umur 2 Num 0-99  Mandatory 
20 R307 Status Perkawinan 1 Char 1-4 1=Belum Kawin   
2=Kawin   
3=Cerai Hidup    
4=Cerai Mati 
21 R308 Partisipasi Sekolah 1 Char 1-3 1=Tidak/belum 
pernah 
 sekolah   
2=Masih bersekolah   
3=Tidak sekolah lagi 
22 R309 Jenjang dan Jenis Pendidkan tertinggi yang 
pernah/ 
Sedang diduduki 
1 Char 1-3, 
Blank 
1=SD/MI/SDLB/Pake
t    
     A/Salafiah paket 
A  
 /ponpes setingkat  
 SD       
2=SLTP/MTs/SMPL
B/ 
 Paket B/Salafiah  
 paket B/ponpes  
 setingkat SLTP      
3=SMU/sederajat + 
23 R310 Tingkat Kelas Tertinggi yang pernah/sedang di- 
Duduki 
1 Char 1-7, 
Blank 
1=Kelas 1     
2=kelas 2     
3=Kelas 3    
4=Kelas 4    
5=Kelas 5    
6=Kelas 6     
7=Tamat 
24 R311 Ijazah/STTB yang dimiliki 1 Char 1-4, 
Blank 
1=Tidak punya ijazah 
    SD  
2=SD/sederajat 
3=SLTP/sederajat    
4=SMU/sederajat + 
25 R312 No Urut Ibu kandung (utk 0-6 thn) 2 Char 01-29, 
Blank 
  
26 R313 Bekerja sebagai (utk 5-17 thn) 1 Char 1-3, 
Blank 
1=Pekerja dibayar   
2=Pekerja tdk 
dibayar   
3=Tidak bekerja 
27 R314 Penyandang cacat 1 Char 1-2 1=Ya,  
2=Tidak 
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No Kode Perincian Tipe Range-
Cek 
Keterangan 
28 R315A Jenis cacat pertama 1 Char 1-7, 
Blank 
1=Tuna netra/buta      
2=Tuna runggu/tuli     
3=Tuna wicara/bisu    
4=Tuna rungu & 
wicara    
29 R315B Jenis cacat kedua 1 Char 1-7, 
Blank 
5=Cacat tubuh    
6=Cacat mental    
7=Ganguan jiwa 
30 R316 Apakah ada yg sdg hamil?  
(utk wanita usia subur) 
1 Char 1-2, 
Blank 
1=Ya,  
2=Tidak 
IV. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA 
IV.A. KESEHATAN 
31 R4A Jumlah Ibu Hamil dan  
ART 0-6 thn yg belum sekolah 
1 Num 0-9  
32 
 
R4A2 Jenis Fasilitas Kesehatan 
 
1 Char 0-9 1=RS 
2=Puskesmas 
3=Pustu 
4=Pusling 
5=Klinik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6=Polindes 
7=Bidan 
8=mantri 
9=Posyandu 
0=Lainnya 
33 R4A5 Kode Fasilitas Kesehatan 10 Char - Master Fasilitas 
Kesehatan 
IV.B. PENDIDIKAN 
34 R4B Jumlah ART 5-6 thn yg sudah sekolah SD atau 
ART 7-17 thn 
1 Num. 
 
0-9   
35 R4B2 Jenis Fasilitas Pendidikan 1 Char 1-3 1=SD & sederajat 
2=SLTP & sederajat 
3=SMU & sederajat 
36 R4B4 Nomor Statistik Sekolah (NSS) 12 Char - Master Fasilitas 
Pendidikan 
IV.C. PEKERJA ANAK 
37 R4C Jumlah Pekerja Anak 1 Num 0-9   
38 R4C2 Lapangan Usaha 2 Char - Master Lapangan 
Usaha 
(Rule Validasi Program Pengolahan SPDKP07 – Lanjutan) 
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No Kode Perincian Tipe Range-
Cek 
Keterangan 
39 R4C3 Jenis Pekerjaan 3 Char - Master Jenis 
Pekerjaan 
40 R4C4 Jam Kerja dalam seminggu 2 Num 0-98, 
99=TT 
  
V. KETERANGAN PERUMAHAN & RUMAH TANGGA 
41 R501 Status Penguasaan Bangunan tempat tinggal 
Yang ditempati 
1 Char 1-5 1=Milik sendiri     
2=Kontrak/sewa           
3=Bebas sewa     
4=Dinas      
5=Lainnya 
42 R502 Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal (m2) 3 Num 10-999   
43 R503 Jenis Lantai Bangunan Tempat Tinggal Terluas 1 Char 1-3 1=Semen/keramik/ka
yu 
 berkualitas tinggi   
2=bambu/kayu     
    berkualitas rendah   
3=Tanah 
44 R504 Jenis Atap Bangunan Tempat Tinggal Terluas 1 Char 1-7 1=Beton   
2=Genteng   
3=Sirap   
4=Seng   
5=Asbes   
6=Ijuk/rumbia   
7=Lainnya 
45 R505 Jenis Dinding Bangunan Tempat Tinggal 
Terluas 
1 Char 1-4 1=Tembok/plester/ka
yu  
 berkualitas tinggi   
2=Tembok tanpa  
 plester/kayu  
 berkualitas 
rendah     
3=Bambu/rumbia    
4=Lainnya 
46 R506 Fasilitas Tempat Buang Air Besar 1 Char 1-4 1=Sendiri    
2=Bersama    
3=Umum    
4=Tidak punya 
47 R507 Tempat Pembuangan Akhiir Tinja 1 Char 1-2, 
Blank 
1=Tangki septik    
2=Bukan tangki 
septik 
(Rule Validasi Program Pengolahan SPDKP07 – Lanjutan) 
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No Kode Perincian Tipe Range-
Cek 
Keterangan 
48 R508 Sumber Air Minum 1 Char 0-9 1=Air kemasan   
2=Ledeng   
3=Pompa   
4=Sumur terlindung   
5=Sumur tak 
terlindung   
6=Mata air terlindung  
7=Mata air tak  
    terlindung   
8=Air sungai   
9=Air hujan   
0=Lainnya 
49 R509 Sumber Penerangan Utama 1 Char 1-2 1=Listrik    
2=Bukan listrik 
50 R510 Apakah mempunyai tempat tersendiri  
untuk dapur? 
1 Char 1-2 1=Ya,  
2=Tidak 
51 R511 Jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari 1 Char 1-4 1=Gas/Listrik 
2=Minyak tanah 
3=Kayu/arang 
4=Tidak punya 
52 R512 Menerima kredit UMKM setahun yg lalu? 1 Char 1-2 1=Ya      
2=Tidak 
53 R513 Lapngan Pekerjaan Utama Kep. RT 2 Char 1-14 1=Pertanian padi  
   & palawija    
2=Perkebunan   
3=Peternakan   
4=Perikanan   
5=Pertambangan & 
    penggalian  
6=Industri 
pengolahan  
7=Listrik, Gas & Air   
8 = Konstruksi  
      bangunan        
9 = Perdagangan 
10=Transportasi & 
      Komunikasi 
11=Persewaan 
12=Jasa 
      Kemasyarakatan 
13=Lainnya 
14=Tidak bekerja     
 
(Rule Validasi Program Pengolahan SPDKP07 – Lanjutan) 
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KONSISTENSI CEK 
 
No Perincian Perlakuan 
1 R203 Harus < Hari ini 
 
2 R109A & R109B Harus unik dalam satu SLS 
3 R109A & R302 R109A harus sama dengan R302 yang pertama (KRT) 
 
 
4 R303 Yang berkode "1" hanya satu dalam rumahtangga 
5 R305 Harus < R203 
6 R305 & R306 R306 = (R203 - R305) 
 
7 R307 & R306 Jika R307 > 1 maka R306 harus > 9 
 
8 R308 & R306 Jika R308 > 1 maka R306 harus > 4 
 
9 R309 & R308 Jika R308 = 1 maka R309 harus Blank 
Jika R308 > 1 maka R309 harus (1,2, atau 3) 
 
10  R309, R308 & 
R306 
Jika R308 = 2 dan R309 = 1 maka R306 harus ≥ 5 
Jika R308 = 2 dan R309 = 2 maka R306 harus ≥ 11 
Jika R308 = 2 dan R309 = 3 maka R306 harus ≥ 14 
Jika R308 = 3 dan R309 = 1 maka R306 harus ≥ 5 
Jika R308 = 3 dan R309 = 2 maka R306 harus ≥ 11 
Jika R308 = 3 dan R309 = 3 maka R306 harus ≥ 14 
 
 11  R310 & R308  Jika R308 = 1 maka R310 harus Blank 
 Jika R308 > 1 maka R310 harus isi  
 
 12 R310 & R309 Jika R309 = 1 maka R310 (1 – 7) 
Jika R309 = 2 atau 3 maka R310 harus (1-3, 7) 
 
 13 R311 & R308  Jika R308 = 1 maka R311 harus Blank 
 Jika R308 > 1 maka R311 harus isi  
 
14 R314 & R315A & 
R315B 
Jika R314 = 1 maka R315A harus isi 
Jika R314  1 maka R315A dan R315B harus Blank 
R315A harus  R315B 
 
15 R316,  R304 & 
R306 & R307 
Jika R304 = 1   maka R316 harus Blank 
Jika R306 < 10 maka R316 harus Blank 
Jika R307 = 1   maka R316 harus Blank 
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No Perincian Perlakuan 
16 R4A & (R4A2 s.d 
R4A5) 
Jika R4A = 0 maka (R4A2 s.d R4A5) harus kosong 
Jika R4A > 0 maka jumlah record (R4A2 s.d R4A5) harus = R4A 
17 R4B & (R4B2 s.d 
R4B4) 
Jika R4B = 0 maka (R4B2 s.d R4B4) harus kosong 
Jika R4B > 0 maka jumlah record (R4B2 s.d R4B4) harus = R4B 
 
18 R4C & (R4C2 s.d 
R4C4) 
Jika R4C = 0 maka (R4C2 s.d R4C4) harus kosong 
Jika R4C > 0 maka jumlah record (R4C2 s.d R4C4) harus = R4C 
 
19     R504 & R505 Jika R505 = 3 maka R504 harus > 2 
20 R506 & R507 Jika R506 = 3 atau 4, maka R507 harus Blank 
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Lampiran 15   Jumlah RTSM Hasil Pendataan SPDKP 2007 menurut 
Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Terpilih  
 
 
Jumlah RTSM Hasil Pendataan SPDKP 2007 menurut 
Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Terpilih *) 
 
        
Provinsi 
Jumlah   Jumlah RTSM 
Kabupaten
/Kota Kecamatan   
Putaran  
I 
Putaran 
II  Jumlah  
(1) (2) (3)   (4) (5)  (6)  
1 
Nanggroe Aceh 
Darussalam 4 26   12,505 12,505 
2 Sumatera Utara 4 41   56,804 56,804 
3 Sumatera Barat 1 2  3,644  3,644 
4 DKI Jakarta 3 15  4,609 13,515 18,124 
5 Jawa Barat 15 152  88,055 82,106 170,161 
6 Jawa Tengah 13 137   161,826 161,826 
7 DI Yogyakarta 5 78   19,501 19,501 
8 Jawa Timur 22 292  223,543 108,717 332,260 
9 Banten 2 9   17,081 17,081 
10 Nusa Tenggara Barat 2 5   5,520 5,520 
11 Nusa Tenggara Timur 8 74  66,966 42,341 109,307 
12 Kalimantan Selatan 5 33   13,624 13,624 
13 Sulawesi Utara 5 54  13,981 14,216 28,197 
14 Sulawesi Tengah 3 15   4,459 4,459 
15 Gorontalo 4 22  2,564 14,690 17,254 
16 Papua Barat 3 18   9,830 9,830 
  Total 99 973   403,362 576,735 980,097 
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
Jumlah RTSM Hasil Pendataan SPDKP 2007 menurut 
Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Terpilih *) 
 
     
Provinsi: Nanggroe Aceh Darussalam   
     
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
1 Kabupaten Pidie    
 Geumpang  173                 173  
 Mane  293                 293  
 Glumpang Baro  553                 553  
 Mutiara  356                 356  
 Delima  459                 459  
 Grong Grong  306                 306  
 Kembang Tanjung  936                 936  
 Kota Sigli  275                 275  
 Batee  1,287              1,287  
 Muara Tiga  883                 883  
  Jumlah   5,521              5,521  
2 Aceh Jaya    
 Teunom  483                 483  
 Panga  286                 286  
 Krueng Sabee  99                   99  
 Setia Bakti  130                 130  
 Sampoiniet  224                 224  
 Jaya  446                 446  
  Jumlah   1,668              1,668  
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 (Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
3 Kota Banda Aceh    
 Banda Raya  56                56  
 Baiturrahman  36                36  
 Lueng Bata  68                68  
 Kuta Alam  36                36  
 Syiah Kuala  31                31  
 Ulee Kareng  67                67  
  Jumlah   294              294  
4 Kota Lhokseumawe    
 Blang Mangat  898              898  
 Muara Dua  1,342           1,342  
 Muara Satu  759              759  
 Banda Sakti  2,023           2,023  
  Jumlah   5,022           5,022  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
Provinsi: Sumatera Utara    
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
1 Nias    
 Idano Gawo  1,940          1,940  
 Bawolato  1,284          1,284  
 Gido  2,374           2,374  
 Lolofitu Moi  710              710  
 Sirombu  596              596  
 Mandrehe  1,265           1,265  
 Hiliduho  769              769  
 Gunungsitoli  1,182           1,182  
 Tuhemberua  792              792  
 Lotu  893              893  
 Alasa  2,570           2,570  
 Namohalu Esiwa  1,109           1,109  
 Lahewa  1,068           1,068  
 Afulu  924              924  
  Jumlah   17,476         17,476  
2 Tapanuli Tengah    
 Pinangsori  798              798  
 Badiri  950              950  
 Tukka  339              339  
 Tapian Nauli  601              601  
 Sitahuis  191              191  
 Sosor Gadong  189              189  
 Manduamas  455              455  
 Sirandorung  376              376  
  Jumlah   3,899           3,899  
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 (Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
Provinsi: Sumatera Barat    
     
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
1 Pesisir Selatan    
 Lunang Silaut 1,251            1,251  
 Linggo Sari Baganti 2,393            2,393  
  Jumlah 3,644             3,644  
Provinsi: DKI Jakarta    
     
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
1 Jakarta Timur    
 Jatinegara  2,011           2,011 
 Duren Sawit  756              756  
 Cakung  2,893  2,893  
 Pulo Gadung  1,323           1,323  
 Matraman  522              522  
  Jumlah   7,505           7,505  
2 Jakarta Pusat    
 Cempaka Putih  215              215  
 Kemayoran  1,704           1,704  
 Sawah Besar  775              775  
 Gambir  165              165  
  Jumlah   2,859           2,859  
3 Jakarta Utara    
 Penjaringan 700              700  
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(Jumlah 
RTSM-Lanjutan)
 Koja 1,824            1,824  
 Cilincing 2,085            2,085  
 Pademangan  759              759  
 Tajung Priok  1,952           1,952  
 Kelapa Gading  440              440  
  Jumlah 4,609 3,151           7,760  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
Provinsi: Jawa Barat    
     
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
1 Bogor    
 Leuwisadeng 1,796            1,796  
 Ciampea 1,202            1,202  
 Tenjolaya 981               981  
 Dramaga 683               683  
 Ciomas 334               334  
 Cigombong 848               848  
 Ciawi 562               562  
 Megamendung 1,033            1,033  
 Cariu 817               817  
 Ciseeng 1,011            1,011  
 Gunung Sindur 711               711  
 Cibinong  1,054           1,054  
 Bojong Gede  1,461           1,461  
 Tajurhalang  861              861  
 Kemang  1,660           1,660  
 Ranca Bungur  866              866  
  Jumlah 9,978 5,902         15,880  
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 (Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
2 Sukabumi    
 Cibadak 1,227            1,227  
 Nagrak 867               867  
 Waluran  859              859  
 Cidadap  551              551  
 Kebonpedes  511              511  
 Cireunghas  980              980  
 Sukabumi  737              737  
 Ciambar  552              552  
  Jumlah 2,094 4,190           6,284  
3 Cianjur    
 Sukaluyu 1,757           1,757  
 KarangTengah 1,790            1,790  
 Cijati  946              946  
 Campaka Mulya  1,032           1,032  
 Gekbrong  1,809           1,809  
 Pacet  2,019           2,019  
 Cipanas  1,380           1,380  
  Jumlah 3,547 7,186         10,733  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
4 Bandung    
 Solokan Jeruk 954               954  
 Cangkuang 525               525  
 Pameungpeuk 627               627  
 Soreang 1,551            1,551  
 Ngamprah 743               743  
 Ranca Bali  587              587  
 Nagreg  1,221           1,221  
 Margahayu  396              396  
 Bojongsoang  1,249           1,249  
 Cilengkrang  481              481  
  Jumlah 4,400 3,934           8,334  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
5 Garut    
 Pameungpeuk 1,522            1,522  
 Cisurupan 2,601            2,601  
 Sukaresmi 1,437            1,437  
 Tarogong Kidul 909               909  
 KarangPawitan 2,283            2,283  
 Banyuresmi 1,592            1,592  
 Kadungora 1,703            1,703  
 Selaawi 1,021            1,021  
 Mekarmukti  463              463  
 Pamulihan  935              935  
 Cihurip  648              648  
 Karangtengah  721              721  
 Kersamanah  849              849  
 Cibiuk  516              516  
  Jumlah 13,068 4,132         17,200  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
6 Tasikmalaya    
 Sukaraja 836               836  
 Rajapolah 587               587  
 Ciawi 1,398            1,398  
 Singaparna  765              765  
 Leuwisari  793              793  
 Sariwangi  594              594  
 Sukaratu  816              816  
 Sukahening  1,003           1,003  
  Jumlah 2,821 3,971           6,792  
7 Ciamis    
 Sidamulih  213              213  
 Pangandaran  635              635  
 Kalipucang  767              767  
 Padaherang  1,527           1,527  
 Mangunjaya  639              639  
  Jumlah   3,781           3,781  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
8 Kuningan    
 Ciawigebang 1,352            1,352  
 Kuningan 1,166            1,166  
 Nusaherang  534              534  
 Subang  830              830  
 Kalimanggis  631              631  
 Cigandamekar  533              533  
 Pasawahan  659              659  
  Jumlah 2,518 3,187           5,705  
9 Cirebon    
 Pabedilan 872               872  
 Babakan 1,669            1,669  
 Astanajapura 679               679  
 Dukupuntang 1,085            1,085  
 Plumbon 924               924  
 Plered 473               473  
 GunungJati 454               454  
 Klangenan 702               702  
 Arjawinangun 673               673  
 Gegesik 693               693  
 Pasaleman  933              933  
 Karangsembung  962              962  
 Karangwareng  708             708  
 Sedong  585              585  
 Tenghantani  1,000           1,000  
  Jumlah 8,224 4,188         12,412  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
10 Majalengka    
 Batarujeg 2,543             2,543  
 Dawuan 1,271             1,271  
 Banjaran  505               505  
 Cigasong  593                593  
 Jatiwangi  946                946  
 Panyingkiran  298                298  
 Kadipaten  748                748  
  Jumlah 3,814 3,090             6,904  
11 Sumedang    
 Rancakalong  1,472             1,472  
 Situraja  896                896  
 Jatinunggal  1,415             1,415  
 Ujung Jaya  1,101             1,101  
 Tanjungmedar  728                728  
  Jumlah   5,612             5,612  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
12 Indramayu    
 Widasari 617                 617  
 Sukagumiwang 888                 888  
 Karangampel 756                 756  
 Juntiyuat 1,359              1,359  
 Sliyet 741                 741  
 Jatibarang 1,030              1,030  
 Indramayu 1,729              1,729  
 Sindang 922                 922  
 Arahan 650                 650  
 Bongas 778                 778  
 Anjatan 1,079              1,079  
 Haurgelius  744                744  
 Gantar  838                838  
 Cikedung  911                911  
 Kedokan Bunder  776                776  
 Cantigi  794                794  
  Jumlah 10,549 4,063           14,612  ht
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
13 Subang    
 Jalancagak 932                 932  
 Subang 1,316              1,316  
 Kalijati 781                 781  
 Pabuaran 1,258              1,258  
 Patokbeusi 1,589              1,589  
 Pagaden 1,171              1,171  
 Binong 1,959              1,959  
 Ciasem 1,797              1,797  
 Pamanukan 3,824              3,824  
 Pusakanagara 1,681              1,681  
 Tanjungsiang  783                783  
 Cipendeuy  747                747  
 Cipunagara  1,299             1,299  
 Compreng  1,174             1,174  
 Legonkulon  1,401             1,401  
  Jumlah 16,308 5,404           21,712  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
14 Karawang    
 Cilamaya Kulon 1,597              1,597  
 Talagasari 1,590              1,590  
 Majalaya 591                 591  
 Rawamerta 1,213              1,213  
 Kutawaluya 1,590              1,590  
 Rengasdengklok 2,115              2,115  
 Jayakerta 2,038              2,038  
 Pangkalan  1,584             1,584  
 Tegalwaru  1,090             1,090  
 Ciampel  1,463             1,463  
 Telukjambe Timur  1,367             1,367  
 Cikampek  1,276             1,276  
 Purwasari  1,347             1,347  
  Jumlah 10,734 8,127           18,861  
15 Kota Bogor    
 Kota Bogor Selatan  4,780             4,780  
 Kota Bogor Timur  1,027             1,027  
 Kota Bogor Utara  1,552             1,552  
 Kota Bogor Tengah  1,458             1,458  
 Kota Bogor Barat  3,475             3,475  
 Tanah Sereal  3,047             3,047  
  Jumlah   15,339           15,339  
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Provinsi: Jawa Tengah    
     
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
1 Cilacap    
 Wanareja  1,815           1,815  
 Majenang  3,353           3,353  
 Cimanggu  2,355           2,355  
 Karangpucung  1,368           1,368  
 Cipari  1,711           1,711  
 Patimuan  1,605           1,605  
 Kampung Laut  814              814  
 Adipala  1,416           1,416  
 Binangun  821              821  
 Nusawungu  1,652           1,652  
  Jumlah   16,910         16,910  
2 Banyumas    
 Lumbir  1,375           1,375  
 Kebasen  1,542          1,542  
 Kemranjen  1,760           1,760  
 Sumpiuh  1,373           1,373  
 Somagede  579              579  
 Ajibarang  1,770           1,770  
 Gumelar  544              544  
 Karanglewas  897              897  
 Sumbang  1,373           1,373  
  Jumlah   11,213         11,213  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
3 Purbalingga    
 Bukateja  1,462             1,462  
 Kejobong  963                963  
 Kutasari  1,354             1,354  
 Bobotsari  1,125             1,125  
 Karangreja  1,077             1,077  
 Karangjambu  468                468  
 Karangmoncol  1,331             1,331  
 Rembang  1,765             1,765  
  Jumlah   9,545             9,545  
4 Kebumen    
 Ayah  2,212             2,212  
 Ambal  869                869  
 Mirit  1,818             1,818  
 Bonorowo  903                903  
 Padureso  725                725  
 Poncowarno  767                767  
 Pejagoan  1,909             1,909  
 Kuwarasan  1,496             1,496  
 Karanggayam  2,966             2,966  
 Sadang  1,112             1,112  
 Karangsambung  2,380             2,380  
  Jumlah   17,157           17,157  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
5 Purworejo    
 Kaligesing  1,186             1,186  
 Bayan  1,685             1,685  
 Kutoarjo  1,581             1,581  
 Butuh  586                586  
 Pituruh  2,028             2,028  
 Bruno  2,505             2,505  
 Loano  1,366             1,366  
 Bener  1,497             1,497  
  Jumlah   12,434           12,434  
6 Wonosobo    
 Wadaslintang  1,901             1,901  
 Sapuran  2,608             2,608  
 Kalibawang  1,087             1,087  
 Sukoharjo  941                941  
 Selomerto  1,423             1,423  
 Watumalang  1,571             1,571  
  Jumlah   9,531             9,531  ht
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
7 Magelang    
 Salaman  569               569  
 Borobudur  931                931  
 Ngluwar  311                311  
 Salam  389                389  
 Srumbung  463                463  
 Dukun  620                620  
 Muntilan  370                370  
 Mungkid  287                287  
 Sawangan  1,115             1,115  
 Candimulyo  603                603  
 Mertoyudan  384                384  
 Tempuran  375                375  
 Kejoran  1,161             1,161  
 Kaliangkrik  728                728  
 Bandongan  573                573  
 Windusari  628                628  
 Secang  624                624  
 Tegalrejo  280                280  
 Pakis  1,275             1,275  
 Grabag  1,379             1,379  
 Ngablak  589                589  
  Jumlah   13,654           13,654  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
8 Boyolali    
 Selo  1,053            1,053  
 Cepogo  815                815  
 Musuk  953                953  
 Sawit  162                162  
 Sambi  568                568  
 Karanggede  884                884  
 Klego  437                437  
 Kemusu  821                821  
 Wonosegoro  1,071             1,071  
  Jumlah   6,764             6,764  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
9 Klaten    
 Prambanan  537                537  
 Gantiwarno  788                788  
 Wedi  1,364             1,364  
 Bayat  1,316             1,316  
 Cawas  927                927  
 Trucuk  1,629             1,629  
 Kalikotes  191                191  
 Kebonarum  38                  38  
 Jogonalan  570                570  
 Manisrenggo  1,238             1,238  
 Karangnongko  949                949  
 Ngawen  397                397  
 Ceper  1,206             1,206  
 Pedan  966                966  
 Karangdowo  842                842  
 Juwiring  937                937  
 Wonosari  857                857  
 Delanggu  635                635  
 Polanharjo  281                281  
 Karanganom  589                589  
 Tulung  676                676  
 Jatinom  1,290             1,290  
 Kemalang  1,395             1,395  
 Klaten Selatan  294                294  
 Klaten Tengah  536                536  
 Klaten Utara  242                242  
  Jumlah   20,690           20,690  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
10 Wonogiri    
 Pracimantoro  2,202             2,202  
 Giritontro  1,301             1,301  
 Giriwoyo  2,042             2,042  
 Baturetno  1,250             1,250  
 Eromoko  1,661             1,661  
 Wuryantoro  1,253             1,253  
 Selogiri  1,103             1,103  
 Sidoharjo  1,019             1,019  
 Bulukerto  1,055             1,055  
 Slogohimo  1,680             1,680  
 Jatisrono  1,077             1,077  
  Jumlah   15,643           15,643  
11 Sragen    
 Tanon  1,362             1,362  
 Miri  2,062             2,062  
 Sumberlawang  2,108             2,108  
 Mondokan  1,363             1,363  
 Sukodono  976                976  
 Gesi  327                327  
 Jenar  1,224             1,224  
  Jumlah   9,422             9,422  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
12 Jepara    
 Kedung  836                836  
 Batealit  1,007             1,007  
 Mlonggo  1,533             1,533  
 Bangsri  1,116             1,116  
 Kembang  1,111             1,111  
 Keling  1,903             1,903  
  Jumlah   7,506             7,506  
13 Brebes    
 Paguyangan  2,205             2,205  
 Sirampog  1,430             1,430  
 Tonjong  1,539             1,539  
 Larangan  4,507             4,507  
 Kersana  1,676             1,676  
  Jumlah   11,357           11,357  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
Provinsi: DI Yogyakarta    
     
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
1 Kulon Progo    
   118              118  
   187              187  
   256              256  
   133              133  
   267              267  
   275              275  
   423              423  
   435              435  
   475              475  
   101              101  
   307              307  
   416              416  
  Jumlah   3,393           3,393  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
2 Bantul    
 Srandakan  88                 88  
 Sanden  191                191  
 Kretek  75                  75  
 Pundong  88                  88  
 Bambang Lipuro  86                  86  
 Pandak  97                  97  
 Bantul  64                  64  
 Jetis  88                  88  
 Imogiri  193                193  
 Dlingo  129                129  
 Pleret  50                  50  
 Piyungan  93                  93  
 Banguntapan  50                  50  
 Sewon  173                173  
 Kasihan  203                203  
 Pajangan  56                  56  
 Sedayu  65                  65  
  Jumlah   1,789             1,789  ht
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
3 Gunung Kidul    
 Panggang  408                408  
 Purwosari  176                176  
 Paliyan  355                355  
 Sapto Sari  961                961  
 Tepus  570                570  
 Tanjungsari  625                625  
 Rongkop  608                608  
 Girisubo  575                575  
 Semanu  779                779  
 Ponjong  543                543  
 Karangmojo  464                464  
 Wonosari  434                434  
 Playen  356                356  
 Patuk  255                255  
 Gedang Sari  802                802  
 Nglipar  302                302  
 Ngawen  343                343  
 Semin  919                919  
  Jumlah   9,475             9,475  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
4 Sleman    
 Moyudan  159                159  
 Minggir  204                204  
 Seyegan  539                539  
 Godean  212                212  
 Gamping  250                250  
 Mlati  236                236  
 Depok  62                  62  
 Berbah  116                116  
 Prambanan  435                435  
 Kalasan  394                394  
 Ngemplak  198                198  
 Ngaglik  155                155  
 Sleman  586                586  
 Tempel  214                214  
 Turi  241                241  
 Pakem  76                  76  
 Cangkringan  315                315  
  Jumlah   4,392             4,392  ht
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
5 Kota Yogyakarta    
 Mantrijeron  56                  56  
 Kraton  36                  36  
 Mergangsan  9                    9  
 Umbulharjo  52                  52  
 Kotagede  50                  50  
 Gondokusuman  22                  22  
 Danurejan  14                  14  
 Pakualaman  15                  15  
 Gondomanan  19                  19  
 Ngampilan  18                  18  
 Wirobrajan  24                  24  
 Gedong Tengen  32                  32  
 Jetis  20                  20  
 Tegalrejo  85                  85  
  Jumlah   452                452  
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Provinsi: Jawa Timur    
     
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
1 Ponorogo    
 Bungkal 366                366  
 Pudak 405                405  
 Mlarak 517                517  
 Siman 266                266  
 Jetis 316                316  
 Balong 688                688  
 Badegan 910                910  
 Ngebel 1,165             1,165  
 Sambit  760               760  
 Sawoo  1,729           1,729  
 Jambon  1,209            1,209  
 Sampung  882               882  
 Sukorejo  812               812  
  Jumlah 4,633 5,392          10,025  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
2 Tulungagung    
 Besuki 389                 389  
 Pakel 1,036              1,036  
 Campur Darat 745                 745  
 Tanggung Gunung 832                 832  
 Pucang Laban 515                 515  
 Ngunut 793                 793  
 Karangrejo 674                 674  
 Gondang 1,002              1,002  
 Pagerwojo 996                 996  
 Kalidawir  1,262             1,262  
 Tulungagung  497                497  
 Kedungwaru  577                577  
 Sendang  1,460             1,460  
  Jumlah 6,982 3,796           10,778  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
3 Kediri    
 Ngadiluwih 1,069              1,069  
 Kras 819                 819  
 Kandat 796                 796  
 Gurah 1,154              1,154  
 Kandangan 1,126              1,126  
 Pare 1,752              1,752  
 Plemahan 1,659              1,659  
 Purwosari 692                 692  
 Grogol 786                 786  
 Ringinrejo  560                560  
 Ngancar  236                236  
 Kepung  1,156             1,156  
 Banyakan  924                924  
  Jumlah 9,853 2,876           12,729  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
4 Jember    
 Kencong 666                 666  
 Mayang 1,500              1,500  
 Rambipuji 685                 685  
 Balung 711                 711  
 Jombang 790                 790  
 Sukorambi 1,306              1,306  
 Arjasa 1,606              1,606  
 Pakusari 2,061              2,061  
 Kalisat 4,859              4,859  
 Kaliwates 261                 261  
 Patrang 1,316              1,316  
 Gumuk Mas  336                336  
 Puger  496                496  
 Wuluhan  520                520  
 Ambulu  246                246  
 Ajung  486                486  
  Jumlah 15,761 2,084           17,845  ht
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
5 Banyuwangi    
 Purwoharjo 869                 869  
 Gambiran 760                 760  
 Genteng 1,027              1,027  
 Singojuruh 1,333              1,333  
 Glagah 1,182              1,182  
 Pesanggrahan  1,752             1,752  
 Bangorejo  418                418  
 Glenmore  1,723             1,723  
 Kabat  2,234             2,234  
 Sempu  1,507             1,507  
  Jumlah 5,171 7,634           12,805  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
6 Bondowoso    
 Maesan 1,551              1,551  
 Grujugan 1,051              1,051  
 Pujer 1,886              1,886  
 Tapen 882                 882  
 Bondowoso 533                 533  
 Curah Dami 1,303              1,303  
 Binakal 340                 340  
 Pakem 1,194              1,194  
 Sumber Wringin  1,815             1,815  
 Wonosari  728                728  
 Tenggarang  475                475  
 Tegalampel  542                542  
 Klabang  388                388  
  Jumlah 8,740 3,948           12,688  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
7 Situbondo    
 Banyuglugur 485                 485  
 Suboh 1,211              1,211  
 Bungatan 636                 636  
 Panarukan 508                 508  
 Situbondo 351                 351  
 Mangaran 700                 700  
 Panji 1,270              1,270  
 Kapongan 873                 873  
 Banyuputih 1,662              1,662  
 Besuki  1,031             1,031  
 Mlandingan  397                397  
 Kendit  401                401  
 Arjasa  1,114             1,114  
 Jangkar  396                396  
  Jumlah 7,696 3,339           11,035  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
8 Pasuruan    
 Puspo 1,704              1,704  
 Lumbang 1,288              1,288  
 Wonorejo 1,609              1,609  
 Purwosari 1,939              1,939  
 Gempol 1,190              1,190  
 Beji 897                 897  
 Kraton 2,635              2,635  
 PohJentrek 247                 247  
 Gondang Wetan 1,012              1,012  
 Rejoso 752                 752  
 Grati 2,737              2,737  
 Purwodadi  1,609             1,609  
 Tutur  1,051             1,051  
 Tosari  690                690  
 Prigen  634                634  
 Bangil  1,493             1,493  
 Rembang  2,203             2,203  
  Jumlah 16,010 7,680           23,690  ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007: Laporan Teknis Pelaksanaan 166 
(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
9 Probolinggo    
 Sukapura 321                 321  
 Leces 719                 719  
 Tegal Siwalan 697                 697  
 Banyu Anyar 1,342              1,342  
 Gading 1,046              1,046  
 Pakuniran 2,701              2,701  
 Besuk 1,826              1,826  
 Kraksaan 1,063              1,063  
 Krejengan 1,675              1,675  
 Pajarakan 838                 838  
 Maron 1,895              1,895  
 Gending 913                 913  
 Wonomerto 229                 229  
 Sumber  542                542  
 Tiris  907                907  
 Lumbang  366                366  
 Tongas  522                522  
  Jumlah 15,265 2,337           17,602  ht
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
10 Sidoarjo    
 Tarik 749                 749  
 Prambon 736                 736  
 Wonoayu 666                 666  
 Sukodono 504                 504  
 Krian 930                 930  
 Balong Bendo 568                 568  
 Krembung  1,028             1,028  
 Buduran  607                607  
 Sedati  824                824  
 Waru  543                543  
 Gedangan  598                598  
  Jumlah 4,153 3,600             7,753  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
11 Mojokerto    
 Jatirejo 1,689              1,689  
 Gondang 1,246              1,246  
 Pacet 1,002              1,002  
 Trawas 335                 335  
 Ngoro 1,405              1,405  
 Mojoanyar 1,082              1,082  
 Trowulan 1,858              1,858  
 Sooko 1,195              1,195  
 Gedeg 1,226              1,226  
 Dawar Blandong 2,061              2,061  
 Pungging  1,149             1,149  
 Mojosari  795                795  
 Bangsal  756                756  
 Dlangu  1,091             1,091  
 Puri  795                795  
   Jumlah  13,099 4,586           17,685  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
12 Jombang    
 Bandar Kedung Mulyo 605                 605  
 Diwek 1,297              1,297  
 Ngoro 767                 767  
 Wonosalam 429                 429  
 Mojoagung 775                 775  
 Sumobito 1,163              1,163  
 Jogo Roto 552                 552  
 Megaluh 356                 356  
 Tembelang 884                 884  
 Kudu 717                 717  
 Ngusikan 561                 561  
 Kabuh 1,146              1,146  
 Perak  930                930  
 Gudo  764                764  
 Bareng  1,565             1,565  
 Jombang  1,388             1,388  
 Kesamben  633                633  
  Jumlah 9,252 5,280           14,532  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
13 Madiun    
 Dolopo 534                 534  
 Wungu 1,142              1,142  
 Saradan 2,502              2,502  
 Pilangkenceng 1,267              1,267  
 Mejayan 700                 700  
 Wonoasri 199                 199  
 Balerejo 1,795              1,795  
 Jiwan 345                 345  
 Kare   705                705  
 Gemarang  1,217             1,217  
 Madiun  155                155  
 Sawahan  180                180  
  Jumlah 8,484 2,257           10,741  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
14 Ngawi    
 Jogorogo 1,307              1,307  
 Gerih 738                 738  
 Kwandungan 626                 626  
 Karangjati 810                 810  
 Kasreman 560                 560  
 Ngawi 1,329              1,329  
 Pitu 569                 569  
 Mantingan 491                 491  
 Karanganyar 1,210              1,210  
 Sine  917                917  
 Geneng  507                507  
 Bringin  785                785  
 Kedunggalar  1,382             1,382  
  Jumlah 7,640 3,591           11,231  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
15 Bojonegoro    
 Margomulyo 471                 471  
 Tambakrejo 1,820              1,820  
 Ngambon 158                 158  
 Bubulan 211                 211  
 Temayang 491                 491  
 Kanor 1,263              1,263  
 Sukosewu 1,376              1,376  
 Kapas 1,005              1,005  
 Trucuk 712                 712  
 Dander 1,771              1,771  
 Purwosari 665                 665  
 Kasiman 533                 533  
 Kedewan 319                 319  
 Ngraho  1,100             1,100  
 Sugihwaras  1,175             1,175  
 Bojonegoro  583                583  
 Kalitidu  1,405             1,405  
  Jumlah 10,795 4,263           15,058  ht
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
16 Tuban    
 Kenduruan 428                 428  
 Bangilan 1,653              1,653  
 Singgahan 834                 834  
 Parengan 1,199              1,199  
 Rengel 1,670              1,670  
 Jenu 1,524              1,524  
 Tambakboyo 985                 985  
 Grabagan  1,726             1,726  
 Widang  1,782             1,782  
 Tuban  1,368             1,368  
 Jatirogo  829                829  
  Jumlah 8,293 5,705           13,998  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
17 Lamongan    
 Bluluk 440                 440  
 Ngimbang 1,060              1,060  
 Kembangbahu 2,121              2,121  
 Sugio 2,839              2,839  
 Kedungpring 2,935              2,935  
 Modo 2,011              2,011  
 Babat 2,814              2,814  
 Pucuk 1,278              1,278  
 Sukodadi 2,633              2,633  
 Sarirejo 999                 999  
 Deket 1,222              1,222  
 Karangbiangun 1,959              1,959  
 Turi 3,618              3,618  
 Kalitengah 2,325              2,325  
 Laren 2,341              2,341  
 Paciran 1,418              1,418  
 Brondong 1,912              1,912  
 Sukorame  593                593  
 Mantup  1,020             1,020  
 Tikung  936                936  
 Maduran  737                737  
 Solokuro  412                412  
  Jumlah 33,925 3,698           37,623  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
18 Gresik    
 Driyorejo 603                 603  
 Duduksampeyan 1,502              1,502  
 Bungah 2,152              2,152  
 Sidayu 971                 971  
 Dukun 1,232              1,232  
 Panceng 1,436              1,436  
 UjungPangkah 1,514              1,514  
 Tambak 1,008              1,008  
 Balongpanggang  1,739             1,739  
 Kebomas  401                401  
 Gresik  899                899  
 Manyar  1,266             1,266  
 Sangkapura  2,130             2,130  
  Jumlah 10,418 6,435           16,853  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
19 Bangkalan    
 Labang 974                 974  
 Kwanyar 1,923              1,923  
 Modung 3,798              3,798  
 Arosbaya 1,493              1,493  
 Klampis 2,203              2,203  
 Socah  1,196             1,196  
 Bangkalan  1,236             1,236  
 Burneh  874                874  
 Sepulu  2,419             2,419  
  Jumlah 10,391 5,725           16,116  
20 Sampang    
 Sreseh 1,759              1,759  
 Pangarengan 1,463              1,463  
 Torjun  2,906             2,906  
 Jrengik  2,191             2,191  
 Tambelangan  4,485             4,485  
  Jumlah 3,222 9,582           12,804  ht
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
21 Pamekasan    
 Galis  649                649  
 Larangan  2,349             2,349  
 Pakong  1,931             1,931  
 Pasean  2,424             2,424  
  Jumlah   7,353             7,353  
22 Sumenep    
 Saronggi 1,842              1,842  
 Giligenteng 469                 469  
 Talango 1,295              1,295  
 Kota Sumenep 613                 613  
 Batuan 199                 199  
 Lenteng 1,405              1,405  
 Ganding 908                 908  
 Guluk Guluk 2,418              2,418  
 Dasuk 491                 491  
 Gapura 780                 780  
 Batang Batang 2,656              2,656  
 Masalembu 684                 684  
 Pasongsongan  1,905             1,905  
 Rubaru  765                765  
 Nonggunong  886                886  
 Gayam  2,228             2,228  
 Kangayan  1,772             1,772  
  Jumlah 13,760 7,556           21,316  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
Provinsi: Banten    
     
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
1 Pandeglang    
 Sumur  1,900            1,900  
 Cibaliung  2,948            2,948  
 Munjul  2,082            2,082  
 Sindangresmi  1,515            1,515  
 Picung  3,548            3,548  
  Jumlah   11,993          11,993  
2 Serang    
 Padarincang  1,882            1,882  
 Jawilan  1,080            1,080  
 Mancak  1,526            1,526  
 Tanara  600               600  
  Jumlah   5,088            5,088  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
Provinsi: Nusa Tenggara Barat   
     
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
1 Dompu    
 Woja  2,250            2,250  
 Pekat  1,058            1,058  
  Jumlah   3,308            3,308  
2 Bima    
 Bolo  853               853  
 Wera  933               933  
 Ambalawi  426               426  
  Jumlah   2,212            2,212  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
Provinsi: Nusa Tenggara Timur   
     
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
1 Sumba Barat    
 Lamboya 3,575             3,575  
 Wanokaka 1,920             1,920  
 Wewewa Timur 5,441             5,441  
 Wewewa Utara 1,785             1,785  
 Tana Righu 1,948             1,948  
 Loli 2,304             2,304  
 Kota Waikabubak 1,659             1,659  
 Katikutana 2,513             2,513  
 Kodi  4,003            4,003  
 Kodi Utara  4,767            4,767  
 Loura  3,122            3,122  
 Mamboro  1,697            1,697  
 Umbu Ratu Nggay  1,730            1,730  
  Jumlah 21,145 15,319          36,464  
2 Kupang    
 Kupang Tengah  1,362            1,362  
 Amarasi barat  546               546  
 Amarasai Selatan  385               385  
 Amarasi Timur  357               357  
 Amabi Oefeto  644               644  
  Jumlah   3,294            3,294  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
3 Timor Tengah Selatan    
 Fatumnasi 782                 782  
 Polen 1,504              1,504  
 Kota Soe 631                 631  
 Amanuban Barat 3,565              3,565  
 Kuan Fatu 2,169              2,169  
 Kualin 1,625              1,625  
 Amanuban Tengah 1,037              1,037  
 Kie 2,292              2,292  
 Kot'olin 1,385              1,385  
 Amanatun Selatan 1,766              1,766  
 Nunkolo 1,056              1,056  
 Mollo Utara  802                802  
 Batu Putih  1,393             1,393  
 Oenino  1,152             1,152  
 Amanatun Utara  1,930             1,930  
 Toianas  1,515             1,515  
  Jumlah 17,812 6,792           24,604  
4 Alor    
 Pantai Barat 275                 275  
 Alor Barat Daya 1,483              1,483  
 Alor Timur 548                 548  
 Teluk Mutiara 842                 842  
 Alor Barat Laut 902                 902  
  Jumlah 4,050               4,050  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
5 Sikka    
 Talibura 3,326              3,326  
 Kewapante 2,468              2,468  
 Maumere 610                 610  
 Palue 679                 679  
 Nita 1,027              1,027  
 Paga  1,344             1,344  
 Mego  1,183             1,183  
 Lela  462                462  
 Bola  1,243             1,243  
 Waigete  2,400             2,400  
 Alok  392                392  
 Alok Timur  344                344  
 Magepanda  1,076             1,076  
  Jumlah 8,110 8,444           16,554  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
6 Ende    
 Pulau Ende 250               250  
 Ende Selatan 558               558  
 Wolojita 654               654  
 Lio Timur 782               782  
 Maurole 602               602  
 KotaBaru 1,529            1,529  
 Detukeli 598               598  
 Detusoko 1,004            1,004  
 Nanga Panda  516              516  
 Maukaro  270              270  
 Ndona Timur  406              406  
 Wolo Waru  974              974  
 Kelimutu  471              471  
  Jumlah 5,977 2,637           8,614  
7 Manggarai Barat    
 Lembor 3,013            3,013  
 Kuwus 4,070            4,070  
 Macang Pacar 1,767            1,767  
 Komodo  1,724           1,724  
 Sano Nggoang  1,970           1,970  
  Jumlah 8,850 3,694         12,544  
8 Kota Kupang    
 Alak 489               489  
 Kelapa Lima 533              533  
 Maulafa             1,141            1,141  
 Oebobo             1,020            1,020  
    1,022 2,161           3,183  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
Provinsi: Kalimantan Selatan   
     
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
1 Tanah Laut    
 Panyipitan  511               511  
 Takisung  254               254  
 Kurau  302               302  
 Pelaihari  577               577  
  Jumlah   1,644            1,644  
2 Banjar    
 Aluh Aluh  895               895  
 Beruntung Baru  429               429  
 Gambut  340               340  
 Kertak Hanyar  856              856  
 Sungai Tabuk  768               768  
 Astambul  654               654  
 Sungai Pinang  350               350  
 Peramasan  193               193  
 Simpang Empat  196               196  
  Jumlah   4,681            4,681  ht
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
3 Barito Kuala    
 Tabunganen  474               474  
 Tamban  450               450  
 Mekar Sari  207               207  
 Anjir Pasar  174                174  
 Anjir Muara  387                387  
 Mandastana  530                530  
 Jejangkit  268                268  
 Belawang  527                527  
 Wanaraya  254                254  
  Jumlah   3,271             3,271  
4 Hulu Sungai Selatan    
 Padang Batung  318                318  
 Loksado  280                280  
 Telaga Langsat  243                243  
 Simpur  153                153  
 Kalumpang  154                154  
  Jumlah   1,148             1,148  
5 Hulu Sungai Tengah    
 Batu Benawa  409                409  
 Hantakan  528                528  
 Batang Alai Selatan  505                505  
 Batang Alai Timur  366                366  
 Batang Alai Utara  683                683  
 Limpasu  389                389  
  Jumlah   2,880             2,880  
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(Jumlah RTSM-Lanjutan) 
 
Provinsi: Sulawesi Utara    
     
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
1 Bolaang Mongondow    
 Bolaang Uki 794                794  
 Posigadan 972                972  
 Dumoga Barat 540                540  
 Dumoga Utara 620               620  
 Pinolosian 406                406  
 KotaBunan 220                220  
 Modayag 440                440  
 Lolayan 849                849  
 Passi Barat 372                372  
 Passi Timur 474                474  
 Kota Mobagu Barat 355                355  
 Bintauna 481                481  
 Bolang Itang Timur 619                619  
 Dumoga Timur  1,581            1,581  
 Pinolosian Timur  632               632  
 Nuangan  393               393  
 Poigar  698               698  
 Bolaang  703               703  
 Lolak  775               775  
 Sangtombolang  452               452  
  Jumlah 7,142 5,234          12,376  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
2 Minahasa    
 Langowan Barat 220                 220  
 Langowan Selatan 137                 137  
 Tompaso 110                 110  
 Kawangkoan 138                 138  
 Pineleng 630                 630  
 Tombulu 196                 196  
 Tondano Barat 255                 255  
 Kakas 1,013              1,013  
 Tondano Utara 110                 110  
 Tombariri  737                737  
 Remboken  263                263  
 Lembean Timur  303                303  
 Eris  339                339  
  Jumlah 2,809 1,642             4,451  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
3 Minahasa Selatan    
 Modoinding 468                 468  
 Motoling 387                 387  
 Kumelembuai 265                 265  
 Tenga 334                 334  
 Tompang Baru  320                320  
 Ranoyapo  449                449  
 Sinon Sayang  592                592  
 Amurang  169                169  
 Tareran  329                329  
 Tumpaan  303                303  
  Jumlah 1,454 2,162             3,616  
4 Kota Manado    
 Wanea 187                 187  
 Tikala 677                 677  
 Tuminting 587                 587  
 Malalayang  639                639  
 Mapanget  1,216             1,216  
 Bunaken  731                731  
  Jumlah 1,451 2,586             4,037  
5 Kota Bitung    
 Bitung Tengah 607                 607  
 Bitung Utara 518                 518  
 Bitung Barat  686                686  
 Bitung Selatan  1,164             1,164  
 Bitung Timur  742                742  
  Jumlah 1,125 2,592            3,717  
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Provinsi: Sulawesi Tengah   
     
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
1 Banggai Kepulauan    
 Bokan Kepulauan  296               296  
 Totikum  377               377  
 Liang  334               334  
 Bulagi Selatan  754               754  
 Buko  440               440  
  Jumlah   2,201            2,201  
2 Morowali    
 Bahodopi  58                 58  
 Bungku Barat  28                 28  
 Wita Ponda  77                 77  
 Mori Atas  154               154  
 Soyo Jaya  119               119  
   Jumlah    436               436  
3 Donggala    
 Banawa Selatan  321               321  
 Labuan  441              441  
 Tanantovea  117               117  
 Sirenja  250               250  
 Damsol  693               693  
  Jumlah   1,822            1,822  
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Provinsi: Gorontalo    
     
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
1 Boalemo    
 Tilamuta  1,331            1,331  
 Botumoito  958               958  
  Jumlah   2,289            2,289  
2 Gorontalo    
 Limboto  1,644            1,644  
 Limboto Barat  538               538  
 Telaga  1,285            1,285  
 Telaga Biru  466               466  
  Jumlah   3,933            3,933  
3 Bone Bolango    
 Tapa 479                479  
 Bone Pantai 677                677  
 Bulango  744               744  
 Kabila  641               641  
 Botupingge  222               222  
 Tilongkabila  939               939  
 Suwawa  2,224            2,224  
 Kabila Bone  624               624  
 Bone Raya  838               838  
 Bone Raya  642               642  
  Jumlah 1,156 6,874            8,030  
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  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
4 Kota Gorontalo    
 Kota Barat 661                 661  
 Kota Selatan 377                 377  
 Kota Timur 370                 370  
 Dungingi  603                603  
 Kota Utara  628                628  
 Kota Tengah  363                363  
  Jumlah 1,408 1,594             3,002  
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Provinsi: Papua Barat    
     
  Kabupaten/Kota/     Kecamatan 
Jumlah RTSM 
Putaran I Putaran II  Jumlah  
  (1) (2) (3) (4) 
1 Manokwari    
 Tahota  172               172  
 Anggi Gida  270               270  
 Membey  197               197  
 Warmare  610               610  
 Manokwari Barat  146               146  
 Manokwari Timur  146               146  
 Manokwari Selatan  579               579  
 Amberbaken  164               164  
 Mubrani  117               117  
  Jumlah   2,401            2,401  
2 Sorong    
 Sayosa  206               206  
 Makbon  381               381  
 Klamano  174               174  
 Seget  731               731  
  Jumlah   1,492            1,492  
3 Kota Sorong    
 Sorong Barat  1,948            1,948  
 Sorong Timur  1,468            1,468  
 Sorong  1,254            1,254  
 Sorong Utara  604               604  
 Sorong Kepulauan  663               663  
  Jumlah    5,937            5,937  
 
Keterangan: *) Data rumah tangga sangat miskin hasil SPDKP putaran 1 dan 2 ini masih 
belum final karena ada kemungkinan penambahan dari hasil verifikasi 
pengaduan masyarakat SPDKP putaran 1 dan pengurangan setelah verifikasi 
hasil PMT untuk SPDKP putaran 2. 
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Lampiran 16: Jumlah Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan  
Tabel Jumlah Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan 
       
No 
Provinsi /  
Kabupaten /  
Kota 
Jumlah Fasilitas Pendidikan 
Putaran 1 Putaran 2 
Total SD dan 
sederajat 
SMP dan 
sederajat 
SD dan 
sederajat 
SMP dan 
sederajat 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Nanggroe Aceh Darussalam         
1 Pidie     119 31 150 
2 Aceh Jaya     111 29 140 
3 Kota Banda Aceh     77 28 105 
4 Kota Lhokseumawe     68 26 94 
  Jumlah     375 114 489 
Sumatera Utara           
1 Nias     253 59 312 
2 Tapanuli Tengah     133 24 157 
3 Nias Selatan     267 64 331 
4 Kota Medan     443 191 634 
  Jumlah     1096 338 1434 
Sumatera Barat           
1 Pesisir Selatan 66 12     78 
  Jumlah 66 12     78 
DKI Jakarta           
1 Jakarta Timur     525 189 714 
2 Jakarta Pusat     223 70 293 
3 Jakarta Utara 383 179 192 86 840 
  Jumlah 383 179 940 345 1847 
Jawa Barat           
1 Bogor 516 146 282 128 1072 
2 Sukabumi 99 55 131 86 371 
3 Cianjur 113 45 188 49 395 
4 Bandung 244 68 177 49 538 
5 Garut 361 115 102 29 607 
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   (Jumlah Fasilitas Pendidikan-Lanjutan) 
       
No 
Provinsi /  
Kabupaten /  
Kota 
Jumlah Fasilitas Pendidikan 
Putaran 1 Putaran 2 
Total SD dan 
sederajat 
SMP dan 
sederajat 
SD dan 
sederajat 
SMP dan 
sederajat 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
6 Tasikmalaya 96 27 133 65 321 
7 Ciamis     173 50 223 
8 Kuningan 109 35 95 33 272 
9 Cirebon 340 97 98 21 556 
10 Majalengka 125 42 152 29 348 
11 Sumedang     131 46 177 
12 Indramayu 411 127 136 52 726 
13 Subang 593 113 163 48 917 
14 Karawang 285 38 200 39 562 
15 Kota Bogor     380 122 502 
  Jumlah 3292 908 2541 846 7587 
Jawa Tengah           
1 Cilacap     527 124 651 
2 Banyumas     362 80 442 
3 Purbalinga     297 92 389 
4 Kebumen     332 68 400 
5 Purworejo     292 72 364 
6 Wonosobo     223 57 280 
7 Magelang     922 212 1134 
8 Boyolali     369 84 453 
9 Sragen     190 41 231 
10 Klaten     923 152 1075 
11 Wonogiri     416 82 498 
12 Jepara     401 93 494 
13 Brebes     290 80 370 
  Jumlah     5544 1237 6781 
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   (Jumlah Fasilitas Pendidikan-Lanjutan) 
       
No 
Provinsi /  
Kabupaten /  
Kota 
Jumlah Fasilitas Pendidikan 
Putaran 1 Putaran 2 
Total SD dan 
sederajat 
SMP dan 
sederajat 
SD dan 
sederajat 
SMP dan 
sederajat 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
DI Yogyakarta           
1 Kulon Progo     392 127 519 
2 Bantul     416 195 611 
3 Gunung Kidul     585 197 782 
4 Sleman     540 139 679 
5 Kota Yogyakarta     207 86 293 
  Jumlah     2140 744 2884 
Jawa Timur           
1 Ponorogo 208 47 174 30 459 
2 Tulungagung 339 44 187 33 603 
3 Kab. Kediri 376 114 131 38 659 
4 Jember 479 138 289 84 990 
5 Banyuwangi 202 51 225 49 527 
6 Bondowoso 250 81 132 41 504 
7 Situbondo 296 99 189 78 662 
8 Probolinggo 546 155 192 54 947 
9 Pasuruan 442 111 243 80 876 
10 Sidoarjo 261 67 205 58 591 
11 Kab. Mojokerto 365 88 201 52 706 
12 Jombang 463 133 232 67 895 
13 Madiun 323 52 112 25 512 
14 Ngawi 286 49 174 24 533 
15 Bojonegoro 406 96 174 48 724 
16 Tuban 242 61 166 38 507 
17 Lamongan 798 187 135 58 1178 
18 Gresik 355 109 242 66 772 
19 Bangkalan 286 59 200 50 595 
20 Sampang 65 25 157 35 282 
21 Pamekasan     196 44 240 
22 Sumenep 533 165 198 49 945 
  Jumlah 7521 1931 4154 1101 14707 
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   (Jumlah Fasilitas Pendidikan-Lanjutan) 
       
No 
Provinsi /  
Kabupaten /  
Kota 
Jumlah Fasilitas Pendidikan 
Putaran 1 Putaran 2 
Total SD dan 
sederajat 
SMP dan 
sederajat 
SD dan 
sederajat 
SMP dan 
sederajat 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Sulawesi Utara           
 1 Boolang Mongondow 218 49 135 35 437 
 2 Minahasa 175 45 84 26 330 
 3 Minahasa Selatan 70 19 110 31 230 
 4 Kota Manado 122 33 64 26 245 
 5 Kota Bitung 28 10 58 23 119 
  Jumlah 613 156 451 141 1361 
Sulawesi Tengah           
1 Banggai Kepulauan     116 40 156 
2 Morowali     79 23 102 
3 Donggala     119 33 152 
  Jumlah     314 96 410 
Gorontalo           
1 Boalemo     37 12 49 
2 Gorontalo     112 52 164 
 3 Bone Bolango 36 8 112 61 217 
 4 Kota Gorontalo 79 26 56 21 182 
  Jumlah 115 34 317 146 612 
Papua Barat           
1 Manokwari     68 15 83 
2 Sorong     12 2 14 
3 Kota Sorong     70 22 92 
  Jumlah     150 39 189 
  Total 12914 3419 19153 5472 40958 
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Tabel Jumlah Fasilitas Kesehatan 
         
No 
Provinsi /  
Kabupaten /  
Kota 
Jumlah Fasilitas Kesehatan 
Putaran 1 Putaran 2 
Total Puskes 
mas Pustu Lainnya 
Puskes 
mas Pustu Lainnya 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Nanggroe Aceh Darussalam             
1 Pidie       13 16 316 345 
2 Aceh Jaya       20 31 256 307 
3 Kota Banda Aceh       7 10 188 205 
4 Kota Lhokseumawe       8 19 238 265 
  Jumlah       48 76 998 1122 
Sumatera Utara              
1 Nias       173 109 580 862 
2 Tapanuli Tengah       13 38 387 438 
3 Nias Selatan       116 123 532 771 
4 Kota Medan       28 21 2129 2178 
  Jumlah       330 291 3628 4249 
Sumatera Barat              
1 Pesisir Selatan 17 10 203       230 
  Jumlah 17 10 203       230 
DKI Jakarta              
1 Jakarta Timur       87 0 1371 1458 
2 Jakarta Pusat       25 1 486 512 
3 Jakarta Utara 58 0 494 30 0 860 1442 
  Jumlah 58 0 494 142 1 2717 3412 
Jawa Barat               
1 Bogor 157 23 1299 34 18 851 2382 
2 Sukabumi 4 9 292 6 9 337 657 
3 Cianjur 7 13 304 10 18 466 818 
4 Bandung 54 16 845 6 12 556 1489 
5 Garut 155 21 1130 12 15 270 1603 
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   (Jumlah Fasilitas Kesehatan-Lanjutan) 
         
No 
Provinsi /  
Kabupaten /  
Kota 
Jumlah Fasilitas Kesehatan 
Putaran 1 Putaran 2 
Total Puskes 
mas Pustu Lainnya 
Puskes 
mas Pustu Lainnya 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
6 Tasikmalaya 16 8 280 14 10 417 745 
7 Ciamis       7 15 372 394 
8 Kuningan 11 5 270 6 9 274 575 
9 Cirebon 49 16 984 2 7 330 1388 
10 Majalengka 11 9 269 11 14 436 750 
11 Sumedang       25 27 417 469 
12 Indramayu 53 23 1223 7 8 457 1771 
13 Subang 88 36 1488 12 13 423 2060 
14 Karawang 48 17 713 17 13 586 1394 
15 Kota Bogor       87 31 1178 1296 
  Jumlah 653 196 9097 256 219 7370 17791 
Jawa Tengah              
1 Cilacap       15 41 1472 1528 
2 Banyumas       14 14 1150 1178 
3 Purbalinga       9 20 795 824 
4 Kebumen       17 22 1125 1164 
5 Purworejo       28 28 1212 1268 
6 Wonosobo       8 19 619 646 
7 Magelang       29 55 3189 3273 
8 Boyolali       15 19 1066 1100 
9 Sragen       8 29 705 742 
10 Klaten       34 82 3512 3628 
11 Wonogiri       20 63 1420 1503 
12 Jepara       11 27 1060 1098 
13 Brebes       16 20 714 750 
  Jumlah       224 439 18039 18702 
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(Jumlah Fasilitas Kesehatan-Lanjutan) 
 
No 
Provinsi /  
Kabupaten /  
Kota 
Jumlah Fasilitas Kesehatan 
Putaran 1 Putaran 2 
Total Puskes 
mas Pustu Lainnya 
Puskes 
mas Pustu Lainnya 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
DI Yogyakarta              
1 Kulon Progo       28 68 1219 1315 
2 Bantul       30 66 1660 1756 
3 Gunung Kidul       49 114 1928 2091 
4 Sleman       96 105 2125 2326 
5 Kota Yogyakarta       18 11 927 956 
  Jumlah       221 364 7859 8444 
Jawa Timur              
1 Ponorogo 11 19 583 8 8 463 1092 
2 Tulungagung 24 30 865 22 23 575 1539 
3 Kab. Kediri 22 35 1100 5 13 411 1586 
4 Jember 67 48 1179 17 26 800 2137 
5 Banyuwangi 52 19 575 12 27 658 1343 
6 Bondowoso 22 20 551 8 12 327 940 
7 Situbondo 26 31 699 5 18 372 1151 
8 Probolinggo 84 46 1187 6 16 309 1648 
9 Pasuruan 47 31 1189 13 24 606 1910 
10 Sidoarjo 9 20 753 9 15 924 1730 
11 Kab. Mojokerto 46 32 1038 10 14 673 1813 
12 Jombang 107 38 1309 37 21 780 2292 
13 Madiun 31 37 950 5 12 281 1316 
14 Ngawi 22 25 738 5 17 446 1253 
15 Bojonegoro 49 24 958 15 13 498 1557 
16 Tuban 17 18 690 11 8 439 1183 
17 Lamongan 48 68 1883 14 11 460 2484 
18 Gresik 67 27 880 30 25 861 1890 
19 Bangkalan 40 17 429 7 18 470 981 
20 Sampang 3 5 105 3 10 230 356 
21 Pamekasan       31 18 375 424 
22 Sumenep 63 27 958 10 11 283 1352 
  Jumlah 857 617 18619 283 360 11241 31977 
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(Jumlah Fasilitas Kesehatan-Lanjutan) 
         
No 
Provinsi /  
Kabupaten /  
Kota 
Jumlah Fasilitas Kesehatan 
Putaran 1 Putaran 2 
Total Puskes 
mas Pustu Lainnya 
Puskes 
mas Pustu Lainnya 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Sulawesi Utara              
 1 Boolang Mongondow 18 41 281 7 14 80 441 
 2 Minahasa 15 22 221 5 8 114 385 
 3 Minahasa Selatan 5 6 95 7 9 151 273 
 4 Kota Manado 13 12 156 7 17 133 338 
 5 Kota Bitung 9 9 78 8 15 162 281 
  Jumlah 60 90 831 34 63 640 1718 
Sulawesi Tengah              
1 Banggai Kepulauan       7 33 178 218 
2 Morowali       7 21 149 177 
3 Donggala       5 27 180 212 
  Jumlah       19 81 507 607 
Gorontalo              
1 Boalemo       2 5 53 60 
2 Gorontalo       5 32 190 227 
 3 Bone Bolango 2 6 51 11 19 225 314 
 4 Kota Gorontalo 21 17 87 9 17 127 278 
  Jumlah 23 23 138 27 73 595 879 
Papua Barat              
1 Manokwari       14 24 130 168 
2 Sorong       4 3 15 22 
3 Kota Sorong       12 21 106 139 
  Jumlah       30 48 251 329 
  Total 1854 1063 31261 1607 2312 55050 93147 
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Lampiran 17 Hasil PMT Pendataan SPDKP07 Putaran 2 menurut Kabupaten/Kota 
Jumlah RTSM Hasil Pendataan SPDKP07 Putaran 2  
Kondisi Per Tanggal 22 November 2007  
No Kabupaten / Kota 
Statistik Pengeluaran RTSM 
Perkiraan 
GK 2007 
RTSM > GK 
Total 
RTSM Mean 
Std. 
Dev Min Max Jumlah % 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Provinsi DKI Jakarta               
1 Jakarta Utara 3,264 194,712 52,531 54,211 470,424 293075.9 125 3.83 
Provinsi Jawa Barat               
1 Bogor  5,902 153,037 24,944 58,158 256,673 170205.1 1,361 23.06 
2 Bandung  3,934 148,703 24,081 60,656 236,847 173651.4 552 14.03 
3 Ciamis 3,944 154,042 22,390 82,821 272,302 160182.1 1,468 37.22 
4 Sumedang 5,721 165,494 23,663 76,782 270,809 201165.9 460 8.04 
5 Indramayu  4,214 151,526 22,759 76,478 240,688 207871.3 36 0.85 
6 Subang 7,587 161,504 24,260 71,635 266,644 195,876 579 7.63 
7 Karawang 8,206 158,034 23,710 68,664 262,280 175077.5 1,795 21.87 
8 Bogor  15,339 153,228 26,717 54,742 292,719 218544.3 140 0.91 
Provinsi Jawa Timur               
1 Ponorogo 5,392 126,037 17,380 61,007 196,188 147040.4 583 10.81 
2 Tulungagung 3,796 128,210 17,964 63,921 202,061 171208.7 48 1.26 
3 Kediri 2,879 124,975 17,481 69,267 205,937 148301.4 275 9.55 
4 Jember 2,084 120,038 16,561 60,303 188,967 132138.5 468 22.46 
5 Banyuwangi 7,656 124,164 15,902 61,051 198,194 163607.6 73 0.95 
6 Bondowoso 3,948 125,122 14,441 68,135 195,438 163611.5 29 0.73 
7 Situbondo 3,337 124,783 15,286 59,739 194,236 148670.6 109 3.27 
8 Probolinggo 2,337 117,542 15,536 70,253 178,260 170579.5 2 0.09 
9 Pasuruan 7,681 125,541 16,849 65,845 194,352 176482.8 22 0.29 
10 Sidoarjo 3,600 130,048 19,508 63,744 197,072 202551.7 0 0.00 
11 Mojokerto 4,738 130,592 17,387 42,061 213,443 178366.5 27 0.57 
12 Jombang 5,336 130,246 17,909 76,039 199,651 171658.5 82 1.54 
13 Madiun 2,257 131,040 17,104 71,593 194,104 162701.5 78 3.46 
 
 
 
 
ht
tp
://w
ww
.b
ps
.g
o.
id
Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007: Laporan Teknis Pelaksanaan 202 
 
    (Hasil PMT – Lanjutan) 
 
No Kabupaten / Kota 
Statistik Pengeluaran RTSM Perkiraan 
GK 2007 
RTSM > GK 
Total 
RTSM Mean 
Std. 
Dev Min Max Jumlah % 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Provinsi Jawa Timur               
14 Ngawi 3,606 126,732 17,251 72,317 205,937 147072.9 423 11.73 
15 Bojonegoro 4,263 126,163 20,277 56,206 199,651 148310.5 497 11.66 
16 Tuban 5,737 126,493 17,578 56,002 196,418 157829.1 210 3.66 
17 Lamongan 3,719 128,559 17,630 67,422 201,859 189550.4 2 0.05 
18 Gresik 6,422 121,148 20,982 46,613 211,462 226385.9 0 0.00 
19 Bangkalan 5,725 121,416 18,685 56,551 209,206 152309.3 296 5.17 
20 Sampang 9,636 114,094 18,803 53,901 190,422 169432.9 6 0.06 
21 Pamekasan 7,674 126,559 18,799 53,240 211,891 173370.6 57 0.74 
Provinsi Nusa Tenggara Timur               
1 Sikka 1,810 90,093 12,550 52,385 143,493 121262.7 19 1.05 
2 Manggarai Barat 3,928 90,153 11,619 52,202 146,319 131527.5 5 0.13 
3 Kota Kupang 2,161 90,062 12,781 53,169 146,612 146850.6 0 0.00 
Provinsi Sulawesi Utara               
1 Bolaang Mongondow 5,234 128,470 24,570 43,060 250,212 153821.2 751 14.35 
2 Minahasa 1,642 137,866 26,269 47,130 231,321 170586 174 10.60 
3 Minahasa Selatan 2,162 136,178 23,553 47,715 217,415 214459.7 4 0.19 
4 Kota Manado 2,586 140,156 26,565 55,977 249,962 187499 80 3.09 
5 Kota Bitung  2,592 138,750 28,235 29,730 226,288 217305.4 7 0.27 
Provinsi Gorontalo               
1 Boalemo 2,325 99,795 18,537 45,861 189,443 117643.5 337 14.49 
2 Gorontalo 3,933 100,028 18,579 40,744 192,210 161254.6 15 0.38 
3 Bone Bolango  6,874 100,413 18,130 35,027 187,745 150750.6 62 0.90 
4 Kota Gorontalo 1,594 109,855 18,832 51,518 186,436 192533.9 0 0.00 
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